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GENEOLOGI GERAKAN ICRP MELAWAN REZIM KETIDAKADILAN

A. Konflik, Kekerasan dan Perdamaian di Indonesia

Berdirinya Indonesian Conference on Religion and Peace yang selanjutnya
disingkat ICRP terhitung dari tanggal 12 Juli 2000 tidak dapat dilepaskan dari
keadaan konteks sosial-masyarakat, politik, dan kehidupan keagamaan Indonesia
pada saat itu. Dicatatkan bahwa lima sampai sepuluh tahun sebelum berdirinya
ICRP telah ada banyak bentuk diskriminasi terhadap etnis dan Agama atau SARA
yang merajalela di berbagai daerah di Indonesia. berbagai konflik yang melibatkan
kelompok agama, khususnya agama Islam dan Kristen terjadi di Maluku, Poso,
Nusa Tenggara Timur, dan Jakarta serta bentuk diskriminasi yang dialami oleh
kelompok agama lainnya. Tindakan diskriminatif tidak hanya dilakukan oleh
negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan memenuhi hak warga
negara, namun juga dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lain dan
kelompok tertentu kepada kelompok tertentu lainnya yang berbeda. Kelompok
keagamaan tersebut antara lain, agama Konghucu, Sikh, Bahai, dan juga penghayat
keagamaan serta beberapa komunitas agama Kristen pun mendapatkan perlakuan
yang merugikan, dilarang membangun rumah ibadah maupun permintaan untuk
menutup rumah ibadah dengan berbagai alasan dan tudingan yang tidak sesuai yang
dilakukan oleh kelompok agama tertentu yang disertai dengan kekerasan seperti

yang dialami oleh Gereja Sang Timur, di Cilebung, Tangerang.!

Afiliasi agama selalu muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah
sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah. Agama merupakan isu strategis

yang harus dipertimbangkan dalam berbagai proses kebijakan sosial. Bersama-

! Ahmad Nurcholis, dkk, 11 Tahun Melawan Kekerasan Atas Nama Agama, (Jakarta Pusat:
Indonesian Conference on Religion and Peace, 2011), him. 37-38.
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sama dengan etnis, ras, dan antargolongan, perbedaan-perbedaan antar agama pada
masa Orde Baru dianggap sebagai hal yang tabu untuk diperbincangkan secara
publik dan dianggap sebagai salah satu permasalahan dalam pembangunan
nasional. Hubungan antar agama keadaannya pasang surut, ada hubungan yang
berlangsung harmonis, damai, namun tidak jarang yang berujung kepada konflik
yang merenggut korban jiwa. Hal ini yang menunjukkan bahwa hubungan antar

umat beragama di Indonesia harus selalu menjadi perhatian. 2

Sebab menjadi perhatian serius, hubungan antar agama di Indonesia dapat
diamati dalam berbagai aspek perilaku sosial, politik, dan budaya. Sudut pandang
agama selalu menjadi kecenderungan masyarakat dalam merespon hubungan antar
agama yang diakibatkan oleh kemajemukan agama yang eksis dalam pergaulan
masyarakat. Agama yang banyak dianut masyarakat Indonesia, seperti Islam,
Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu serta agama-agama lokal yang
menjadi kepercayaan masyarakat sejak beribu-ribu tahun lalu yang telah menjadi

kenyataan masyarakat Indonesia.®

Sebagaimana yang dituliskan diatas, Indonesia dikenal sebagai negara
dengan penduduk yang majemuk dengan masyarakat yang pluralistik dengan
berbagai macam agama, budaya, tradisi, cara hidup dan pandangan hidup yang
dipegang oleh setiap kelompok etnis yang ada di berbagai belahan daerah di
Indonesia. hal ini merupakan sebuah kekuatan yang positif, namun akan menjadi
kekuatan yang negatif dan destruktif jika tidak diarahkan dengan benar yang telah
disadari oleh pendiri negara (fathers founding) kita yang kemudian mendirikan

dasar negara Indonesia tidak sebagai negara agama, namun negara Pancasila

2 Agus Indiyanto, Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis berdasarkan
Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010, (Yogyakarta: Huma Printing & Design Grafic, 2013), him.
3.

% Rumadi Ahmad, Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia,
2016), him. 2.
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sebagai dasar negara. Tidak sebagai negara sekuler dan bukan negara teokrasi
setelah perdebatan panjang.*

B. Polemik dan Lahirnya ICRP

Dengan berbagai macam latar belakang, cikal-bakal dialog lintas agama
dirintis oleh Mukti Ali yang menjabat sebagai Menteri agama tahun 1970-an
memprakarsai proyek kerukunan hidup umat beragama di Departemen Agama yang
kemudian disambut baik oleh sejumlah aktivis dan intelektual yang menyerukan
gerakan pembaharuan di era 70-an yang dimotori oleh Nurcholis Madjid, Utomo
Dananjaya, Usep Fathuddin, M. Dawam Rahardjo, dll. Proyek ini awalnya
merupakan tantangan dari Mukti Ali yang mengatakan “Janganlah bicarakan hal-

hal yang abstrak; beri saya masukan tentang apa yang bisa saya lakukan besok!”>

Selain itu, keikutsertaan Indonesia pada World Assembly WCRP (World
Conference on Religion and Peace) pertama di Kyoto. Yang kemudian Mukti Ali
menjadi tokoh terbentuknya National Chapter dari WCRP, yang kemudian
menunjuk Anton Timur Jaelani, seorang pejabat tinggi di Depag menjadi Sekretaris
Jenderalnya. Sayangnya dalam kepemimpinan Mukti Ali tidak membuat National
Chapter ini aktif, yang kemudian diserahkan estafet kepemimpinan ini kepada
Lukman Harun yang kemudian bernasib sama. Wadah dialog lintas agama ini tidak
aktif dan tidak mengikutsertakan kalangan agama agar lebih luas. Bagi Djohan
Effendi hal ini menjadikan WCRP kecewa, sehingga World Assembly di Italia,
tahun 1994 mengundang Djohan Effendi hadir sebagai peninjau diluar dan tidak
dari peserta National Chapter Indonesia setelah mengunjungi Israel bersama Gus
Dur, Bondan Gunawan, Habib Chirzin, dan Abdul Hakim. Dalam WCRP di Italia

ini, Djohan diminta untuk mengajak tiga orang lagi untuk turut serta, diantara yang

4 Faisal lsmalil, Republik Bhineka Tunggal Ika: Mengurai Isu-isu Konflik,
Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Ke Agamaan Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), him. 11.

> Ahmad Gaus AF, Sang Pelintas Batas Biografi Djohan Effendi, (Jakarta: Indonesian
Conference on Religion and Peace bekerjasama dengan Kompas, 2009), him. 118.
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diajak oleh Djohan yaitu Amanda yang mewakili cikal bakal dari Masyarakat
Dialog antar Agama (MADIA), Theo Sumarthana dan Elga Sirapung yang
mewakili Interfidei, yang kemudian menunjuk Abdurrahman Wahib alias Gus Dur
sebagai Presiden WCRP yang kemudian ditolak oleh National Chapter Indonesia
yang tidak aktif melakukan kegiatan, sehingga diharapkan ada National Chapter
Indonesia Il yang diprakarsai oleh Djohan dan Gus Dur, namun mereka berdua
tidak ingin berkonflik dengan teman senegaranya meskipun posisi ketua National
Chapter kosong setelah ditinggal oleh Lukman Harun. Meskipun merasa tidak enak
dengan teman dan kolega lainnya, Djohan tidak bisa diam melihat kekosongan ini
dan akhirnya mencoba untuk melakukan pertemuan-pertemuan khususnya dengan
orang Interfidei dan MADIA yang kemudian mengintervensi untuk diadakannya
dialog lintas dan interaksi dengan tokoh-tokoh agama dan penghayat kepercayaan
yang akhirnya melahirkan keinginan untuk mendirikan wadah bagi aktivitas antar
agama, meskipun bagi Djohan dan kelompok Din Syamsuddin (Indonesian
Committee Religion on Peace yang juga disingkat ICRP) tidak menemukan
kecocokan. Menurut Musdah Mulia hal ini disebabkan oleh perbedaan Visi-Misi
dari keduanya, bagi Djohan semua agama harus mendapatkan dan terpenuhi hak-
hak sipilnya sepanjang kita mau menghilangkan diskriminasi agama secara total,
sedangkan bagi Din Syamsuddin waktu itu hanya mengakui lima agama saja yang

harus diurus. ®

Pada November tahun 1999 diselenggarakan 7" Assembly of WCRP di
Amman, Yordania, Djohan kemudian diminta untuk mengirimkan 11 delegasi dari
Indonesia, yang kemudian disambut baik dengan mengirimkan kesebelas orang
diantaranya, Siti Musdah Mulia, Chandra Setiawan, Gede Natih, Romo Hariyanto,
Sylvana Maria Maria-Apituley, Bhikkhu Pannavaro, Amanda Suharnoko, Wiwin
Siti Aminah, dan Chamamah Soeratno yang kesebelasannya merupakan perwakilan
dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu, Bahai, dan Sunda

Wiwitan berangkat dalam perhelatan Internasional tersebut. Djohan Effendi yang

6 Ahmad Nurcholis dkk, 11 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 41.
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seharusnya ikut serta menggantikan dirinya dengan Din Syamsuddin sebab ada
acara di Indonesia, meskipun Din Syamsuddin juga sama tidak berangkat. ’

Dalam 7" Assembly of WCRP tersebut, agenda yang diusung adalah
bagaimana membangun perdamaian dan beberapa delegasi membicarakan human
rights dan civil rights yang kemudian kesadaran akan hal ini dibawa ketika ICRP
didirikan. Pendirian ICRP bagi Djohan baru setelah kembali dari Yordania dan
pimpinan National Chapter meninggal. ICRP dideklarasikan dan berbadan hukum
Yayasan dengan Akta Notaris Sinta Susikto SH No. 18 tanggal 12 Juli 2000, dan
diperbaharui dengan Akta Notaris Adi Dharma, SH No. 5 tanggal 17 April 2008.
Hal penting yang diharapkan Djohan adalah beliau tidak ingin pendirian ICRP
berdiri untuk mati, atau hanya sebuah nama tanpa kegiatan yang riil dan
berkelanjutan. Hal yang sangat beruntung dalam masa pendirian ICRP adalah
bagaimana Gus Dur memberikan pengaruhnya sebagai Presiden RI dan Djohan
menjadi Sekretaris Negara yang kemudian meyakinkan orang-orang akan
pentingnya kehadiran ICRP. Sama dengan organisasi lain yang lebih dulu, ICRP
hadir untuk membangun tradisi dialog antar iman dan kepercayaan dengan klaim
“Merayakan Perbedaan, Menuai Perdamaian” yang mengiringi berdirinya ICRP.
Dengan adanya dua tokoh yang ikut serta dalam perkembangan pemerintah di
Indonesia ICRP mendorong pemerintah  untuk lebih memahami persoalan
kebebasan beragama, dan salah satu bentuknya adalah mengakui semua agama

tanpa ada diskriminasi.

C. Tokoh dan Pendiri ICRP

1. KH. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau yang banyak dikenal dengan nama Gus Dur
tidaklah baru dalam gerakan antar iman atau lintas agama. Gus Dur dikenal sebagai

" Ahmad Nurcholis dkk, 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 42.

& Ahmad Gaus AF, Sang Pelintas Batas Biografi,... him. 177.
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ulama yang sangat aktif dalam berinteraksi dengan kalangan non-muslim dengan
membada ideologi dan ide-ide mengenai pluralisme, toleransi, gerakan perdamaian,
dan non-kekerasan yang banyak ditulis dalam beberapa tulisan di media massa. Gus
Dur merupakan Presiden WCRP yang bermarkas di Amerika, sehingga ketika ada
wacana untuk membentuk National Chapter di Indonesia beliau sangat antusias,
dalam beberapa kesempatan memang Gus Dur sangat ingin mendirikan pesantren
lintas agama yang kemudian diharapkan mampu mencetak santi yang berbagai latar
belakang agama yang santrinya dipersilakan untuk menjadi ustad, kyai, pastor,
pendeta yang pada intinya menjadi agamawan yang toleran dan bermanfaat bagi
umat beragama, hal ini diutarakan oleh sahabatnya Michael Utama Purnama. °

ICRP hadir dalam pusaran konflik pada tahun 2000, sama seperti apa yang
dihadapi Gus Dur sebagai Presiden dari tanggal 20 Oktober 1999. Gus Dur menjadi
figur yang besar dalam perjuangan ICRP selama 20 tahun terakhir ini. Pemilihan
Umum tahun 1999 menjadi awal dalam praktik demokrasi prosedural di Indonesia.
Kemunculan multipartai kembali bermunculan dengan membawa semangat untuk
mencari figur yang telah mapan dalam rezim Orde Baru (Orba). Banyaknya partai
baru menjadi penyemarak dalam perhelatan kebebasan yang dibawa oleh reformasi.
Pemilihan Umum ini memunculkan pemerintahan baru dengan figur-figur reformis,
meskipun pada lima tahun selanjutnya tidak semulus dengan yang diharapkan sebab
para elit berlomba dalam mencoba berbagai bagian dari kekuasaan dan berduel
tanpa berkesudahan, tidak lagi mencoba memulihkan krisis moneter serta

meningkatnya krisis kepercayaan masyarakat.°

Tahun 1999 merupakan Pilpres pasca reformasi, pada tanggal 28 Oktober
1999 dengan dukungan aliansi partai dengan julukan “Poros Tengah”, Gus Dur dan
Megawati menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam mekanisme baru dengan
parlemen baru setelah diubahnya UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik

9 Ahmad Nurcholis dkk, 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 49.

10 Dede Mariana, Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia, (Bandung:
Truenorth, 2009), him. xv.
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mengakomodasi sistem multipartai pertama setelah Pemilu 1955 yang diikuti 48
partai politik pada Pemilu 7 Juni 1999. Parlemen baru yang merupakan representasi
multipartai memiliki fraksi-fraksi yang sama di parlemen sebelumnya, namun hak
dan aspirasi anggota diberi otoritas dalam hal memilih Presiden dan wakil

Presiden.!

Dari akhir tahun 1999 sampai sepanjang tahun 2000 kondisi sosial-
keagamaan di Indonesia tengah menjalani masa transisi dengan tantangan yang
sangat serius. Gus Dur menjadi harapan masyarakat setelah digantinya B.J.
Habibie. Meskipun pada era Gus Dur konflik keagamaan seperti konflik Poso di
bulan April dan Mei terjadi kembali dengan berbagai ancamannya termasuk
disintegrasi bangsa, selain itu gerakan separatisme di Aceh, Maluku, dan Papua
membara selama masa pemerintahannya sebagai Presiden, di pusaran inilah Gus

Dur memimpin Indonesia.*?

Selama masa jabatan menjadi Presiden, berbagai gebrakan dilakukan oleh
Gus Dur termasuk dalam pemisahan TNI dan Kepolisian, kesamaan hak kepada
masyarakat asli Indonesia atau yang dikenal dengan istilah pribumi dan
nonpribumi, perhatian kepada konflik yang terjadi di Aceh dengan mengurangi
personil militer di Aceh serta memprakarsai perdamaian. Selain itu, istana negara
menjadi sangat longgar untuk diakses berbagai kalangan. Namun pelengseran Gus
Dur pun tetap tidak dapat dilupakan sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Pada
tahun 2000 terdapat dua kasus besar lainnya yang menjerat Gus Dur, pertama kasus
hilangnya dana $4 Juta milik Bulog pada bulan Mei yang diduga diketahui oleh Gus
Dur, kasus ini kemudian dikenal dengan istilah Bulog Gate. Kedua, uang
sumbangan Sultan Brunei untuk perdamaian Aceh. Gus Dur dituduh menyimpan
dana tersebut sebesar $2 Juta untuk dirinya, kasus ini disebut sebagai kasus Brunei

Gate. Amien Rais menyatakan kekecewaan terhadap Gus Dur kemudian

1 Muhammad Agqil Irham, Demokrasi Muka Dua, Membaca Ulang Pilkada di Indonesia,
(Jakarta: Gramedia, 2016), him. 2.

12 Ahmad Nurcholis dkk, 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 33.
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mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk
merenggangkan otot politik pemerintahan mereka, sehingga pada akhir November
tahun 2000, sejumlah anggota DPR menandatangani petisi untuk melengserkan Gus

Dur dengan lama kepemimpinan selama 20 bulan.*3

Gus Dur adalah sosok dan figur besar yang dimiliki ICRP, hal ini terbukti
pada kegiatan Malam Penggalangan Dana ICRP yang merupakan usulan dari Gus
Dur sendiri kepada Djohan Effendi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Negara
(Setneg) Gus Dur, hal ini dimaksudkan untuk menghimpun dana abadi ICRP.
Perbincangan ini awalnya berlangsung di kantor Setneg yang kemudian malam
penggalangan dana ini kemudian dibungkus dengan lelang lukisan, 3 lukisan
sumbangan Gudang Garam, 2 lukisan yang dipinjam dari Gallery dengan konsultasi
kurator yang merupakan teman dari Haris Chandra. Malam Dana ini kemudian
dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2000 di Hotel Shangri-La Jakarta dengan
dana terkumpul sebanyak Rp. 4.562.497.000.00 meskipun target fund rising ini
sebanyak Rp. 5.000.000.000.00. Dana yang mengalir dari puluhan pengusaha ini
yang kemudian mampu membeli kantor ICRP saat ini yang terletak di JI.. Cempaka
Putih Barat XXI No.34, RT.5/RW.12, Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih,

Jakarta Pusat.

2. Djohan Effendi

Djohan Effendi merupakan alumni dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
aktif ber-HMI dan turut mengambil bagian dalam dialog lintas agama di Indonesia.
hal ini yang kemudian membawa Djohan bersama koleganya membangun Dialog
Antar-iman (DIAN) atau Interfaith Dialogue (Interfidei) di tahun 1999. Djohan
merupakan salah satu tokoh kunci dari ICRP, beliau pencetus dan ketua di awal

pendirian ICRP. Awal berdirinya, ICRP telah menjadi bagian penting dari Djohan

13 Muhammad Mirza, Gus Dur Sang Penakluk, (Jombang: Pustaka Warisan Islam, 2010),
him. 30.

14 Transkrip Wawancara Djohan Effendi pada tanggal 19 April 2011.
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dengan membuat Djohan bolak-balik Indonesia-Australia setelah pensiun. Djohan
berharap setelah pensiun dapat menikmati hidup tanpa harus ada yang mengikatnya
di Jakarta, namun beliau tidak mampu untuk meninggalkan ICRP sepenuhnya,

sebab telah menjadi bagian dari hidupnya.®®

Sebagai seorang Ahmadiyah, Djohan Effendi memiliki kepribadian yang
terkombinasi dari intelektualitas dan spiritualitas. Bersama Musdah Mulia dan
tokoh-tokoh yang lainnya mendirikan ICRP sebagai wadah dalam bidang yang
ditekuninya. Pada bagian pertama buku “Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga
Rampai 60 Tahun Djohan Effendi”’, M. Dawam Rahardjo menuliskan jika Djohan

Effendi mewarisi Mukti Ali dalam patron muslim dalam pergaulan antar agama.*®
3. Siti Musdah Mulia

Dalam wawancara penulis dengan Musdah Mulia, sebelum berdirinya ICRP
beliau merupakan bawahan Djohan Effendi ketika menjabat sebagai Ketua Badan
Litbang dan dirinya sebagai Peneliti. Ketika pelaksanaan WCRP di Yaman,
Musdah Mulia diajak langsung meskipun Djohan Effendi tidak ke Yaman sebab

padatnya kegiatan administratif Djohan Effendi.!’

Bersama dengan Gus Dur dan Djohan, Musdah Mulia juga dikenal sebagai
tokoh perdamaian dan nirkekerasan, secara konsisten beliau membangun jembatan
antar iman, keyakinan, dan budaya di Indonesia. pada tahun 2009 beliau
mendapatkan penghargaan Women of the Year dari Il Premio Internazionale La
Donna Dell ‘Anno (International Prize for the Woman of the Year) 2009 setelah
mendapatkan penghargaan “Yap Thiam Hien” ditahun yang sama. Dengan berbagai

aktivitas dengan basis lintas agama yang kemudian mempersatukan Musdah dengan

15 Ahmad Nurcholis dkk, /1 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 57.

16 Elza Peldi Taher, Merayakan Kebebasan Beragama, (Jakarta: ICRP dan Gramedia,
2009), him.10-11.

17 Wawancara dengan Musdah Mulia melalui telepon WhatsApp pada tanggal 28 Maret
2021.
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tokoh-tokoh dengan visi yang serupa terkait kemajemukan dan perdamaian.
Sebagai pendiri ICRP, Musdah juga turun langsung dalam kepengurusan di ICRP
dengan menjadi Sekretaris di periode 2007-2010 dan 2011-2013. Tantangan yang
dihadapinya adalah konservatisme dan fundamentalisme agama yang semakin

marak dan berkembang.!®
4. Chandra Setiawan

Chandra Setiawan merupakan penganut Konghucu yang lulus dari
Universitas Islam Indonesia dengan gelar doktorandus (Drs.) dengan predikat “cum
laude” dan wisudawan terbaik pada jurusan Ekonomi dan Bisnis di tahun 1985.
Chandra Setiawan kembali terpilih sebagai Komisioner Pengawas Persaingan
Usaha untuk periode 2018-2023, dimana sebelumnya pada periode 2012-2017.
Kesuksesannya dalam dunia akademik dan kewirausahaan, Chandra Setiawan
memiliki perhatian dalam mewujudkan perdamaian antarsesama dengan beragam

pemikiran dan gagasannya.*®

Chandra banyak aktif dalam lembaga interfaith yang membuatnya semakin
kokoh menjadi aktivis perdamaian. Selain hadir sebagai peserta dalam WCRP di
Amman, Yordania, pada tahun selanjutnya Chandra juga hadir sebagai peserta
dalam Seminar Internasional, Tru Families as the Foundation for World Peace in
the New Millenium, di Washington, USA pada 20-23 Januari 2000. Selain menjadi
tokoh pendiri dari ICRP dan Sekretaris pada periode 2000-2005, beliau juga
menjadi Ketua Yayasan Global Peace Festival Indonesia di Jakarta. Meskipun tidak
aktif lagi di ICRP, beliau tetap membawa dan menerapkan visi ICRP, termasuk

18 Ahmad Nurcholis dkk, 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 64.

19 KPPU, “Dr. Drs. Chandra Setiawan, M. M., Ph. D.” dalam https://kppu.go.id/dr-drs-
chandra-setiawan-m-m-ph-d/, diakses pada tanggal 4 Juli 2019.



https://kppu.go.id/dr-drs-chandra-setiawan-m-m-ph-d/
https://kppu.go.id/dr-drs-chandra-setiawan-m-m-ph-d/
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ketika menjabat sebagai anggota Komisioner Hak atas Kebebasan Pribadi Komnas
HAM periode 2002-2007.%

5. Budi Santoso Tanuwibowo

Budi merupakan penganut agama Konghucu yang kemudian memperistri
seorang perempuan yang beragama nasrani, dari perkawinannya melahirkan putri
yang kemudian beragama Kristen. Budi banyak aktif dalam berbagai organisasi
dalam lingkungan Khonghucu, ia aktif dalam kepengurusan Majelis Tinggi Agama
Khonghucu Indonesia (Matakin) sejak tahun 1999-an. Dari kurun waktu 1993-1997
dipercaya menjadi Ketua Bidang Pendidikan. Dengan kekatifan dan sumbangsinya
membawanya menjadi pejabat Sekretaris Umum Matakin periode 1997-2000,
kemudian menjadi Ketua Umum pada periode 2002-2010, selama 2 periode
berturut-turut. Pergaulan dan interaksinya yang luas, lintas Agama dan budaya,
mengantarkannya terlibat dalam kegiatan-kegiatan antar agama yang kemudian
membawanya menjadi bagian dari pendirian ICRP, beliau dipercaya menjadi
bendahara untuk periode 2000-2002, bendahara umum pada periode 2003-2007,

dan menduduki jabatan dewan pembina dari tahun 2007 sampai sekarang.?*

Budi Santoso Tanuwibowo menjadi ketua terpilih Matakin dalam
Musyawarah Nasional XV1I1 di Jakarta. Matakin akan dipimpin oleh Budi Santoso
Tanuwibowo pada periode 2018-2022 bersama Chandra Setiawan yang akan

mendampingi Ketua Umum Matakin bersama enam orang tokoh Khonghucu.?

20 Ahmad Nurcholis dkk, 11 Tahun Melawan Kekerasan, ... hIm.68.
21 Ahmad Nurcholis dkk, 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 70.

22 Kemenag, “WS Budi Santoso Tanuwijoyo Terpilih sebagai Ketum Matakin 2018-2022”
dalam  https://kemenag.go.id/read/ws-budi-santoso-tanuwibowo-terpilih-sebagai-ketum-matakin-
2018-2022-yz080, diakses pada tanggal 4 Juli 2021



https://kemenag.go.id/read/ws-budi-santoso-tanuwibowo-terpilih-sebagai-ketum-matakin-2018-2022-yz08o
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6. Michael Utama Purnama

Michael merupakan teman Gus Dur, pertemanan yang terjalin sejak beliau
menjadi dosen di Satya Wacana, Salatiga, sebagai konselor dan psikoterapis pada
tahun 1980-an atau diakhir tahun 1979-an. Michael merupakan sahabat karib Gus
Dur, menurut Michael keinginan Gus Dur membangun pesantren lintas agama
meskipun belum tercapai, namun ICRP adalah wujud dari apa yang diinginkan oleh
Gus Dur. Pengalaman beragama Michael yang sangat toleran membawanya turut
memberikan kontribusi dalam kegiatan-kegiatan lintas agama. Puncak pengalaman
Michael ketika perjumpaannya dengan Gus Dur, Djohan, Musdah Mulia, Rudi
Soraya, Gede Natih, Sudhamek AWS, dll yang secara bersama-sama mendirikan
ICRP dan kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Yayasan, yang diketuai oleh KH.
Abdul Muhaimin, tokoh NU yang juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul
Ummabhat, Kota Gede, Yogyakarta.??

Menginjak usia 70 tahun, Michael Utama Purnama masih sangat semangat
dalam melakukan pelayanan, terus melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan Gereja
ditengah masyarakat pada umumnya. Sama dengan Gus Dur yang ingin
membangun Pesantren lintas agama, Michael Utama Purnama memiliki mimpi-
mimpi lainnya seperti adanya televisi Katolik dengan konten-konten pluralis

kemanusiaa.?*
7. Johannes N. Hariyanto

Johannes N. Hariyanto atau biasa disebut dengan Romo Hari merupakan
pastor yang lahir di Blora, 6 Agustus 1954. Beliau telah merasakan kehidupan yang
MalJemuk sedari dini, dengan diskriminasi yang didapatkannya bersama

keluarganya yang beretnis Tiongkok. Ayahnya merupakan pengurus Baperki yang

23 Ahmad Nurcholis dkk 17 Tahun Melawan Kekerasan, ... hlm. 78.

24 Angela Rianti, “Michael Utama Purnama: Rencana Indah Tuhan”, dalam
https://www.hidupkatolik.com/2018/08/06/24357/michael-utama-purnama-rencana-indah-
tuhan.php, diakses pada tanggal 4 Juli 2021.
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waktu itu ditangkap sebab dianggap sebagai underbow dari PKI, meskipun pada
akhirnya tidak terbukti dan kemudian ayahnya dibebaskan. Baperki merupakan
sebuah perkumpulan kematian, wadah ini merupakan perkumpulan yang mengurus
warga jika ada yang meninggal dan sangat kultural dan sangat jauh dari politik.
Peristiwva kekerasan yang dialami etnis Tiongkok tahun 1998 membuatnya
menyadari jalan ini tidak sepatutnya ditempuh. Bagi Johannes N. Hariyanto,
kesadaran ini muncul sebagai sebuah masalah bersama yang harus diselesaikan
bersama pula. Hal ini yang akhirnya membawanya turut serta dalam pendirian
ICRP dengan langsung menjadi Ketua | pada periode pertama dan kedua
kepengurusan, menjadi Sekretaris Umum pada periode ketiga.?

Bagi Johannes N. Hariyanto agama mengajarkan kemanusiaan, sehingga
sangat menyesalkan jika adanya kecenderungan intoleransi di Indonesia saat ini.
Menurutnya tidak ada akar teologis dan sejarah intoleransi dalam semangat
keberagamaan di Indonesia.?®

8. Sylvana Maria Apituley

Sylvana merupakan pendeta, aktivis perempuan, dan HAM. Sejak masuk
menjadi mahasiswa, Sylvana sadar bahwa ada sesuatu yang salah dan sangat
mengerikan dalam diri agama-agama, hal ini didasari oleh banyaknya konflik-
konflik atas nama agama. Sylvana mengambil S2 di Belanda, perjumpaannya
dengan Djohan Effendi dan Th. Sumarthana tahun 1994 membuatnya semakin
tertarik dengan interfaith dialogue. Setelah menyelesaikan studinya di Belanda,
Sylviana ikut bergabung dalam diskusi-diskusi MADIA. Yang kemudian dari
perkenalannya dengan banyak tokoh di MADIA, diajak nya untuk mengikuti

General Assembly WCRP di Amman, Yordania bersama teman-teman lainnya.

25 Ahmad Nurcholis, dkk 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 80.

26 PGI, “Romo Hariyanto: Agama Mengajarkan Kemanusiaam” dalam,
https://pgi.or.id/romo-hariyanto-agama-mengajarkan-kemanusiaan/, diakses pada tanggal 4 Juli
2021.
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Sylvana menjadi pengurus ICRP sebagai utusan dari PGl yang kemudian
menandatangani akta pendirian ICRP.

Sylvana Maria Apituley terus bertumbuh, beliau menjadi Tenaga Ahli
Utama di Kantor Staf Presiden RI dengan menangani berbagai permasalahan,

termasuk masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.?’

9. Muhammad Najib

Muhammad Najib lahir di Singaraja, Bali pada tanggal 9 Agustus 1960. la
aktif berorganisasi di HMI dan Pemuda Muhammadiyah, Kkarirnya di
Muhammadiyah sangat cemerlang dengan dipercayanya menjadi Sekjen Pimpinan
Pusat di tahun 1993 sampai 1995. Ketika gerakan reformasi bergulir di tahun 1997,
beliau terjun ke dunia politik. Meskipun aktif dalam politik praktis, Najib tidak
melupakan dunia organisasi yang telah membesarkannya termasuk dalam dunia
dialog lintas agama. Bersama tokoh lainnya mendirikan ICRP dan menjadi
Sekretaris 11 di periode awal tahun 2000-2002. Kesibukannya menjadi anggota DPR
RI, tidak membuatnya lupa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan ICRP termasuk

dalam kegiatan rapat pengurus.?®
10. Sudhamek AWS

Sudhamek merupakan salah satu pendiri, sekaligus Ketua Dewan Pembina
IPI (Institut Pluralisme Indonesia). IP1 merupakan lembaga nirlaba yang bertujuan
melaksanakan studi pendampingan masyarakat untuk memahami serta menghayati
kebhinekatunggalikaan bangsa Indonesia. Sudhamek terlibat sangat intensif dalam
perencanaan pendirian ICRP bersama tokoh lainnya. Dalam pertemuan-pertemuan

27 pizarro Gozali, “Pemerintah Fokus Selesaikan 3 Pelanggaran HAM di Papua” dalam
https://www.aa.com.tr/id/nasional/pemerintah-fokus-selesaikan-3-pelanggaran-ham-di-
papua/1192766, diakses pada tanggal 4 Juli 2021.

28 Ahmad Nurcholis dkk, /1 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 90.
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untuk mendirikan ICRP dan periode awalnya beliau menjabat sebagai Bendahara
dan kemudian menjadi dewan pembina untuk periode 2011-2014.%°

Sudhamek AWS kemudian sukses menjadi pebisnis, dan kemudian
menjadikannya sebagai CEO Garudafood. Masa kecilnya banyak mendapatkan
perundungan, hampir tidak ada kenangan manis semasa kecilnya. Sering di-bully
malah menjadi modal besar untuk menjadikannya terus berprestasi, tanpa rasa lelah
prestasi yang didapatkannya melalui “achievement” bukan pada “winning or

losing”.%°

Dari kesepuluh tokoh ini sebenarnya bukan jumlah keseluruhan, namun
masih banyak tokoh-tokoh lainnya seperti Haris Candra yang memberikan fasilitas
gedung perkantorannya untuk dijadikan kantor operasional ICRP selama tiga tahun
lebih. Ada juga G. Sulistiyanto, yang secara rutin memberikan support pendanaan
untuk operasional dan penyelenggaraan program yang kemudian menjadikan beliau
sebagai Bendahara Yayasan. Ada pula Rudy Soraya, Herman S. Endro, Pangeran
Djatikusumah, dan Elga Sarapung yang telah aktif dalam pertemuan-pertemuan
awal cikal bakal ICRP.%

D. Visi-Misi dan Prinsip Advokasi ICRP

Perumusan Visi dan Misi merupakan hal yang penting dalam organisasi, hal
ini diperlukan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam perjalanan organisasi.
Beruntungnya ICRP didirikan oleh tokoh-tokoh besar yang dilatarbelakangi oleh

nasib, keprihatinan yang sama, dan upaya untuk memperjuangkan idealisme yang

29 Ahmad Nurcholis dkk, 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... hIm.97.

30 Detik News, “Sudhamek AWS. Pebisnis Sukses yang Pernah Lukan Batin Karena
Nama” dalam  https://news.detik.com/berita/d-1969489/sudhamek-aws-pebisnis-sukses-yang-
pernah-luka-batin-karena-nama, diakses pada tanggal 4 Juli 2021.

31 Ahmad Nurcholis dkk, 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 97
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sama pula maka dirumuskannya Visi-Misi besar sebagai acuan pada setiap langkah-

langkah kerjanya.
1. Visi Besar ICRP

Dikutip dalam halaman website ICRP, Visi besar tersebut adalah
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, setara,
persaudaraan dalam pluralisme agama dan kepercayaan, dan penghormatan
kepada martabat manusia”.%? Visi ini yang kemudian menjadi guide-line atau blue
print dalam arah dan ranah perjuangan yang dijalankan. Dalam visi tersebut

terdapat empat hal utama, yaitu:

a. Masyarakat
b. Damai atau Perdamaian
c. Sejahtera atau Kesejahteraan

d. Konteks Agama dan KeMaJemukan.?
2. Misi Besar ICRP

Dengan mengusung Visi besar, maka ICRP pun memiliki Misi besar untuk

mewujuskan visi-visi sebelumnya, yaitu:

a. Menumbuh-kembangkan paham pluralisme dalam masyarakat Indonesia.

b. Membangun kesadaran dan mengembangkan budaya religiusitas yang
sehat, saling menghormati dan bebas dari rasa saling curiga bersama seluruh
elemen bangsa khususnya lembaga-lembaga antar agama (iman).

c. Mendukung dan mendorong usaha-usaha dialog, pengkajian dan
pemecahan sosial keagamaan baik dalam skala daerah, nasional, regional,

maupun internasional.

3 ICRP, “Profil ICRP” dalam https://icrp-online.com/profile-icrp/ diakses pada tanggal 23
Maret 2021.

33 Ahmad Nurcholis dkk, 11 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 98.
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d. Mengajak semua pihak untuk menghormati dan mensyukuri
keanekaragaman dan kekayaan tradisi keagamaan masing-masing.

3. Prinsip Dasar ICRP

Selain memiliki Visi dan Misi, ICRP juga memiliki prinsip-prinsip dasar
yang yang selalu dipegang pada setiap advokasinya, berikut prinsip-prinsip

tersebut: 34

a. ICRP percaya bahwa keragaman suku, agama, budaya, adat Indonesia
adalah kekayaan yang diberikan Tuhan untuk mendorong integrasi sosial,
bukan untuk alasan memecah belah.

b. ICRP percaya bahwa pluralisme, penghargaan terhadap yang lain, adalah
pilihan sikap terbaik dalam kehidupan beragama di tengah keragaman
tersebut.

c. ICRP percaya bahwa misi utama agama-agama adalah terwujudnya
kehidupan rukun, damai, dan sejahtera, bagi manusia dan kemanusiaan
secara keseluruhan.

d. ICRP percaya bahwa pada prinsipnya agama tidak mengajarkan kekerasan.
Karena itu setiap komunitas agama harus mengambil peran aktif untuk
menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

e. ICRP percaya bahwa setiap individu, setiap warga negara, harus dijamin
hak-hak dan kebebasan sipilnya oleh negara. Termasuk didalamnya adalah
hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

f. ICRP percaya bahwa negara harus “netral-agama”. Negara harus berdiri
di atas semua agama dan keyakinan dalam merumuskan dan
mengimplementasikan setiap kebijakannya.

g. ICRP menolak “logika pengakuan” yang membawa pada kesimpulan

“agama resmi” atau “agama yang diakui”. Negara sudah secara otomatis

34 Ahmad Nurcholis dkk, 71 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 101.



4.

36

harus mengakui, melindungi, dan menghargai setiap pengakuan agama
oleh individu maupun kelompok.

ICRP percaya bahwa komunitas dan kelompok agama menempati posisi
strategis dan peran yang signifikan dalam kehidupan berbangsa.

ICRP percaya bahwa kelompok agama adalah modal sosial yang harus

didorong untuk berperan aktif dalam pemajuan kehidupan sosial

masyarakat, dan karena itu mereka harus peduli terhadap masalah sosial

di luar isu-isu agama.

ICRP menolak politisasi Agama, penggunaan agama dan simbol-simbol
agama untuk kepentingan politik sesaat dan untuk meraih dukungan dalam

politik praktis.
Nilai Perjuangan ICRP

Sejak dideklarasikan, ICRP dalam implementasi perjuangannya memiliki

nilai-nilai yang menjadi acuan dalam perjuangannya, yaitu:

© 0 N o g bk~ DR

[
= O

Religiusitas (Religiosity)
Kemanusiaan (Humanity)
Pluralitas (Plurality)
Independent

Adil (Justice)

Demokratis (democracy)
Transparan (Transparency)
Proaktif (Proactive)

Kebersamaan (Togetherness)

. Profesionalisme

. Perdamaian (Peace)

35 Ahmad Nurcholis dkk, /1 Tahun Melawan Kekerasan, ... him. 105.
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MENAPAKI JEJAK PERLAWANAN DISKURSIF DAN GERAKAN
PENGUATAN MASYARAKAT

A. Inventarisir Wacana ICRP

Produksi wacana ICRP selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini
melahirkan berbagai macam wacana baik yang terpublikasi melalui media cetak,
media online, ataupun aktivitas yang berangkat dari wacana-wacana. ICRP telah
banyak membangun wacana-wacana perlawanan terhadap rezim-rezim
diskriminatif sehingga dapat ditelusuri wacana-wacananya melalui diagram
inventaris.

Pada diagram di bawah akan ditampilkan jumlah aktivitas dan wacana ICRP
yang terhitung dari tahun 2000, baik berupa dokumen-dokumen, majalah, ataupun

sumber-sumbernya lain.

Inventarisir Publikasi dan Aktivitas ICRP
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I Gerakan Wacana Gerakan Sosial

(Diagram 1.1: Inventarisir Publikasi Wacana dan Aktivitas ICRP).

Pada tahun 2002 konflik utama yang disorot oleh ICRP adalah konflik
keagamaan yang timbul dari kesenjangan sosial dan kemudian berkembang menjadi

sentimen keagamaan di Gereja Pantekosta dan Bethany, Bekasi. Konflik ini
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diekspresikan oleh pelaku dengan menampilkan perilaku “perusakan”,

“pemaksaan ", dan “penutupan®’. Selain menggunakan kata “perusakan”, pada

tahun 2003 narasi-narasinya kemudian ditambah dengan kata “pembakaran”,

seperti yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyah di Manislor, Kuningan. Ekspresi-

ekspresi tersebut kemudian muncul menggunakan kata “persekusi 8 dalam konflik
2939

atas nama agama. Selain itu, kata-kata seperti “penumpasan’, “klaim

keagamaan® dan “ancaman”** kerap kali muncul dalam permasalahan

36 Sekolah milik Yayasan Karya Sang Timur ditutup paksa, pelakunya adalah sekelompok
masyarakat yang menamakan dirinya FPI Karang Tengah. Hal ini dikarenakan umat Katolik yang
belum memiliki gereja menggunakan bangunan sementara sekolah Sang Timur untuk perayaan
misa, padahal penggunaan Gedung telah berlangsung sejak 1992. Lihat, ICRP, “Kasus Sang Timur
Cermin Keberagamaan Kita”, MaJemuk. Desember, 2004, him. 11.

37 pelaku dalam konflik ini adalah kelompok Islam tertentu seperti Front Pembela Islam
(FPI), Laskar Ababil, Hisbullah, dan beberapa laskar-laskar kecil lainnya sebab tidak adanya izin
mendirikan bangunan sesuai dengan SKB dua Menteri. Lihat, ICRP, “Nasib Tempat Ibadah”,
MaJemuk. Juni 2004, him. 1.

38 Konflik ini dialami oleh Panti Asuhan Hasanah Kautsar milik Ahmadiyah di
Tasikmalaya, Jawa Barat yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas kampung Cicariang. Lihat,
ICRP, “Ahmadiyah Sayang, Ahmadiyah Malang (Potret Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya)”,
MaJemuk. Mei, 2003, him. 6-9.

39 Sejak setahun belakangan hingga pertengahan tahun 2005 tidak terhitung lagi banyaknya
kasus fanatisme keyakinan yang berlebihan di Tanah Air. Hal ini sangat sulit dipahami sebab
perbedaan penafsiran dan keyakinan akan ditumpas dengan kekerasan. Tidak jelas lagi mana batasan
sesat, bid’ah di mata banyak orang, yang penting berbeda dengan kita. Kita hanya prihatin jika cara
penyelesaian persoalan adalah dengan cara kekerasan dan ancaman. Cara ini jelas tidak efektif untuk
mencarikan solusi. Lihat, ICRP, “Salam Redaksi”, MaJemuk. Juli-Agustus, 2005, him. 1.

40 Hiruk pikuk klaim keagamaan berseliweran seperti kerumunan orang keluar masuk
pasar, pertengahan Agustus Jamaah Ahmadiyah Parung, Bogor dikepung dan dirusak oleh massa
dalam jumlah besar yang tidak menyukai ajaran Ahmadiyah. MUI secara kebetulan setelah Munas
tidak melakukan keberpihakan kepada Ahmadiyah, bahkan mengeluarkan fatwa dan menempatkan
Ahmadiyah sebagai korban dari sekelompok ulama yang menganggap selayaknya memberi fatwa.
Selanjutnya penyerangan gereja-gereja “liar” yang diserang dan ditutup oleh massa sebab tidak
memiliki izin dan karenanya melanggar SKB 2 Menteri. Lihat, ICRP, “Acak-Adul Relasi Identitas”.
MaJemuk. September-Oktober, 2005, him. 3.

4 Sejak setahun belakangan hingga pertengahan tahun 2005 tidak terhitung lagi banyaknya
kasus fanatisme keyakinan yang berlebihan di Tanah Air. Hal ini sangat sulit dipahami sebab
perbedaan penafsiran dan keyakinan akan ditumpas dengan kekerasan. Tidak jelas lagi mana
Batasan sesat, bid’ah di mata banyak orang, yang penting berbeda dengan kita. Kita hanya prihatin
jika cara penyelesaian persoalan adalah dengan cara kekerasan dan ancaman, cara ini jelas tidak
efektif untuk mencarikan solusi. Lihat, ICRP, “Salam Redaksi”, MaJemuk. Juli-Agustus, 2005, him.
1.
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keagamaan Kita yang dilakukan oleh kelompok fanatisme. Dari hasil analisis kata-
kata yang ditampilkan, konflik-konflik yang berhubungan dengan kelompok
fanatik ataupun masyarakat beragama cenderung menampilkan kata-kata yang
mengandung makna anarkisme secara berulang.

Dengan persekusi-persekusi yang dialami, adanya UU No. 1/PNPS No. 1
tahun 1965 serta SKB 2 Menteri serta adanya MUI menjadi lembaga yang dapat
“mengatur”, “menertibkan”, dan “menyatukan”*, isu-isu yang terkait dengan
regulasi-regulasi ini kemudian dinarasikan pada wacana ICPR dengan kata
“intervensi”*. Selain dengan adanya UU yang mengekang kelompok minoritas,
fatwa-fatwa MUI pun kerap kali membuat gusar, salah satunya adalah fatwa
penyesatan Ahmadiyah dan komunitas Lia. Ekspresi dengan “mengacaukan” dan
“merusak” diterima oleh Ahmadiyah pada temu tahunan internal mereka®,
sedangkan pada kasus kelompok Lia Eden dengan menggunakan kata “dipaksa .
Regulasi negara memberikan dampak terhadap kebebasan beragama dan

“2 pada garis kebijakan Orba pemerintah tidak melupakan unsur terpenting dalam agama.
Memang bukan tidak terpenting tapi ditangan mereka urusan keagamaan sebenarnya bisa menjadi
luar biasa. Mereka inilah clergy yang memiliki hak untuk berbicara mengenai agama, seperti
pendeta, ulama, biksu, dsh. Kebijakan mengatur, menertibkan pada ulama dari berbagai organisasi
dilakukan pemerintah dalam satu wadah yang lebih besar dan semakin memberikan ruang kepada
pihak-pihak yang bergabung didalamnya dan diberi nama MUI. Lihat, ICRP, “MUI Pelanggeng
Pragmatisme Religius”, MaJemuk. November-Desember, 2005, him. 19.

43 Negara melakukan “intervensi” tanpa batas kepada tubuh umat Islam dengan
memunculkan stigma-stigma miring terhadap komunitas keagamaan yang mencoba keluar dari
mainstream politik rezim seperti kasus pelarangan kelompok Darul Arqom, Ahmadiyah, LDII, dsb.
Lihat, Indra Prameswara, “Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), Konsesi Bagi Islam
Indonesia”, MaJemuk. November-Desember, 2005, him. 4-6.

4 Jalsah Salanah dikacaukan oleh ratusan orang yang kebanyakan anak muda.
Mengacaukan dan merusak kegiatan keagamaan internal Ahmadiyah. Dibawah komando Amin
Jalaluddin dari Lembaga Penelitian Agama Islam (LPPI) dengan Sebagian perusuh menggunakan
atribut FPI yang melakukan orasi yang menyudutkan dan memfitnah Ahmadiyah. Dengan merusak
pintu, mengobrak-abrik bilik-bilik pedagang. Lihat, ICRP, “Temu Tahunan Berbuntut Deritas”,
MaJemuk. Juli-Agustus, 2005, him. 23.

45 polisi menjadikan Lia Eden tersangka pelanggaran pasal 156a dan 157 KUHP tentang
Penodaan Agama dan Penghasutan setelah masyarakat mendatangi rumah Lia pasca MUI
menetapkannya sebagai ajaran sesat. Kasus yang menimpa Lia adalah representasi dari sikap
kebanyakan masyarakat muslim yang belum sepenuhnya bisa menerima perbedaan, termasuk
perbedaan keyakinan. Padahal perbedaan adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Lihat, Agus
Muhammad, “Ketika Keyakinan Dihakimi”, MaJemuk. Januari-Februari, 2006, him. 4.
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berkeyakinan, regulasi ini yang kemudian membangun sekat terhadap kelompok
agama mayoritas dan kelompok minoritas. Regulasi pemerintah berorientasi
menciptakan ketentraman dan stabilitas, sehingga agama secara substantif menjadi
kabur sebab penganutnya dituntut untuk dapat memenuhi konstruk kebijakan yang
ditelorkan pemerintah.*

Selain permasalahan regulasi diatas, wacana pemberlakuan Perda Syariat di
beberapa wilayah pun menjadi sorotan. Hal ini diekspresikan dengan penggunaan
kata “euphoria” dan “pro-kontra’*® yang mewarnai kehadiran Perda Syariat,
narasi lainnya muncul dengan kata dan “menghimbau*® pada rubrik Perempuan di

Malemuk, serta kata “membela”® muncul pada tahun 2006. Pada tahun 2009,

46 ICRP, “Konsesi”, MaJemuk. November-Desember, 2005, him. 3.

47 pemberlakuan Otonomi Daerah berkat UU No. 22 tahun 1999 memberikan otoritas lebih
kuat kepada pemerintah daerah ditingkat kabupaten ketimbang dengan pemerintah pusat untuk
mengatur daerahnya sendiri yang ditopang oleh PP. No0.108 tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan pemerintah ini mengatur pertanggungjawaban
kepala daerah dalam setiap mengeluarkan perda. Maka, semacam euphoria, gelak suka pasca
bertahun-tahun di bekam rezim represif dan tiran pun meruyak Lihat, Musdah Mulia, “Menyusuri
Lorong Syariat Islam”, MaJemuk. Juli, 2003, him. 2.

8 Munculnya pro-kontra pemberlakuan syariat Islam dari setahun lalu hingga Kini
menyajikan sesuatu yang sangat menarik. Bagi kalangan pro syariat landasan yang dipakai adalah
landasan teologis, perintah Tuhan dan harus dilaksanakan. Sedangkan alasan yang kontra menilai
bertentangan dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia, pluralisme dan sebagainya yang
membuat kedua kubu tidak pernah bertemu. Lihat, ICRP, “Debat Panjang Syariat Islam *dibutuhkan
Syariat Islam Non-kosmetik”, MaJemuk. Juli, 2003, him. 5.

49 “Anda Memasuki Kawasan Wajib Berbusana Muslim/Muslimah”, demikian bunyi
himbauan yang tertulis pada sebuah plang besar dyang dapat dijumpai di wilayah Tasikmalaya.
Himbauan itu muncul setelah pemerintah setempat menetapkan visi Tasikmalaya religius/islami,
yang diikuti dengan lahirnya beberapa perda yang menghapuskan segala jenis kemaksiatan. Lihat,
ICRP, “Senjata itu Bernama Otonomi Daerah", MaJemuk. Februari, 2005, him. 13.

50 Menurut Musdah Mulia, masyarakat masih kuat dalam memandang perempuan sebagai
penyangga moral serta menegakkan moralitas yang harus dimulai dari perempuan. menurut Musdah
Mulia, tidak semua Perda yang menyinggung perempuan. terdapat pula Perda yang membela hak-
hak perempuan,... lihat, Kemenag, “Pengamat Perda Syariah; Jangan Batasi Aktivitas Perempuan”
dalam, https://kemenag.go.id/read/pengamat-perda-syariah-jangan-batasi-aktivitas-perempuan-
Jyej, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.
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narasi untuk mencabut perda-perda ini muncul dengan narasi “mendesak " karena
dinilai inkonstitusional serta tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Wacana terkait politisasi agama pun mencuat dan diekspresikan dengan
penggunaan kata “komoditas agama™®? dan “‘jual ayat 3. Pada Pilkada tahun 2018,
politisasi agama ini kembali dengan narasi “alat pegangan’™*. Selain dalam
politisasi agama, label agama pun kerap kali digunakan dalam berbagai isu dalam
berbagai sektor, termasuk dalam sektor ekonomi. pada tahun 2005, kata “elastisitas

agama *° pada penggunaan label agama, salah satunya dalam industri hiburan.

%1 “lami meminta agar pemerintah melakukan evaluasi dan meninjau ulang regulasi yang

menghambat pemenuhan kebebasan beragama agar konsisten dengan konstitusi”,  lihat,
https://nasional.kompas.com/read/2009/10/06/19473642/ICRP.Cabut.Perda.Syariah, diakses pada
tanggal 24 Juni 2021.

52 Penyelenggaraan Pemilu 2004 adalah pesta demokrasi rakyat, memori kita pada setiap
pemilu selalu ada titik rawan yang berkait dengan keamanan, kelancaran, dan kesuksesan pemilu itu
sendiri. Pada edisi ini sengaja untuk menampilkan kemungkinan adanya Agama sebagai komoditas
Partai Politik (Parpol) pada Pemilu. Lihat, ICRP, “Salam Redaksi”, MaJemuk. Februari, 2004, him.
1.

53 Ritual demokrasi lima tahun sekali diawali dengan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 dan
UU Pilpres dan Wapres No. 23 tahun 2003. Sistem Pemilu bakal bergulir menggunakan sistem
proporsional terbuka yang berbeda dengan proporsional tertutup adalah kekuasaan Parpol dalam
menentukan anggota parlemen berkurang secara drastis. Pengurus Parpol di tingkat elite mau tidak
mau harus turun menyerap aspirasi rakyat, pemilih tidak hanya akan disodori oleh gambar saha
namun diperlihatkan nama caleg yang dikehendakinya. Elite partai tidak dapat lagi memaksakan
lagi keinginannya kepada konstituen parpol. Masyarakat menjadi konstituen parpol juga didorong
menjadi lebih kritis dan rasional terutama dalam memilih calon yang akan mewakilinya. Melihat
pemilu sebelumnya yang sangat mempengaruhi massa adalah politisasi Agama. Parpol yang
dibentuk berbagai Agama tidak mutlak hanya dimonopoli satu Agama, tetapi juga tersebar di
berbagai Agama. Lihat, ICRP, “Prospek Jual Ayat Makin Suram”, MaJemuk. Februari. 2004, him.
3.

4 Jaringan Perempuan Lintas Iman (JP LI) meminta untuk mereka tidak terlibat Pilkada
2018, tidak menggunakan isu politisasi Agama sebagai alat pemenangan,... lihat, Christian Dior,
“Politik Identitas Ancam Keberadaan Perempuan”, dalam https://mediaindonesia.com/politik-dan-
hukum/148197/politik-identitas-ancam-keberadaan-perempuan, diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

55 Agama tidak tunggal berdiri sendiri, melainkan hadir dan dapat ditangkap untuk
dipergunakan sangat elastis oleh pemeluknya hingga relung kesadaran pemeluknya sehingga
biasanya berbagai kepentingan bertemu. pengaruh Agama bukanlah semata-mata pada awal saja
namun dengan cap-cap atas nama moralitas, terjadilah baku opini yang jika kurang berotot maka
dimasukkan stimulus bermerk Agama. Lihat, ICRP, “Salam Redaksi”, MaJemuk. Juni, 2005, him.1.
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Pada tahun 2003 wacana tentang hak-hak sipil juga muncul dan
diekspresikan dengan kata “ketakutan’™®, yang juga muncul pada tahun 2004

5 Dalam

menjelang Pemilu dengan menggunakan kata ‘“kegamangan”
permasalahan umat Khonghucu, mereka menuntut pengakuan dan penulisan agama
mereka pada kolom agama di KTP, wacananya menggunakan kata-kata
“memperjuangkan” dan “pengakuan”. Menjelang Pemilu 2004, selain wacana
terkait pengakuan hak sipil umat Khonghucu, muncul kata “diskriminasi” yang
digunakan setelah Gus Dur “didiskualifikasi’®® dalam pencalonan Pemilihan
Presiden (Pilpres) bersama pasangannya, narasi dengan penggunaan kata-kata
seperti “kaum minoritas”, “kalangan minoritas”, “marjinal” pun kerap kali
ditampilkan.>®

Wacana dengan kata “diskriminasi’ ini kemudian berkembang dalam narasi

kesempatan untuk kelompok penghayat kepercayaan dan penganut Agama lokal
untuk mengosongkan atau memberi tanda (-) kolom agama pada KTP. ®° Pada tahun

%6 Rasa takut boleh jadi sebuah karakter universal, tidak ada satu pun manusia hidup yang
tidak memiliki rasa takut. Ketakutan kerap kali muncul Ketika dalam kondisi wajar seseorang
kekurangan SIM pada saat berkendara, dan orang yang bepergian dengan KTP. Narasi ketakutan ini
kemudian diangkat untuk menarasikan tindakan Anly yang akhirnya mendapatkan KTP dengan
mencantumkan Agamanya secara definitif dalam kolom Agama di KTP-nya, hal ini dinilai berani,
dia menghimbau untuk tidak takut menuliskan Agamanya dalam kolom KTP. Lihat, ICRP,
“Freedom from Fear”, MaJemuk. Februari, 2003, him. 1.

57 Lihat, http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/ketakutan, diakses pada tanggal 1
Juli 2021.

58 Ditengah upaya penegakan nilai-nilai pluralis dan demokrasi pada Pemilu 2004,
keputusan KPU untuk mendiskualifikasi Gus Dur yang berdampak pada pendukung Gus Dur dan
aktivis Pro-Demokrasi melakukan protes. Peristiwa ini dianggap sangat menyakitkan bagi kaum
difabel dalam Pemilu ini diberi hak dan kesempatan untuk memilih, tetapi hak dan peluangnya untuk
dipilih dalam jabatan-jabatan publik dimatikan. Lihat, ICRP, “Dicari Capres dan Cawapres Anti
Diskriminasi”, MaJemuk. Juni, 2004, him. 18.

59 Diskriminasi menjelang Pemilu bermunculan, dimana belum semua rakyat Indonesia
yang mendapatkan hak-haknya termasuk hak memilih dan dipilih. Sebelum Pemilu dapat ditemukan
beberapa keturunan Tionghoa yang memprotes kepada pemerintah sebab masih berlakunya Surat
Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), sebab masih adanya ribuan orang Tionghoa
yang kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Lihat, ICRP, “Pemilu dan Soal
Diskriminasi itu!”, MaJemuk. April, 2006, him. 3.

60 Tulisan Musdah Mulia terkait keputusan MK yang menerima sepenuhnya permohonan
uji materil UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan
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2014, kembali narasi “diskriminasi” muncul dengan kemunculan kata “sesat”
terhadap kelompok Ahmadiyah.®!

Selain wacana hak-hak sipil, pun muncul wacana terkait pendidikan agama.
Narasi yang ditampilkan dengan kata “dituntut”, “didesak”, dan “perdebatan’ 2
sedangkan di tahun 2013, narasinya menggunakan Kkata “tekanan’®® yang
disandarkan kepada UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain itu pada
tahun 2013, gugatan yang diajukan ke MK atau uji materi dengan narasi yang
digunakan “dirugikan®, hal ini sejalan dengan masalah yang dihadapi oleh enam

sekolah Katolik, Yayasan Katolik Blitar kepada siswanya yang beragama selain

UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,... Musdah  Mulia, “Menyambut Gembira Putusan MK?”, lihat,
https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/131007-menyambut-gembira-putusan-mk, diakses
pada tanggal 23 Juni 2021.

61 Negara tidak boleh masuk kedalam ranah agama, sebab ketika negara mengatakan sesat
pada warga negara yang berbeda mayoritas, maka hal itu sudah masuk ke dalam ranah teologi,...
Yan Charisna Dwi Atmaja, “Romo Hari: Negara Tak Boleh Masuk Ranah Teologi”, lihat,
https://www.satuharapan.com/read-detail/read/romo-hari-negara-tak-boleh-masuk-ranah-teologi,
diakses pada tanggal 2 Juli 2021.

62 Satuan kurikulum Pendidikan yang berlaku di sekolah-sekolah yang menjadikan satu
guru mengajar berbagai mata pelajaran meskipun di luar kompetensinya. Selain itu peserta didik
dituntut untuk melahap semua mata pelajaran dan diharuskan mengikuti keseluruhannya selama 6
hari. RUU Sisdiknas secara garis besar terbagi dua, pertama relevansi Pendidikan Agama dan
intervensi negara dalam Pendidikan. Inti perdebatannya adalah anak didik harus dididik oleh orang
yang seagama dalam mata pelajaran agama dan akhirnya meluas kepada agamaisasi Pendidikan
dengan waktu 2-3 jam perminggu, dengan satu-dua pertemuan. Pendidikan agama pun menjadi
sangat sulit bagi siswa sebab tidak dapat didalami dan diresapi. Lihat, ICRP, “Tafsir Ulangan
Pendidikan Agama”, MaJemuk. Mei, 2003, him. 2.

63 »Semacam tekanan terhadap Sekolah Katolik yang dinilai tidak memberikan pelajaran

Agama Islam kepada siswa-siswanya yang beragama Islam. Tetapi sebetulnya, pihak sekolah sudah
memberikan opsi bahwa mereka tidak memberikan pendidikan sendiri di sekolah mereka, namun
dengan mengikutsertakan anak didik mereka ke sekolah lain, sekolah Islam (pesantren atau sekolah
agama). Tetapi opsi ini belum diterima oleh Bupati Blitar”. KBR, ICRP: Hormati Kekhususan Setiap
Sekolah dalam Pendidikan Agama”,... lihat Nurika Manan, “Hormati Kekhususan Setiap Sekolah
dalam Pendidikan Agama”, dalam https://kbr.id/nasional/01-
2013/icrp__homati_kekhususan_setiap _sekolah_dalam_pendidikan_agama/19290.html,  diakses
pada tanggal 23 Juni 2021.

64 1CcrP sebetulnya dari awal tidak setuju dengan UU Sisdiknas. Tapi kami harus mencari
kelompok yang merasa dirugikan oleh UU itu, legal standing istilahnya. Karena kami nggak bisa
dong, orang seperti saya tidak bisa mengajukan sendiri. Jadi kami baru mencari dan menunggu
kelompok-kelompok yang betul-betul merasa dirugikan,... lihat, Nurika Manan, “ICRP Akan Uji
Materi Uuu Sisdiknas” dalam, https://kbr.id/01-
2013/icrp_akan_uji_materi_uu_sisdiknas/19285.html, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.
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Katolik. Pada media lainnya, narasi dengan kata “pemaksaan”% pun dipertegas
terkait UU Sisdiknas ini.

Wacana selanjutnya yang paling banyak mendapatkan sorotan yakni
Pernikahan Beda Agama (PBA), pada tahun 2003 wacana ini ditampilkan dengan
narasi “penafsiran baru’®®. PBA yang kemudian berlanjut dalam menyoroti UU
Perkawinan. Dalam masalah PBA, kata “pembiaran”®" muncul sebagai bentuk
perlakuan negara terhadap pembiaran pelanggaran HAM ini. Selain PBA, yang
mendapatkan sorotan pun adalah pernikahan campuran antar bangsa.

Kata “tragis™® pertama, untuk menuliskan banyaknya kasus pernikahan

campuran dan kata “tragis®®” kedua, untuk untuk menarasikan aturan-aturan yang

65 Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion
and Peace (ICRP) mendatangi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk mengadukan
kasus “pemaksaan” pendidikan agama di Sekolah,... lihat, Rifa Nadia Nur Fuadah, “Wah, Sekolah
Paksakan Pendidikan Agama” dalam, https://news.okezone.com/read/2013/01/28/373/752770/wah-
sekolah-paksakan-pendidikan-agama, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

66 penafsiran baru dalam nikah beda agama diawali dengan PBA yang belum memiliki
tempat di Indonesia, dalam UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
disahkan Inpres No. 1 th. 1991 yang tidak mengakomodir PBA. 1 juni 1980 MUI mengeluarkan
fatwa yang mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, termasuk
ahlul kitab dan sebaliknya. Menurut Musdah Mulia, pandangan ulama tentang PBA terpola kepada
pertama, melarang secara mutlak, kedua, membolehkan secara bersyarat, ketiga membolehkan
PBA. Lihat, ICRP, “Tafsir (Baru) Islam Atas Nikah Beda Agama”, MaJemuk. Desember 2003, him.
16.

67 Meskipun PBA belum diakui, tetapi dalam praktik sehari-hari PBA tetap saja
berlangsung. Seharusnya negara memberikan koridor bagi PBA, menurut Musdah Mulia dengan
melakukan pembiaran, negara seharusnya terkena sanksi karena melakukan pelanggaran HAM,...
Spek-HAM, “Negara Perlu Memberi Koridor bagi Perkawinan Beda Agama”, lihat,
https://www.spekham.org/negara-perlu-memberi-koridor-bagi-perkawinan-beda-agama/  diakses
pada tanggal 26 Juni 2021.

68 Dalam sebuah diskusi yang diadakan di akhir november 2005, banyak sekali kisah tragis
dari pasangan perkawinan antar bangsa. Terutama seputar masalah kewarganegaraan, hal ini diatur
dalam UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1985 yang jelas-jelas patriarkis karena menetapkan anak
mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tidak kepada ibunya dan tidak pula kepada kedua orang
tuanya,... lihat ICRP, “Dari Redaksi”, MaJemuk. November-Desember 2005, him. 11.

69 Bagi sebagian orang, menikah dengan WNA terlihat begitu indah karena ada anggapan
bahwa WNA adalah ekspatriat kaya yang identik dengan kemapanan. Padahal perkawinan campuran
saat ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat, dan menyimpan keberagaman cerita getir akibat
peraturan yang masih tidak berpihak pada perempuan,... lihat, Nuning Hallet “Kisah Tragis
Perempuan dalam Perkawinan Campuran Antar Bangsa”, MaJemuk. November-Desember 2005,
him. 13.
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berdampak pada perempuan, kata-kata “kekerasan”, “pelecehan’, “tamparan”,
“pukulan”, “penusukan”, dan bahkan “pembakaran” terkumpul dalam satu
wacana.”® Dalam sisi lain, wacana terkait perempuan pun kekerasan terhadap
perempuan dalam keikutsertaan perempuan dalam organisasi fanatisme, pada narasi
ini istilah “fundamentalisme”’® dalam kekerasan berbasis gender. Pada beberapa
RUU pun perempuan mendapatkan posisi yang serba salah, khususnya terkait RUU
Pornoaksi dengan menggunakan kata “eksploitasi ”’%> dan pada isu-isu perempuan
lainnya, kesehatan reproduksi (kespro) tidak luput dalam perhatian ICRP. Salah
satunya adalah sunat perempuan, dengan menggunakan kata-kata

“menghilangkan”, “pengangkatan”, “menusuk”, dan “memasukkan”, dimana

kata-kata yang ditampilkan sebagai ekspresi dalam proses sunat perempuan.”

0 Perempuan dapat berperan ganda dalam ranah domestik dan ranah publik, meski
bukanlah pekerjaan yang gampang mewujudkan keterpaduan keberhasilan dalam dua ranah ini
perempuan yang selama ini diasumsikan sebagai makhluk subordinat, makhluk kedua sesudah laki-
laki memiliki resiko dan konsekuensinya sendiri. Pada ranah domestik kerap kali terjadi kekerasan
dan pelecehan terhadap perempuan mulai dari tamparan, pukulan sampai penusukan hingga
pembakaran diri,... lihat, ICRP, “Perempuan, Diskriminasi dan Kuasa Negara”, MaJemuk. Juni,
2004, him. 22.

L penelitian Rumah Kitab telah menyatakan sejumlah resiliensi yang dilakukan
perempuan, namun resiliensi itu masih sangat lemah, sporadi, tidak berbasis pengorganisasian dan
pengetahuan untuk pemberdayaan. Ini karena organisasi-organisasi keagamaan yang telah mapan
kurang memberi perhatian kepada kaum perempuan yang terdampak oleh fundamentalisme,... lihat,
Rumah Kitab, “Ringkasan Hasil Seminar Internasional: Tanggapan Prof. Musdah Mulia atas Hasil
Penelitian Rumah Kitab Kekerasan Berbasis Gender Akibat Fundamentalisme dan Pemetaan
Resiliensi Perempuan”, dalam https://rumahkitab.com/ringkasan-hasil-seminar-internasional-
tanggapan-prof-musdah-mulia-atas-hasil-penelitian-rumah-kitab-kekerasan-berbasis-gender-
akibat-fundamentalisme-dan-pemetaan-resiliensi-perempuan/, diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

72 Setiap perbuatan yang menggambarkan unsur eksploitasi jenis kelamin tertentu, dengan
tujuan mengambil keuntungan darinya dikategorikan pornografi,... lihat, ICRP, “Potret Buram
Suburnya Pornografi”, MaJemuk. Juli-Agustus, 2005, him. 12.

3 WHO pada tahun 2004 menyebutkan setidaknya ada enam cara sunat perempuan,...
lihat, Musdah Mulia, “Mengenal Sunat Perempuan dalam Perspektif Islam”, dalam
http://www.jurnalperempuan.org/blog/sunat-perempuan-dalam-perspektif-islam,  diakses pada
tanggal 28 Juni 2021.
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B. Pemetaan Perlawanan Diskursif ICRP

1. Konflik Ambon, Maluku

Pada inventarisir wacana sebelumnya, tidak ditemukan wacana terpublikasi
ICRP mengenai konflik Ambon, Maluku. Namun dalam aktivitas ICRP di awal
berdirinya, perhatian ICRP tidak terlepas dari konflik Ambon, Maluku yang
merupakan konflik besar pada saat itu. Setelah runtuhnya pemerintahan Presiden
Soeharto di tahun 1999, berbagai konflik dan kekerasan bermunculan di berbagai
daerah di Indonesia termasuk di Ambon, Maluku. Konflik Ambon, Maluku
merupakan konflik yang tidak disangka akan terjadi oleh banyak orang melihat
kedekatan kelompok Islam dan kelompok Kristen yang harmonis dan dalam
kerukunan, hal itu dibuktikan dengan kelaziman yang tumbuh dimasyarakat Kristen
yang akan menyembelih hewan, agar hewan tersebut dapat dinikmati bersama
masyarakat Kristen mempercayakan penyembelihan dilakukan oleh masyarakat
muslim dan kemudian dimasak dan dimakan bersama. Begitupun sebaliknya jika
akan menjelang natal, pemuda muslim bersama-sama menjaga gereja selama

ibadah Natal berlangsung.”

Sebelumnya penting untuk dipahami, bahwa konflik Maluku bukanlah
konflik semata-mata yang lahir dari perspektif agama tetapi setelah dilakukan
penelusuran data ternyata konflik tersebut memang ditunggangi dari akumulasi
ketimpangan atas pilihan model pembangunan. Hal ini tidak menutup mata bahwa
setelah konflik yang terjadi di tahun 1999 kondisi dilapangan semakin memburuk.”

Konflik Ambon, Maluku di tahun 1999 yang berawal dari PP No. 42/99

tentang pembentukan Kecamatan Malifut yang kemudian menimbulkan pergesekan

4 Choirul Fuad Yusuf, Konflik Bernuansa Agama-Peta Konflik Berbagai Daerah di
Indonesia 1997-2005, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI, 2013), him. 232.

s Jacky Manuputty dan Daniel Watimanela, “Konflik Maluku” dalam Lambang Trijono
(dkk), Potret Retak Nusantara Studi Kasus Konflik di Indonesia, (Yogyakarta: CPCS Book, 2004),
him. 77.
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antar pemuda yang berbeda suku dan agama pada tanggal 18 Agustus 1999, dari
Malifut dan merambat sampai ke Ternate dan Tidore dari tanggal 20-25 Agustus
1999. Tidak sampai disini saja, timbul kerusuhan lagi yang lebih berdampak
kerusakannya pada tanggal 24 Oktober 1999 sampai awal tahun 2000.®

Setelah konflik yang terjadi di tahun 1999-2000 dan pada 25 April 2004,
Maluku telah menjadi daerah yang distrust, stigma kolektif dan segregasi sosial
diantara umat Islam dan Kristen. Konflik 25 April 2004 menjadi sebuah bukti
bahwa negara membiarkan Maluku berada pada keadaan dan situasi konflik atau
bahkan menjadi pusat industri konflik bagi kelompok-kelompok yang
berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Mandat atau legitimasi negara
menciptakan pola-pola penanganan secara politis dan militeristik yang sangat masih
terlihat meskipun apa yang menjadi sebab malah menjadi pusat kepentingan politik

dan ekonomi pada tingkat nasional dan lokal.”’

Djohan Effendi kemudian mempunyai gagasan untuk mengadakan kegiatan
di Saparua, Maluku yang memanfaatkan momen upacara adat di sana. Namun
dalam perkembangan selanjutnya diketahui bahwa wilayah itu pun tak luput dari
konflik. Masyarakat di sana mengetahui bahwa konflik bukan berasal dari ‘dalam’,
melainkan ada rekayasa dari pihak ‘luar’ dan akhirnya diputuskan bahwa rencana
di Saparua tadi batal dilaksanakan. Salah satu usulan dari Trisno yaitu ICRP
membentuk semacam Kelompok Kerja (POKJA) yang berkonsentrasi mencari
setiap berita dan informasi sehingga kita tahu, ‘intervensi’ apa yang dapat dilakukan
dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan, kelompok ini akan dikoordinatori oleh
Muhammad Najib.”®

76 Choirul Fuad Yusuf, Konflik Bernuansa Agama-Peta Konflik, ... him. 233.

" Abidin Wakano, “Ambon Pasca Kerusuhan 25 April 2004, Hilangnya Modal Sosial
Kultural Masyarakat Sipil Maluku”, MaJemuk. Juni 2004, him. 8-9.

78 Notulen Rapat Intern Pengurus Harian ICRP, tanggal Kamis, 2 November 2000.
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Pada tahun 2005, Dian Interfidei-eLalem (Lembaga antar-lman Maluku)
dan WCRP menggelar “The Summit of Asian Religious Youth Leaders” selama 4-
6 Juli 2005 di Ambon, Maluku. Kegiatan ini dihadiri oleh Jeirry Sumampow yang
merupakan koordinator Bidang Pemuda ICRP yang hadir sebagai peserta dan

Djohan Effendi dan Alai Najib yang juga mewakili ICRP hadir sebagai Observer.”
2. SKB Dua Menteri dan Penutupan Gereja

Pertengahan September 2002 telah terjadi perusakan Gereja yang dilakukan
oleh oknum-oknum yang membawa massa dengan atribut-atribut Agama Islam dan
mengusung dendam untuk menghancurkan tempat ibadah tersebut secara beramai-
ramai. Gereja-gereja tersebut meliputi Gereja Pantekosta dan Bethany di kawasan
bisnis Bekasi, yakni di Cibitung dan Cikarang, sedangkan oknum yang menamakan
diri Front Pembela Islam (FPI), Laskar Ababil, Hizbullah, dan beberapa laskar kecil
lainnya yang mengakibatkan rumah ibadah tersebut tidak dapat difungsikan.
Menurut ICRP dalam rubrik “Pandangan Kami” dalam MaJemuk bahwa hal ini
terjadi sebab tidak adanya dialog atau bahkan adanya persoalan lainnya seperti
sosial, ekonomi. Pada banyak kasus yang sama ternyata motifnya adalah
persengketaan tanah yang dibalut dengan kehidupan toleransi dan adaptasi kedua
belah pihak yang hampir tidak ditemukan suasana kekeluargaan dan interaksi
sosial. Agak menggelikan jika masyarakat Kristen yang berbeda denominasi
diminta untuk bergabung dalam ibadah dengan gereja-gereja lainnya yang tidak
bermasalah sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah legalitas berdasarkan
SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/MDN-MAG/1969
tentang “Pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan
kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat Agama oleh pemeluk-

pemeluknya”, hal ini berisikan tentang perizinan untuk mendirikan rumah ibadah

9 Resume Kegiatan ICRP Tahun 2005.
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yang berbau Orba yang dituding sejarah menyebabkan rusaknya hubungan antar
pemeluk Agama di Indonesia.®

Pada rubrik “Terawang” di MaJemuk menjelaskan jika pembangunan
rumah ibadah menjadi sangat marak dengan laju pertambahan penduduk dan
padatnya kawasan pemukiman di daerah terutama di perkotaan besar yang
bervarian dari bangunan yang megah sampai kepada gedung yang biasa saja, dan
parahnya ada yang hanya mendeklarasikan diri hanya sebagai bentuk eksistensi
kelompok Agamanya yang berdiri diantara perumahan penduduk yang kumuh yang
kemudian menciptakan kesenjangan dan kecemburuan warga setempat, apalagi jika
rumah ibadah tersebut adalah rumah ibadah Agama lain yang pada puncaknya pada
Orba yang menempatkan Agama dan keyakinan masyarakat dibawah kuasa
prioritas yang bernama pembangunan yang pada titik aspek kesadaran tentang
pluralisme dan toleransi menjadi terabaikan dengan mengakibatkan puluhan hingga
ratusan rumah ibadah hancur atau dihancurkan, parahnya hal ini diikuti oleh

menganganya kesenjangan kesejahteraan hidup diantara warga.

Perusakan Gereja Pantekosta dan Bethany pada tanggal 6 dan 18 September
2002, konon konflik ini telah terjadi cukup lama sebab Bekasi yang merupakan
daerah urban dari luapan Jakarta, identitas pendatang hingga identitas Agama
digesekkan. Sampailah menjelang akhir tahun 90-an, marak perkumpulan-
perkumpulan yang melaksanakan ibadah di rumah-rumah maupun di kawasan ruko
yang secara tidak langsung menciptakan cara pandang baru terhadap fenomena
kebaktian yang “ilegal” dan mengakibatkan terjadinya penyerangan terhadap
beberapa Gereja di Cikarang, Bekasi di Jalan Beruang dan mengusik Gereja
Bettany di Ruko Anggrek. Tidak sampai disini saja, menjelang kebaktian di awal
September tahun 2002 massa kembali menyerang kedua Gereja tersebut, namun
pemerintah hanya berpegang kepada SKB 2 Menteri dan ditambah Instruksi
Gubernur Jabar No. 28 tahun 1990 dan Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 1996

80 1CRP, “Nasib Tempat Ibadah”, MaJemuk. November 2002, him. 1.
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yang kesemuanya membahas dan mempersoalkan perizinan. Umat Kristen seperti
tidak mengacuhkan aturan-aturan, mereka membikin rumah ibadah di perumahan-
perumahan, ruko-ruko, sementar perihal perizinan nanti yang akhirnya menuai
ketegangan sebab telah diperingatkan oleh pihak Laskar Ababil yang sudah siap
untuk membongkar Gereja meskipun tidak mendapatkan keputusan dari Bupati.
Setelah diusut permasalahan ini dipicu oleh penjualan tanah dan dipolitisir menjadi
masalah SARA 8!

Fenomena penyalahgunaan rumah ibadah ini pada SKB 2 Menteri dalam
setiap upaya pencarian solusi dari permasalah rumah ibadah yang muncul, aparat
pemerintah selalu berpedoman pada peraturan ini. Ketika dihadapkan pada soal
Otonomi Daerah (Otoda), daerah berhak memutuskan perihal yang terbaik untuk
daerahnya namun permasalahan antarAgama yang dihadapi oleh daerahnya masih

menjadi menjadi kewenangan pemerintah pusat.5?

Sebelum diterbitkannya, hubungan antar pemeluk agama sangat tidak
kondusif sampai ke tingkat pusat. Inisiatif pemerintah melalui Departemen Agama
mempertemukan tokoh-tokoh agama ditanggal 30 November 1967. Menteri Agama
yang menjabat adalah KH. M. Dachlan (NU) pada pembukaan pertemuan ini
mengungkapkan jika keretakan antara golongan dan kelompk beragama adalah
merupakan yang syarat mutlak untuk terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi
yang menjadi program Kabinet Ampera. Sebab hanya berfokus kepada stabilitas
politik maka kekayaan kultural yang ekspresif ditakutkan menjadi sebuah makar,
pemberontakan serta menjadi frasa yang sering dilontarkan, jangan sampai
mengganggu stabilitas. SKB ini menjadi sangat ampuh pada Orba sebab semua
perangkat birokrasi dijadikan alat kontrol. Penghalang utama dalam SKB 2 Menteri
ini ada pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa kepala daerah atau pejabat
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud, setelah

81 ICRP, “Berita dari Bekasi”, MaJemuk. November 2002, him. 2.

82 ICRP, “SKB tentang Pendirian Rumah Ibadah, Perlukan Ditinjau Kembali?”, MaJemuk.
November 2002, him. 4.
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mempertimbangkan pendapat kepala perwakilan Depag setempat, planologi baik
kondisi ataupun keadaan setempat. Ditambahkan jika dianggap perlu, kepala daerah
atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-
organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat. Meskipun pada kenyataan
yang ada, penganut agama mayoritas di suatu tempat menolak ketika dimintai
pendapatnya sebab menolak kehadiran Agama lain, sehingga tempat ibadah tidak

memiliki izin karena memang tidak pernah diberikan izin.%

Gereja-Gereja di Indonesia telah menolak sejak diberlakukannya SKB 2
Menteri ini, sebab seringkali disalah pahami oleh aparat pemerintah daerah, SKB
ini diterbitkan untuk mengambil hati umat (Islam) dan diterapkan pada pendirian
gereja, sehingga gereja yang telah lama dibangunnya pada daerah mayoritas muslim
tidak mendapatkan izin meskipun hanya akan direnovasi. Hal ini tidak sesuai
dengan pasal 29 UUD 1945 dan sebagai sebuah negara yang berdasarkan Pancasila,
kita menghormati setiap orang yang mau beribadah menurut Agama dan

kepercayaannya.

Permasalahan penutupan Gereja kembali terjadi pada pertengahan tahun
2005 secara terus menerus dan menjadi sorotan publik. Sejumlah organisasi
menuntut agar kasus ini segera ditindak, selain itu akan mengancam untuk
mensomasi Kapolda Jabar dan Kapolri jika tidak dapat menetapkan tersangka
paling lambat satu bulan setelah penyelidikan. Penutupan Gereja terjadi di daerah

Cimahi, Padalarang Cianjur, serta beberapa daerah di Jawa Tengah.%

Atas desakan PGI dan KWI, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Agama

kemudian mengundang pimpinan lima agama yakni MUI diwakili oleh Ma’ruf

83 ICRP, “SKB No. 01/BER/Mdn-Mag/1969: Perlambang Birokrasi Mercusuar”,
MaJemuk. Desember 2005, him. 7.

8 ICRP, “Orang Bisa Berbakti di Mana Saja, MaJemuk. November 2002”, hlm, 7.

8 Detik News, “Buntut Penutupan Gereja, Kapolri dan Kapolda Jabar Disomasi”, lihat
https://news.detik.com/berita/d-430661/buntut-penutupan-gereja-kapolri-dan-kapolda-jabar-
disomasi, diakses pada tanggal 26 April 2021.
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Amin dan Drs Zaidan Jauhari, PGI diwakili oleh Martin Hutabarat SH dan Dr.
Lodewijk Gultom, KWI diwakili oleh Dr. Maria Farida dan Vera Weni SH, PHDI
diwakili olen Agus Mantik dan I Nengah Dana, dan Walubi yang diwakili oleh
Suhadi Handaya dan Pdt Soejito, SE, MBA, yang akan membahas revisi SKB ini
di Cipayung, tanggal 21-23 November 2005.%

Menjelang kegiatan ini, ICRP ikut serta dalam forum Diskusi Ahli
“Kebebasan Berkeyakinan” dengan membahas revisi SKB ini. Kegiatan ini
berlangsung di Komnas HAM It. 3, pada tanggal 16 November 2005. Diskusi ini
dibagi menjadi 2 sesi. Pertama, diskusi terkait masukan dan komentar atas revisi
SKB, dan kedua diskusi dan perumusan rekomendasi kedepan yang nantinya akan
dibawa pada diskusi Depag bersama Majelis 5 Agama di Cipayung nantinya pada
tanggal 21-23 November 2005.8

Setelah dilakukannya revisi dan kemudian adanya penambahan pasal-pasal
maka berubah menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 (selanjutnya
akan disingkat PBM), mengenai pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat BerAgama,
Pemberdayaan Forum, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat BerAgama, dan
Pendirian Rumah Ibadah. Dasar dari Peraturan Bersama ini merujuk kepada UUD
1945 khususnya dalam pasal 29 ayat (20) UUD 1945, “Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut Agamanya dan kepercayaannya”.

Meskipun telah direvisi, pada tahun 2012 terjadi kembali penutupan Gereja
dalam bentuk penyegelan Gereja Paroki Santo Johanes Baptista, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor. Penyegelan ini diperkirakan bahwa Gereja belum
memiliki IMB, menurut Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan

8 Gomar Gultom, Seputar lzin Mendirikan Rumah Ibadah, ... him. 12,

87 Resume Kegiatan ICRP Tahun 2005.
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Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pihaknya telah mengurus
IMB ini pada tahun 2007 namun belum sama sekali mendapatkan izin meskipun
telah memenuhi syarat pembangunan. Menurut Musdah Mulia, PBM merupakan
“persoalan utama dibalik kasus-kasus seperti itu”. Musdah Mulia menolak SKB
atau Peraturan Bersama ini sejak awal karena menganggapnya “tidak manusiawi”.
Musdah Mulia pun berpendapat bahwa, “Kenapa mendirikan tempat ibadah harus

dapat persetujuan warga. Seharusnya kan diatur negara .

Pada lain kesempatan meskipun tidak sebagai representasi ICRP, Musdah
Mulia yang menjadi bagian dari Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla
mengatakan bahwa pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang
dinilai melanggar HAM, termasuk penghapusan PBM ini. “Peraturan soal
pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum
minoritas”’, ucap Musdah Mulia. Hal ini merupakan bagian dalam Visi-Misi
Jokowi-JK, menghapus regulasi yang melanggar HAM %

Kasus rumah ibadah terus terjadi di wilayah-wilayah lainnya termasuk
NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku Tenggara dan Sulawesi Utara. Penutupan
dan penyegelan rumah ibadah, persoalan 1zin Mendirikan Bangungan (IMB), dari
pembakaran sampai penyerangan rumah ibadah. Musdah Mulia mengatakan jika
hal yang terjadi ini tidak semuanya mengenai IMB akan tetapi sesuai
pengalamannya, Musdah Mulia menemukan pelanggaran hak beragama yang juga
juga bersinggungan dengan unsur politik di daerah tertentu. Musdah Mulia berkata,
“Pengalaman saya di ICRP, ini mengerikan di masyarakat. Karena persoalan ini

menjadi ‘bargaining position’ di dalam proses pemilihan kepala daerah. Kalau ini

8  BBC Indonesia, “Satpol PP Bogor Segel Gereja Parung”, lihat
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/08/120808 gereja_katolik _bogor, diakses
pada 26 April 2021.

89 Deytru Robekka Aritonang, “Jokowi Akan Menghapus Peraturan Dua Menteri soal
Pendirian Rumah Ibadah”, lihat
https://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan.Dua.Menter
i.soal.Pendirian.Rumah.lbadah, diakses pada tanggal 26 April 2021.
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dibiarkan akan lebih berbahaya dari ‘money laundry’”. Musdah Mulia pun yang
mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak merevisi PBM pendirian rumah
ibadah meskipun telah menyadari terdapat masalah dalam hal ini. Musdah Mulia
berharap Kementerian Agama dapat memotori revisi aturan dan menindak tegas

orang yang melakukan tindakan melanggar dalam permasalahan ini.*°
3. Agama Khonghucu dan Pengakuan Hak-Hak Sipil

Pada awal Orde Baru (Orba) tahun 1965-1967 banyak terjadi diskriminasi
dan pemojokan terhadap umat Khonghucu, termasuk pada pemerintahan Orde
Lama (Orla) yang berakhir di tahun 1965. Dengan diterapkannya sistem asimilasi
pada masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Khonghucu, Buddha, ataupun Tao.
Rakyat Tionghoa dipandang dengan kecurigaan oleh Soeharto, mereka dianggap
menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok sehingga Soeharto membuat
berbagai kebijakan seperti peraturan tentang penggantian nama, larangan
penyelenggaraan tahun baru Imlek, serta larangan beribadah di depan umum yang
terangkum dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967 tentang agama,
kepercayaan, dan adat istiadat Cina, selain itu pun penggunaan bahasa Tionghoa
baik di media, organisasi, dan sekolah-sekolah dilarang oleh pemerintah. Rezim
dalam genggaman Soeharto menganggap agama Tionghoa, Khonghucu merupakan
rintangan dari kebijakan asimilasi namun tidak dapat dihapuskan begitu saja karena
adanya ideologi Pancasila, sehingga masyarakat Tionghoa harus tetap terjun dan

menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada.%

Orang-orang Tionghoa merasakan beban berat disamping adanya G30S PKI

yang merupakan awal Orba dibawah kepemimpinan Soeharto. Sehingga Gabungan

%0 Sasmito Madrim, “Komnas HAM Temukan 23 Kasus Rumah Ibadah Sepanjang 3 Tahun
Terakhir”, lihat https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-temukan-23-kasus-rumah-ibadah-
sepanjang-3-tahun-terakhir/5650714.html, diakses pada tanggal 26 April 2021.

91 Chandra Setiawan, Keberagaman dan Toleransi, Perspektif Khonghucu, dalam TM.
Dhani Igbal, Toleransi dan Perkauman: Keberagaman dalam Perspektif Agama- Agama dan Etnis-
Etnis, (Jakarta: Perkumpulan Lentera Timur, 2014), him. 130.
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Perkumpulan Agama Khonghucu Se-Indonesia (GAPAKSI) memiliki tugas untuk
menggenjot dan meningkatkan mental dan moral beragama untuk bersungguh-
sungguh melakukan pembinaan kebaktian di seluruh Indonesia. Terpilihnya Gus
Dur sebagai Presiden RI menjadi angin segar bagi penganut Konghucu dengan
menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan adanya Keputusan
Presiden (Kepres) No. 6 Tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000, hal ini berarti Gus
Dur tidak menyetujui implementasi regulasi yang telah berlaku pada Orba

pemerintahan Soeharto.%

Pada MaJemuk No. 2 Th. 1/Feb. 2003 dengan tema utama “Hak Sipil Umat
Khonghucu” pada edisi ini dipenuhi dengan tulisan terkait polemik yang dihadapi
oleh Umat Khonghucu yang diawali dengan tulisan pada rubrik “Pandangan Kami”
dengan judul “Freedom from Fear”. Tulisan pembuka membahas mengenai
ketakutan-ketakutan yang kerap kali muncul dalam masyarakat, khususnya
ketakutan masyarakat yang tidak memiliki KTP sebagai identitas selama bepergian.
Soal ketakutan dan KTP, ternyata sangat menarik untuk dicermati pasca
meletupnya kasus KTP seorang penganut Konghucu asal Surabaya, Anli Cenggana
(38). Anly mendapatkan KTP pada tanggal 14 November 2002. Anly mendapat
kecaman dan ancaman dari pemerintah sebab berhasil mendapatkan KTP yang
berisikan kolom agama yang bertuliskan “Khonghucu”. Meskipun KTP sudah
ditangan, Kartu Keluarga (KK) masih berada di Kecamatan Rungkut, Surabaya dan
tentu saja menjadi hal yang ganjil sebab barangkali akan menjadi sandungan dari
tuntasnya perjuangan yang dijalaninya. Anly telah berhasil terlepas dari rasa takut
untuk memperjuangkan hal sipilnya sebagaimana penganut agama lainnya yang

diakui hak sipilnya oleh negara, apalagi dalam permasalahan agama.®?

Pada rubrik “Terawang” secara lebih menjelaskan kasus Anly dengan judul

“KTP-Ku Sayang, KTP-Ku Malang”. Kegembiraan Anly yang baru saja

92 Mustofa Maulid (dkk), Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan
Abdurrahman Wahid (2000-2001). Historia Madania Vol. 2 No. 1, 2008, him. 49-66.

93 ICRP, “Freedom from Fear”, MaJemuk. Februari 2003, him. 1.
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mendapatkan KTP yang berisikan kolom agama sesuai dengan kepercayaannya
hanya bertahan sehari saja, sebab besoknya Pemkot Surabaya mencabut kembali
KTP tersebut dengan alasan adanya kesalahan teknis dan tidak berlaku, hal ini
dikatakan olen Bambang Subagyo, pejabat Pemkot Surabaya kepada Jawa Pos.
selain alasan kesalahan teknis, menurut Bambang permasalahan Agama masih
urusan pemerintah pusat atau yang dialamatkan kepada Departemen Agama yang
masih mengakui lima agama, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk
hal ini. Bingky Irawan, Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) Boen
Bio Surabaya sangat marah dan kecewa terhadap Pemkot Surabaya yang mencabut
KTP tersebut dan meminta Pemkot Surabaya berpikir sampai empat kali jika akan
mencabut KTP tersebut. Hal ini menunjukkan betapa plin-plan dan kecilnya
pemikiran Pemkot Surabaya, seharusnya KTP ini tidak ditarik sebab di beberapa
daerah sudah ada KTP dengan identitas Khonghucu dan telah memiliki aturan,
sehingga lahir pertanyaan apa yang mereka takutkan kepada Khonghucu? Protes
dengan argumentasi dari pihak Anly dan pendukungnya akhirnya membuat Pemkot
Surabaya melaporkan kasus ini kepada Polsekta Rungkut Surabaya dengan tuduhan
paksaan yang dilakukan Anly kepada petugas pelayanan KTP. Meskipun sampai
tulisan ini diedarkan, Anly tetap menggunakan KTP tersebut dan ancaman Pemkot
Surabaya hanya sebatas ancaman. Anly telah menjadi notaris yang telah disumpah

dengan seorang Haksu, rohaniawan tertinggi agama Khonghucu.®*

Pada rubrik yang sama dengan judul “Hak Sipil Umat Khonghucu”, berbeda
dengan Anly, pria yang bernama Hindra Wijaya yang tinggal di Kalianyar Kulon
X/7 Surabaya ini menceritakan jika 20 tahun lalu ia mendapatkan KTP untuk
pertama kalinya pada tahun 1976 dan menuliskan Khonghucu pada kolom agama
pada formulir pendaftaran pengajuan KTP, tanpa menunggu lama ktp tersebut
kemudian jadi dengan hasil sesuai dengan isi pada formulir pendaftaran ktp yang
isinya. Namun ketika akan diperpanjang pada tahun 1981, kolom agama pada KTP-

nya diisi dengan tulisan agama Buddha. Hal ini membuatnya sangat kecewa dan

% ICRP, “KTP-Ku Sayang, KTP-Ku Malang ”, MaJemuk. Februari 2003, him. 3.
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menerima hal tersebut. Meskipun menerima hal tersebut, beberapa orang penganut
Konghucu seperti Lusianty Sanjaya lebih memilih untuk mengosongkan kolom
agama, walaupun ada juga yang mengisi dengan tanda (-). Umat Khonghucu pada
masa reformasi dikebiri hak-hak sipil mereka oleh negara, hak-hak mereka
diributkan seakan hanya sebatas pada boleh tidaknya mencantumkan agama pada
KTP, padahal masih banyak hak-hak sipil umat Khonghucu yang tidak diperoleh
dari negara sama seperti penganut agama lainnya di Indonesia, seperti perkawinan

yang masih ditolak oleh pencatatan sipil.*°

Merespon permasalahan Anly Cenggana dalam mendapatkan haks sipilnya
tentu bukan satu-satunya permasalahan diskriminasi yang menimpa umat
Khonghucu di Indonesia, Chandra Setiawan yang merupakan mantan Ketua Umum
Matakin dalam wawancaranya pada MaJemuk yang pada edisi ini dituliskan dengan
judul “Mereka Menjalankan Tugasnya Seperti Robot”, mengatakan jika hal ini
merupakan pelanggaran HAM dan bahkan jika dilakukan terus-menerus dan
sistematis serta meluas akan dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebab
mengandung niat memusnahkan suatu golongan tertentu. Menurut Chandra orang-
orang yang mempersulit permasalahan KTP itu disebabkan indoktrinasi secara
sistematis oleh Direktorat Sospol pada masa Orba jika Khonghucu bukanlah agama
sehingga mereka hanya menjalankan tugas seperti robot, mereka tidak mau berpikir
dan yang terpenting adalah keselamatan mereka dan selama belum ada petunjuk
pelaksanaan teknisnya mereka enggan melayani permintaan tersebut. Hubungan
antara negara dan pemerintah akan harmonis, artinya jangan sampai kekecewaan
warga negara mencuat kemana-mana, Chandra Setiawan berharap melalui
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Depag dapat menuntaskan

permasalahan ini sebag PBB telah mengakui agama Khonghucu.%

9 ICRP, “Hak Sipil Umat Khonghucu ”, MaJemuk. Februari 2003, him. 4.

% ICRP, “Mereka Menjalankan Tugasnya Seperti Robot”, MaJemuk. Februari 2003, him.7.
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Musdah Mulia pada diskusi “Membangun Toleransi Antarumat Beragama
di Indonesia” yang dilaksanakan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
mengatakan bahwa, “Langkah Gus Dur itu benar. Selain dijamin oleh konstitusi
juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam sendiri” bagi Musdah Mulia,
pluralisme bukan hanya mengenai perbedaan tetapi perlu untuk saling
menghormati, menghargai, serta bekerjasama untuk kepentingan bangsa dan negara
yang lebih besar. “Untuk itu tidak benar kalau pluralisme diartikan sebagai
penyatuan semua keyakinan agama”, kata Musdah Mulia yang telah menjadi

pimpinan ICRP.%’

4. Konflik Ahmadiyah

a. Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan

Awalnya paham Ahmadiyah di Manislor berkembang pada tahun 1954 yang
dibawa oleh H. Basyari Hasan, seorang Mubaligh Ahmadiyah dan direspon dengan
baik oleh masyarakat Manis Lor. Jamaah Ahmadiyah kemudian terus bertambah
dan hampir seluruh desa Manis Lor sehingga jamaah Ahmadiyah, Manis Lor
diresmikan sebagai pusat cabang Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kab.
Kuningan. Meskipun penyebarannya tidak mulus, belum ada catatan konflik antara
Ahmadiyah dan Anti-Ahmadiyah di Manislor sampai pada tanggal 11 Agustus
2002 keadaan berubah setelah diberlangsungkannya seminar oleh Lembaga
Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), di Jakarta. Seminar ini diikuti oleh
sejumlah tokoh Muslim Kuningan, termasuk dari Manis Lor pada seminar ini pun
dinyatakan bahwa adanya kesesatan dan tuntutan pembubaran Ahmadiyah yang
kemudian memberikan dampak berkelanjutan. Ditanggal 14 september 2002,
sejumlah tokoh muslim yang difasilitasi oleh MUI Kuningan mendesak pemerintah
untuk melakukan pembekuan dan pembubaran Ahmadiyah Manis Lor atas nama
MUI surat ini kemudian ditembuskan ke berbagai instansi pemerintahan baik di

9 Rmol.id, Langkah Gus Dur Akui Semua Agama Sudah Tepat!, dalam
https://www.rmol.id/read/2011/01/20/15662/L angkah-Gus-Dur-Akui-Semua-Agama-Sudah-
Tepat!-, diakses pada tanggal 3 Juni 2021.
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kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Dampak daripada ketegangan ini terus
berlanjut, bermunculannya spanduk hujatan “Ahmadiyah Kafir/Sesat” dan
perusakan musholla At-Tagwa, Al-Hidayah dan rumah-rumah milik jamaah
Ahmadiyah pada tanggal 24 Oktober 2002.%

Setelah penyerangan dan perusakan rumah Ibadah terjadi di Manis Lor,
ICRP kemudian membuat konferensi Pers “Perusakan Tempat Ibadah Jamaah
Ahmadiyah” di Gedung Juang 45, pada tanggal 24 januari 2003. Dengan
penanggung jawab Sylvana Ranti Apituley, ICRP yang bekerjasama dengan
Pemersatu Mahasiswa Dialog Agama-Agama kemudian menyatakan statement
“Kita perlu menghargai setiap bentuk keyakinan”, hal ini dilatarbelakangi oleh

peristiwa Ahmadiyah di Manis Lor.%
b. Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang

Peristiwa kekejaman kepada Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang
pada tanggal februari 2011 kembali terjadi, hantaman oknum kepada orang-orang
yang tidak bersalah menggunakan batu, bambu, atau kayu melayang tanpa ragu dan
pandang bulu. Hal ini akhirnya menjatuhkan dan merenggut nyawa 3 orang jamaah
Ahmadiyah, peristiwa ini adalah pelanggaran hak-hak warga negara khususnya hak
beragama, hak atas rasa aman, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh
keadilan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*%

Peristiwa ini kemudian direspon oleh ICRP secara sigap dengan melakukan
rapat advokasi membahas kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik pada pukul
16.00-18.00, tanggal 7 Februari 2011 di Kanisius. Rapat ini dihadiri oleh Musdah

% Rizal Panggabean dan lhsan Ali-Fauzi, Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia,
(Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014), him. 27.

99 Resume Kegiatan Tahunan ICRP tahun 2003.

100 Andi Muttagien, “Kekerasan atas Nama Agama, Tindakan Fatal Vonis Minimal”, lihat
http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kekerasan-Atas-Nama-Agama-Tindakan-
Fatal-Vonis-Minimal.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2021.
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Mulia, Johannes Hariyanto, Mubarik, Alent, Ema, Piet, Anick, Trisno, Ulil Abshar
Abdalla, Anto, Gadis Arivia, Zafrullah Pontoh (mubaligh Ahmadiyah DKI Jakarta)
dengan hasil rapat, pertama kita perlu menarik perhatian publik agar membentuk
media frame yang berpihak pada korban. Kedua, bagaimana mengusung isu bahwa
yang diperlukan bukanlah tentang kerukunan umat berAgama, melainkan
kebebasan berAgama. Selain dari rapat ini, dihari yang sama pada pukul 10.00-
12.00 dilaksanakan Aksi Damai atas Peristiwa Cikeusik yang spontan digagas
sehari sebelumnya oleh NGO pro-pluralisme untuk mendesak penegakan hukum
atas peristiwa Cikeusik. Karena aksi ini merupakan aksi yang spontan maka jumlah
massa yang terlibat tidak terlalu banyak, dari ICRP hadir Anick dan Romo

Matteo. 10t

Peristiwa Cikeusik kemudian menjadi bahan diskusi di tahun 2012
menjelang hari sumpah pemuda, kegiatan “Pekan #IndonesiaTanpaDiskriminasi”
yang diselenggarakan secara bersama oleh Yayasan Denny JA, Indonesia Tanpa
Diskriminasi (ITD), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Ciputat School,
Moderate Muslim Society, Yayasan Abad Demokrasi, Perkumpulan 6211, Serikat
Jurnalis untuk Keberagaman, Ourvoice, Puskapol Ul, KIPP Jakarta, PGIW Jakarta,
Komnas Perempuan, LS| Community, JPPR, Forum Alumni Studi Proklamasi, dan
juga ICRP.10?

5. Politisasi Agama dan Peraturan Daerah Syariat

Politisasi Agama kembali terjadi menjelang Pilpres tahun 2004, meskipun
konsep Syariat pada awalnya telah muncul menjelang pemilihan umum pada tahun
1955, isu Syariat Islam kembali mencuat setelah lengsernya Presiden Soeharto dan
digantikan olen KH. Abdurrahman Wahid, Agama Islam kemudian menjadi bahan
komoditi kembali. Tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998 kemudian

memunculkan harapan-harapan dalam kalangan masyarakat muslim untuk

101 Resume Kegiatan ICRP tahun 2011.

102 Resume Kegiatan ICRP tahun 2012.
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menjadikan Syariat Islam sebagai sumber alternatif setelah sistem hukum yang
dianut di Indonesia dalam perwujudan Peraturan Daerah (Perda). Tuntunan
penerapan Perda Syariat Islam mulai terdengar dari beberapa daerah, seperti
Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Maluku, Banten
dan sebagian daerah di Jawa Barat yang akhirnya menuai pro dan kontra dari
berbagai golongan, hal ini dikarenakan sepanjang pemerintahan Soeharto,
penerapan Syariat Islam tidak memiliki ruang aplikasinya sehingga ketika rezim

Orde Baru tumbang seolah menjadi lembaran baru bagi penerapan Syariat Islam. %

Menurut Fazlur Rahman, Syariat diidentikkan dengan Sunnah yang
berfungsi sebagai pengarah meskipun dengan situasi yang berbeda. Syariat
mengarahkan dengan cara yang menunjukkan dan mengatur jalan hidup dengan
subjeknya mengarah kepada Allah SWT, sedangkan Sunnah kemudian
mengarahkan manusia dengan cara memberikan keteladanan-keteladanan perilaku

dengan subjeknya adalah manusia.'®

Dr. Michael Buehler yang telah melakukan penelitian lapangan antara
Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, serta daerah-daerah seperti Aceh dan Banten
mengatakan bahwa meningkatnya Perda Syariat disebabkan oleh demokratisasi
yang membuat Parpol Islam yang tidak memiliki kelembagaan yang baik,
menggunakan aspirasi jaringan pegiat Islamis sebagai dukungan politiknya.%®
Selain itu, beberapa wilayah telah menerapkan Perda Syariat, seperti Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam sejak tahun 2002, telah menerapkan peraturan

193 1rma Suryani, Legislasi Syariat Islam Melalui Perda Syariat. Juris, Vol. 13, No. 2,
2014, him. 165-174.

104 Fazlur Rahman, Islam (Chicago: University of Chicago, 1966), him. 100.

105 1 iston P. Siregar, “Mengapa Perda Syariat bermunculan di Indonesia sejak 1998?7”
dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39033231 diakses pada tanggal 21 April 2021.
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perundang-undangan sejenis perda Syariat yang disebut Qanun untuk mengatur tata
pemerintahan dan masyarakat kota Serambi Mekkah ini.1%

Tuntutan partai-partai Islam untuk menegakkan Syariat Islam dalam wacana
tentang formalisasi Syariat Islam pun menjadi topik yang konteksual khususnya
dalam dunia politik. Hal ini disebabkan tiga hal, yaitu: pertama, usaha sebagian
partai politik khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan
Bintang (PBB) dalam Sidang MPR Agustus 2002 dengan fokus
mengamandemenkan pasal 29 UU 1945 yang memasukkan kembali poin “dengan
kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya” dengan harapan
formalisasi Syariat memiliki dasar konstitusional yang jelas di Indonesia. kedua,
adanya formalisasi beberapa elemen Syariat di beberapa daerah di Indonesia.
Ketiga, adanya seruan dan kampanye untuk memformulasikan Syariat Islam dalam
kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana dilakukan
oleh gerakan Islam dan kelompok Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),

Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia.'%’

Perda yang bernuansa Syariat ini perlu diatur dari aspek kewenangan
ataupun proses pembentukannya berdasar dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah diatur tentang kewenangan pusat yaitu pada bidang agama.
Pengalaman terhadap nilai-nilai agama ini banyak didapatkan masyarakat di daerah
sehingga adanya perda ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan spiritual
keAgamaan masyarakat yang disesuaikan pembentukannya dengan keadaan
keAgamaan daerah tersebut.%®

106 Rjvan Dwi Astono, “Perda Syariat di Indonesia: Antara Kearifan Lokal, Politik
Elektoral Dan Ancaman Terhadap Kebhinekaan” dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
49332135 diakses pada tanggal 22 April 2021.

107Yusdani, Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Al-Mawardi,
edisi XVII, tahun 2006, him.191-210.

198 Apd. Rais Asmar, Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Al-Igtishady, VVol. 1 No. 1, Juni 2019, 62-67.
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Musdah Mulia mengatakan “Semua perda yang berbasis agama dan
berpotensi diskriminatif, entah itu perda Injil ataupun perda Syariat, harus kita
tolak”. Hal ini disampaikan Musdah Mulia ketika masih menjabat sebagai
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ICRP dan juga Staf Ahli Menteri Agama.'%

Perda-perda dengan nuansa Syariat ini menciptakan kekhawatiran dan
ditakutkan mengganggu keragaman dan kebebasan beragama di Indonesia yang
merupakan pilar kebebasan sipil, yang seharusnya dipertahankan dan diperkuat.
Selain perda Syariat, perda Injil yang bernuansa Kristiani pun dianggap
diskriminatif. Kecemasan terhadap perda-perda semacam ini yang nantinya akan
menghalangi kebebasan beragama dan kebebasan sipil pada khususnya untuk
masyarakat mendapatkan kesempatan sebagai warga negara untuk menggapai cita-
citanya, ataupun untuk mengekspresikan diri secara penuh dan terlepas daripada
bawaan primordial yang melekat padanya. Secara khusus kebebasan sipil
mencakup kebebasan untuk berbicara, berkumpul, atau berserikat, beragama atau
berkeyakinan terlepas dari keyakinan primordial yang ada pada diri sebagai warga
negara seperti perbedaan gender, suku, dan agama, secara khusus lagi praktik
keagamaan yang berbeda-beda meskipun meyakini dan memeluk agama yang
sama. yang kemudian diharapkan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan-
peraturan atau kebijakan publik yang mengatur keyakinan atau paham keagamaan
harus dijalankan oleh seorang warganegara, karena setiap peraturan ataupun
kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan dan diputuskan seharusnya berlaku

untuk seluruh warga negara tanpa pengecualian.°

Pada tanggal 3 April 2004 di Sekretariat ICRP diadakan rapat Tim Kerja 1
Program Inter-Religious Outlook. Rapat ini diadakan untuk merumuskan kerangka

awal program “Kerjasama Lintas Iman untuk Menolak Politik Uang dan Politisasi

109 pay Makugoru, Entahkah “Kantong” Kristen Lain Mengikuti Papua?, Reformata,
Edisi 60, tahun V, 1-15 Juli 2007, him. 5.

110 |hsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani, Gerakan Kebebasan Sipil, Studi dan Advokasi Kritis
terhadap Perda Syariat, (Jakarta: Penerbit Nalar, 2009), him. 2.
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Uang dan Politisasi Agama dalam Pemilu 2004” dengan kerjasama ICRP-MADIA
dan partnership. Program ini akan disegerakan menjelang pertengahan bulan April
200411

6. Posisi Departemen Agama dan Fatwa Sesat MUI

a. Mengkaji Ulang Departemen Agama

Depag dianggap diskriminatif dan tidak mampu menghormati dan
memberikan perlindungan dalam kebebasan beragama dengan maksimal hal
tersebut dapat dilihat dari diskriminasi birokrasi Depag terhadap pemeluk
kepercayaan-kepercayaan lokal minoritas seperti kepercayaan Karuhun Urang,
Sedulur Sikep, agama Adam, Jamaah Ahmadiyah, dan lain-lain. Meskipun
menurut M. Fuad Nasar, kajian yang dilakukan ICRP dan Komnas HAM terkait
pembaharuan format kelembagaan Depag yang mengakomodasi aliran-aliran
kepercayaan lokal dan aliran agama yang menyimpang, dan memecah susunan
organisasi dan tata kerja bimbingan masyarakat beragama yang ada saat ini,

adalah mengingkari dasar dan tujuan Depag.*'?

Pengkajian ~ ulang  terkait  posisi Depag  dalam  untuk
mengimplementasikan poin Kewajiban Negara untuk melindungi hak-hak
beragama dan kepercayaan tanpa diskriminasi, dilakukan pada bulan Mei-
Oktober 2005 bekerjasama dengan Komnas HAM. Pengkajian ini dilakukan baik
secara stuktur maupun kebijakan Depag yang kemudian dari hasil pengkajian ini
direkomendasikan ke Komnas HAM. Pengkajian ini berlanjut pada bulan
september 2005 di Yogyakarta dengan substansi acara meminta pandangan dan
masukan dari berbagai kalangan, baik dari intelektual dan Agamawan terhadap

posisi Depag, pada kegiatan di Yogyakarta ini dihadiri oleh Trisno S. Susanto

111 Resume Kegiatan ICRP tahun 2004.

112 M. Fuad Nasar, “Artikel- Peran Depag dalam Bingkai Nation State”, dalam
http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=perandepagnationstate, diakses pada
tanggal 31 Mei 2021.
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mewakili ICRP. Hasil dari kajian tersebut menemukan pembagian struktur, tugas,
dan fungsi kelembagaan Depag yang selama ini hanya berbasiskan pada 5 Agama

yang diakui, hal ini sangat perlu untuk ditinjau kembali.*3

Selain perlunya dilakukan pengkajian ulang atas sikap Depag, pada tahun
2006 Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
(AKKBB) melakukan proses somasi kepada Menteri Agama, Maftuh Basyuni
yang menyatakan agar Ahmadiyah keluar dari Islam dan membentuk Agama
sendiri. Penyampaian somasi pada tanggal 17 April 2006 di Depag meskipun
AKKBB tidak mendapatkan respon dan merasa kecewa akhirnya mengancam
akan menggugat Maftuh Basyuni secara perdata dan pidana. meskipun AKKBB
tidak diterima dan pintu pagar tidak dibuka sehingga somasi dibacakan diluar
pagar dan berjalan dengan tertib. Terkait dengan kasus AKKBB, ICRP turut andil
dalam audiensi dan konferensi pers yang dilakukan terkait masalah dengan
Ahmadiyah.1!4

Dalam tulisan Djohan Effendi yang berjudul “Negara dan Aliran Sesat”,
Djohan Effendi mencoba untuk menyuarakan suara Ahmadiyah yang
berhubungan dengan pernyataan Menteri Agama (Maftuh Basyuni) yang sangat
bernafsu melarang Ahmadiyah setelah lebaran. Meskipun hal ini tidak
mengagetkan, sebab pada kampanye sebelumnya demi mendapatkan suara pada
Pemilu beliau berjanji untuk membubarkan Ahmadiyah yang pada akhirnya
mengusik perasaan kita semua, tulis Djohan. Selain itu, menurut Djohan

kebebasan berkeyakinan dan berAgama sebagai salah satu hak konstitusional

113 Resume Kegiatan ICRP tahun 2005.

114 Resume Kegiatan ICRP tahun 2006.
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warga negara ditegaskan oleh MPR di masa Orba dan merupakan hak

fundamental diantara hak-hak manusia.'®
b. Fatwa Sesat MUI

Setelah pernyataan Menteri Agama yang menuai kecaman dari berbagai
pihak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyusul dengan mengeluarkan
fatwa mengharamkan ajaran Ahmadiyah, paham pluralisme, sekularisme, dan
liberalisme Agama. MUI dinilai mengeluarkan fatwa yang mengancam
persatuan. Gus Dur mengatakan jika MUI masih ngotot dengan sikapnya maka
sebaiknya Agamawan mengusulkan kepada pemerintah agar dana bantuan untuk
MUI diberhentikan. Ulil Abshar abdalla setuju dengan hal ini sebab menurutnya
hal ini sangat relevan karena MUI menerima dari pemerintah sebesar Rp. 5
Milyar yang merupakan berasal dari Dana Abadi Umat (DAU) dari dana Haji
sedangkan yang naik haji juga berasal dari Ahmadiyah. Ahmadiyah nyumbang
ke MUI, tapi MUI memfatwa sesat Ahmadiyah. Pernyataan fatwa MUI ini
kemudian melahirkan perlawanan dari berbagai aliansi termasuk diantaranya
ICRP dalam bentuk Pernyataan Sikap dari Aliansi Masyarakat Madani untuk
Kebebasan BerAgama dan Berkeyakinan Menuntut Jaminan Kebebasan
Berkeyakinan. 11

Sikap MUI dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dalam
menghentikan Jemaat Ahmadiyah melalui fatwa MUI yang merupakan wadah
ulama Islam dan perwakilan umat Islam dan tidak jarang berbicara untuk dan atas
nama umat Islam di Indonesia, memutuskan bahwa Ahmadiyah bukan bagian

dari Islam, silakan saja namun jika diikut sertakan dengan upaya secara lisan,

115 Djohan Effendi, Negara dan “Aliran Sesat”, dalam

http://umarsaid.free.fr/Djohan%20Effendi%20-%20Negara%20dan%20Aliran%20sesat%20
Untitled-1.html, diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

116 \wahid Institute, Sejumlah Tokoh Agama Khawatir Fatwa MUI, dalam
http://www.wahidlnstituee.org/v1/Agenda/Detail/?id=252/hl=id/Sejumlah_Tokoh Agama Khawa
tirkan_Fatwa_MUI diakses pada tanggal 3 Juni 2021.
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tulisan bahkan tindakan menutup dan melarang Ahmadiyah secara anarkis di

berbagai tempat.!’

Dikeluarkannya fatwa MUI terkait Ahmadiyah, seharusnya MUI mampu
membuat Indonesia bercermin pada sikap otoriter Gereja di abad-abad silam yang
mengakibatkan rusaknya citra Gereja dihadapan masyarakat Eropa. Dalam
keputusan fatwa MUI seharusnya dihadapkan dengan deklarasi mengenai HAM
dan Pasal 29 UUD 1945 yang nantinya akan menjadikan kebebasan, toleransi,

dan kerukunan berAgama di Indonesia akan terlihat.*
7. Pendidikan Agama dan UU Sisdiknas

Pendidikan Agama di Indonesia merupakan hal yang diyakini menjadi mata
pelajaran yang dapat menyampaikan pesan konstitusi dan UUD 1945. Pembentukan
dan perlakuan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 memberikan
paradigma baru terkait pendidikan nasional yang sebelum disahkannya telah
menuai pro dan kontra yang tentu saja menjadi sangat krusial. Bagian yang menjadi
banyak dibahas adalah pada rumusan Pasal 12 Ayat (1) huruf a yang menyatakan
bahwa “peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan
Pendidikan Agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang
seagama”. hal ini sekilas sangat sederhana, namun menuai berbagai kontroversi
dan menghebohkan. Hal ini dicurigai jika persoalan ini akan menjadi pintu masuk
untuk menjadikan agama sebagai dasar negara yang tidak hanya sebatas Pendidikan
Agama namun menyangkut ideologi negara serta pola relasi Agama dengan negara.
Hal ini muncul sebab adanya ketakutan menjadikan negara yang berfalsafah

Pancasila menjadi negara agama yang ditakutkan oleh sebagian masyarakat.*°

117 yosi Rirumpudei, “Menolak Fatwa MUI”, MaJemuk. Juli 2005, him. 10.
H8\MA Siryawan, “Menolak Fatwa MUI”, MaJemuk. Juli 2005, him. 10.

119 Syafi’i, Politik Pendidikan Agama di Sekolah (Studi Tentang Polemik Pendidikan
Agama dalam UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional), (Tangerang Selatan:
Young Progressive Muslim, 2020), him. 10.
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Polemik UU Sisdiknas secara garis besar terbagi dua, yakni relevansi
Pendidikan Agama dan intervensi negara dalam pendidikan. Inti perdebatan tentang
Pendidikan Agama adalah anak didik harus dididik oleh orang yang seagama dalam
mata Pendidikan Agama tetapi perdebatan meluas menjadi seputar agamasasi
pendidikan, padahal proporsi waktu Pendidikan Agama sedikit sekali antara 2-3
jam per minggu dengan satu dua kali pertemuan, kecuali sekolah yang memang
berbasis agama. Kewajiban Pendidikan Agama ini tentu mengikuti kewajiban
sekolah untuk membayar guru murid yang beragama minoritas yang akan
merugikan anggaran sekolah. Namun secara objektif dan proporsional, alasan
dibalik penolakan adalah intervensi dari kebijakan politik pemerintah. Interpretasi
atas UU selama ini dimonopoli oleh kekuasaan politik. Keberadaan pasal-pasal
yang mengatur kewajiban itu bisa menjadi pintu masuk kalangan DPRD atau
Walikota/Bupati dalam mengeluarkan Perda yang berisi kewajiban tertentu diluar
substansi UU.*?°

Berbagai desakan untuk merevisi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 datang
sebab substansi UU yang masih menuai perdebatan. ICRP menyambangi
Mahkamah Konstitusi (MK) dan bertemu dengan Moh. Mahfud MD untuk
mengkonsultasikan SK. Wali Kota Blitar No. 8 tahun 2012 dan Kantor Wilayah
(Kanwil) Kemenag Blitar terkait kewajiban peserta didik yang beragama Islam
mampu membaca Al-Qur’an dan mewajibkan enam sekolah Katolik memberikan
pelajaran non-Katolik. Hal ini tentu sangat diskriminatif, khususnya bagi agama
minoritas di luar enam agama yang diakui pemerintah, bagi ICRP hal ini didasari
oleh UU No. 20 tahun 2003 terkait Sisdiknas.

Musdah Mulia mengatakan jika hal ini telah muncul di daerah melalui
perda-perda, tidak hanya setelah SK. Wali Kota Blitar yang mewajibkan peserta
didik untuk bisa Baca Tulis Al-Qur’an di berbagai jenjang pendidikan. Menurut

Musdah Mulia, Perda seperti ini sudah menjadi “virus” yang saling menular, dari

120 1hdra J. Piliang, “Pendidikan, Agama, dan Negara”, MaJemuk. Mei 2003, him. 14.
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satu daerah ke daerah lainnya. Akhirnya, Musdah Mulia mengaku mendapatkan
komplain dan keberatan dari penganut kepercayaan dan agama lokal sebab
pendidikan pelajaran agama bagi kelompok minoritas seperti mereka tidak
disediakan oleh pemerintah. “Mereka keberatan terhadap UU Sisdiknas, karena
tidak mengakomodir haknya untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai
keyakinannya di sekolah-sekolah. Apalagi urusan agama menjadi kewenangan
pemerintah pusat sesuai UU Pemda” kata Musdah Mulia sebagai ketua ICRP yang
sounding ke Mahfud MD sebagai ketua MK.*?

Di Tahun 2018, Musdah Mulia kembali diserang fitnah yang mengabarkan
jika PDIP menang pada Pemilu 2019 maka pelajaran agama akan dihapuskan. Hal
ini tentu dibantah oleh Musdah Mulia sebab baginya pendidikan agama salah satu
modal untuk membangun spiritual dan moralitas negara apalagi dia dia yang sedari
kecil hidup di lingkungan pesantren mana mungkin untuk menghapuskan pelajaran
agama. Musdah Mulia mengatakan, “Saya pikir pendidikan agama wajib diikuti

oleh seluruh peserta didik”.*??

Pada permasalahan lainnya terkait dalam dunia Pendidikan Agama, yakni
terkait SKB 3 Menteri (Kemendikbud-Ristek, Kemenag, dan Kementerian Dalam
Negeri) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut peserta didik, pendidik,
serta tenaga kependidikan di lingkungan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah. Hal ini didasari oleh pemaksaan maupun pelarangan mengenakan

121 ASH, Perda Blitar Diadukan ke MK: MK Mempersilakan ICRP Uji Materi UU
Sisdiknas,  dalam  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5106869b5cla2/perda-blitar-
diadukan-ke-mk/, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

122 Tempo.co, Respons Musdah Mulia yang Dituding Mau Hapus Mata Pelajaran Agama,
dalam https://nasional.tempo.co/read/1118182/respons-musdah-mulia-yang-dituding-mau-hapus-
mata-pelajaran-agama/full&view=0k, diakses pada tanggal 23 Juni 2021.
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seragam dan atribut kekhasan agama di sekolah negeri yang diselenggarakan oleh
Pemda meskipun SKB ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).1%

8. RUU Adminduk dan Penghayat Kepercayaan

a. RUU Administrasi Kependudukan

Agama telah menjadi bagian penting dalam masyarakat di Indonesia, hal ini
yang kemudian membuat masyarakat Indonesia untuk mencantumkan agama pada
Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) yang diakui oleh
pemerintah meskipun pada dasarnya masyarakat Indonesia yang MalJemuk
memiliki sistem kepercayaan yang beragam, sehingga tidak heran jika bentuk
diskriminasi didapatkan penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui
mendapatkan diskriminasi. Ketika agama menyentuh ruang publik, berbagai respon
dan kontroversi akan selalu hadir, setidaknya terdapat dua pertentangan. Pertama,
anggapan agama yang masuk dalam ruang publik akan memfokuskan pada peran
agama terhadap mentalitas seseorang pada ruang publik. Kedua, anggapan bahwa
agama berada dalam ruang privat. Pada faktanya, politisasi menggunakan bahasa-
bahasa agama untuk berbagai keperluan-keperluan jangka pendek khususnya dalam
urusan politik. Kehadiran agama pada ruang publik menghasilkan ketegangan,
konflik, dan diskriminasi yang berujung pada konflik horizontal sebagai dampak

konflik kepentingan yang pada akhirnya berdampak kepada kaum minoritas.*?*

RUU Administrasi Kependuduk (Adminduk) tahun 2006 menjelang
disahkannya telah mendapatkan berbagai protes khususnya oleh Komunitas
Penghayat Sunda, ICRP, Penghayat Kejawen, Ahmadiyah dan kelompok-
kelompok lainnya, hal ini ditunjukkan dengan menggelar “Aksi Damai RUU

123 Anugrah Andriansyah, Pembatalan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Disesalkan,
dalam https://www.voaindonesia.com/a/pembatalan-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-
disesalkan/5883011.html, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

124 Sughron Jazila, Governance dan Kolom Agama pada Administrasi Kependudukan,
Center for Open Science, dalam https://econpapers.repec.org/paper/osfinarxi/dmzf7.htm, diakses
pada tanggal 22 Mei 2021.
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Adminduk Yang Diskriminatif” pada tanggal 5 Desember 2006 di Bundaran HI.
Aksi digelar dengan tujuan untuk mengingatkan pemerintah akan diskriminasi yang
ditimbulkan oleh RUU Adminduk yang akan segera disahkan DPR. Aksi
menggelar kain panjang 300 meter dan penampilan dan aksi musik tradisional

angklung dan pembakaran dupa oleh penganut agama Konghucu dan Budha.?®

Selain itu, Orasi RUU Adminduk dan Catatan Sipil yang diskriminatif yang
diprakarsai oleh Aliansi Bhineka Tunggal Ika dengan menggandeng Musdah Mulia
untuk berorasi dan penampilan perwakilan lembaga keagamaan, dll. Yang
dilaksanakan pada 9 Desember 2006, pukul 19.00 — 22.00 di Halaman Graha Cipta
Il TIM. Pada orasi ini dihadiri oleh korban kebijakan dan diskriminasi dari RUU
Adminduk seperti Penghayat Kepercayaan, serta agama yang tidak diakui

lainnya.'?®

Dalam tulisan Musdah Mulia di Media Indonesia dengan judul “Menyambut
Gembira Putusan MK” mengatakan jika dasar hukum dari aliran kepercayaan
berada pada pasal 29 UUD 1945 tentang agama yang menyebutkan secara tegas
bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana negara menjamin
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing maupun untuk
beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Tulisan Musdah Mulia
pada dasarnya untuk memberitakan bahwasanya keputusan MK dalam menerima
sepenuhnya permohonan uji materi terhadap UU No. 23 tahun 2006 mengenai
Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi UU No. 24 tahun 2013 yang
sebelumnya diajukan oleh pemohon yang mewakili penganut kepercayaan
Komunitas Marapu (Sumba Timur pulau Sumba) Penganut Kepercayaan Parmalim
(Kabupaten Toba Samosir), Penganut Kepercayaan Ugamo Bangsa Batak (Medan),
dan Penganut Kepercayaan Sapto Darmo (Jawa Tengah). Menurut Musdah Mulia
penduduk Indonesia yang MaJemuk dengan kepercayaan agama yang tidak hanya

125 Resume Kegiatan ICRP Tahun 2006.

126 Resume Kegiatan ICRT Tahun 2006.
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“resmi diakui”, tetapi juga mencakup masyarakat dengan kepercayaan dan agama
lokal yang tersebar ke seluruh Indonesia yang kerap kali mendapatkan diskriminasi
hak asasi manusia (HAM) baik yang disengaja maupun sistematis yang dilakukan

oleh masyarakat dan pemerintah. 12/

Namun hal ini tidak menjadikan diskriminasi terhadap penghayat
kepercayaan langsung hilang. Lanjut Musdah Mulia pada tulisannya dalam Media
Indonesia, bahwa diskriminasi terhadap penganut dari penghayat kepercayaan
semakin memuncak dengan adanya UU PNPS No. 1 tahun 1965 terkait Penodaan
Agama, serta TAP MPR 1978 tentang Aliran Kepercayaan, Surat Edaran Mendagri
tentang Lima Agama Resmi, Peraturan Bersama Dua Menteri No. 9/2006 tentang
Pendirian Rumah Ibadah, UU Perkawinan 1975, dan UU Adminduk 2013.

b. Status Penganut Penghayat Kepercayaan

UU No. 24 tahun 2013, keterangan agama pada kolom agama di KTP
elektronik (e-KTP) dan KK telah dapat dikosongkan untuk penduduk yang
menganut penghayat kepercayaan, pasal 61 ayat (1), pasal 61 ayat (2), pasal 64 ayat
(1), dan pasal 64 ayat (5), intinya menyatakan bahwa pengosongan agama pada KK
dan e-KTP bagi penduduk yang agamanya belum diakui, namun mereka akan tetap
mendapatkan pelayanan dan tetap dicatat dalam database. Meskipun telah
mendapatkan pelayanan dan dicatat dalam database kependudukan, hal ini justru
memicu perlakuan diskriminasi. Penganut penghayat kepercayaan sulit
mendapatkan KK dan e-KTP, sulit mendapatkan pekerjaan karena kolom agama
pada KK dan KTP dikosongkan, sulit mengakses hak jaminan sosial, sulit
mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran, sulit mendapatkan lahan pemakaman
seperti yang dirasakan keluarga Sapto Darmo di Kabupaten Brebes, seringkali

aparatur pemerintah menyarankan penghayat kepercayaan memilih satu Agama

127 Musdah Mulia, “Menyambut Gembira Keputusan MK”, dalam
https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/131007-menyambut-gembira-putusan-mk, diakses
pada tanggal 26 Mei 2021.
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diluar kepercayaannya, dan demi mendapatkan KK, e-KTP dan Akta Kelahiran
kerap kali penganut penghayat ini berbohong dan memilih satu agama.*?®

Tidak sampai disini, polemik pengosongan kolom agama di KTP mencuat
kembali di tahun 2014, mengawali kampanye Pemilihan Presiden tahun 2014.
Pernyataan ini dilontarkan oleh Musdah Mulia yang pada saat itu menjadi bagian
Tim Sukses Jokowi-JK pada diskusi bertema “Masa Depan Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan” yang diadakan oleh Serikat Jurnalis. Sebagai perwakilan dari
tim Jokowi-JK, apa yang dilontarkan oleh Musdah Mulia kemudian menimbulkan
polemic diberbagai media sosial, yang kemudian berbagai situs media menuliskan
jika Musdah Mulia telah melakukan konsultasi dengan Jokowi terkait hal ini.*?°

Namun telah diklarifikasi olehn Musdah Mulia bahwasanya ini merupakan
pemikiran pribadinya bahwa KTP cukup ditampilkan seperti paspor, tanpa kolom
agama sebab bagi Musdah Mulia, hal ini diharapkan mampu meminimalisir konflik,
“Kan ada beberapa kasus kalau ada konflik lalu dilakukan sweeping KTP” kata
Musdah Mulia.** Hal ini pun direspon oleh Jokowi, "Agama yang dicantumkan di
KTP itu merupakan identitas kebhinekaan kita. Yang paling penting adalah

bagaimana kita bisa saling menghargai dan menghormati,” kata Jokowi.*®!

128 Kristian Erdianto, Moh. Nadir, “Diskriminasi Penghayat Kepercayaan", dalam
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-
kepercayaan?page=all, diakses pada 22 Mei 2021.

129 Muhammad Muhyiddin, “Musdah: Ide Hapus Kolom Agama Bukan dari Jokowi”,
dalam https://pemilu.tempo.co/read/586370/musdah-ide-hapus-kolom-Agama-bukan-dari-
jokowi/full&view=0k, diakses pada tanggal 26 April 2021.

130 A, Syalaby Ichsan, “Tim Sukses Jokowi-JK: KTP Cukup Seperti Paspor”, dalam
https://www.republika.co.id/berita/n7ektO/tim-sukses-jokowijk-ktp-cukup-seperti-paspor, diakses
pada tanggal 26 April 2021.

131 Brik Purnama Putra, “Koreksi Musdah Mulia, Jokowi Bantah akan Hapus Kolom KTP”,
dalam https://republika.co.id/berita/n7pz21/koreksi-musdah-mulia-jokowi-bantah-akan-hapus-
kolom-ktp, diakses pada 26 April 2021.
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Menyikapi hal ini, Musdah Mulia pun kemudian menulis pada Medcom.id
sebagai Ketua Umum ICRP mengenai “Memahami Kontroversi Pengosongan
Kolom Agama di KTP”, pada tanggal 12 November 2014. Wacana mengenai
penghapusan kolom agama di KTP menjadi hangat di awal era reformasi, terutama
ketika amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan (1999, 2000, 2001, dan 2002).
Selanjutnya, pertanyaan terkait cara mengimplementasikan pasal 29 UUD 1945 dan
UU HAM 1999 ke dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan? Kalau penganut enam agama resmi tersebut wajib mengisi kolom
agama di KTP, mengapa kebijakan itu tidak berlaku untuk semuanya? padahal
mereka pun warga negara yang sama memiliki hak dan kewajiban secara konstitusi?
Selain itu, KTP ditahun 1956 tidak memiliki kolom agama. Hal ini berdampak pada
warga negara yang tidak menganut agama resmi terabaikan hak-hak dasarnya,
terpaksa berbohong dan harus memilih di antara enam Agama dalam KTP, Akta
Lahir, Akta Nikah, dan sejumlah dokumen vital lainnya.'%2

Ari Dwipayana mengatakan bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami
diskriminasi dalam pencantuman agama di KTP. Adanya tambahan embel-embel
pada KTP membuat seorang warga negara tergerus haknya yang berimbas bahwa
negara tidak hadir dalam pemenuhan hak dasar warga tersebut. Masih banyak
warga yang tidak memiliki KTP karena tetap tidak ingin menuliskan kolom
agamanya menjadi salah satu dari agama yang diakui oleh pemerintah. Banyak
sekali agama ataupun kepercayaan lokal di Indonesia tidak mendapatkan

pengakuan pemerintah yang kemudian mereka bertahan dengan kepercayaannya

132 Musdah Mulia, “Memahami Kontroversi Pengosongan Kolom Agama di KTP”, dalam
https://www.medcom.id/pilar/kolom/9K5go7xK-memahami-kontroversi-pengosongan-kolom-
Agama-di-ktp, diakses pada 26 April 2021.
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meskipun tidak memiliki KTP dan bagi Ari Dwipayana, hal ini yang kemudian
membuat berbagai pelayanan tidak dapat diakses.*®3

9. Perlindungan Perempuan

a. Sunat Perempuan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung sunat perempuan di Indonesia,
dan melakukan desakan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan negara
terkait hal ini, sehingga pada bulan November 2010, Departemen Kesehatan
mengeluarkan peraturan No. 1636/Menkes/Per/X1/2010 tentang sunat perempuan
dengan menyetujui sunat perempuan dan mengizinkan tenaga kesehatan
profesional untuk melakukan sunat perempuan dengan kondisi adanya permintaan
dan dengan sepengetahuan dari orang yang hendak disunat, orang tua, ataupun
wali. 13

Dikeluarkannya Permenkes ini menuai kontroversi sebab tidaklah sejalan
dengan langkah pemerintah yang memperkuat kesetaraan gender dan melawan
diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan sunat perempuan ini menjadi
bagian dalam diskusi panjang Divisi Perempuan dan Kesetaraan Gender ICRP,
sunat perempuan dimasukan sebagai bagian dari isu kesetaraan yang didalamnya
terdapat pembahasan tentang kesehatan reproduksi, aborsi, dan Pernikahan Beda
Agama.’®®

ICRP bersama jaringan, masyarakat sipil Indonesia dan Amnesty
International menyatakan bahwasanya mutilasi kelamin perempuan termasuk

dalam sebuah kekerasan seksual terhadap perempuan yang harus dihapuskan, hal

133 Muhammad Muhyiddin, “Kolom Agama di KTP, Pengamat Sepakat Musdah Mulia”,
dalam https://nasional.tempo.co/read/586414/kolom-Agama-di-ktp-pengamat-sepakat-musdah-
mulia/full&view=0k, diakses pada 26 April 2021.

134 Diana Teresa Pakasai dkk, Situasi Perkawinan Anak, Kehamilan Remaja, dan Sunat
Perempuan di Kabupaten Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat Studi Midline 2018, (Jakarta:
Yes | Do, 2018), him. 5.

135 Resume Kegiatan ICRP Tahun 2015.
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ini disampaikan dalam Konferensi Pers Permenkes Sunat Perempuan yang
dilaksanakan oleh Kalyanamitra, pada tanggal 23 Juni 2011 di Bakoel Cafe Cikini
dengan narasumber Musdah Mulia. Konferensi pers ini dilaksanakan untuk
menyampaikan sikap bersama jaringan perempuan yang menolak Permenkes yang
mengatur tentang Sunat Perempuan, advokasi aliansi kemudian berlanjut bersama-
sama untuk melakukan audiensi ke Menteri Kesehatan. 13

Kegagalan negara dalam mengatasi praktik ini dianggap akan mampu
mendorong persepsi bahwasanya orang lain mampu untuk mengontrol seksualitas
perempuan atau anak perempuan dalam memutuskan aktivitas seksualnya. Menurut
Amnesty International, hal ini dikhawatirkan akan mendorong dan membenarkan
praktik mutilasi kelamin perempuan yang hanya mengakibatkan kesakitan dan
penderitaan bagi perempuan dan anak perempuan, selain itu akan menimbulkan
stereotype yang diskriminatif atas seksualitas perempuan.t3’

Bagi Musdah Mulia, sunat perempuan harus untuk dihapuskan karena sama
sekali tidak memiliki dan memberikan manfaat medis sedikitpun bagi perempuan,
yang ada hanyalah perusakan tubuh perempuan dengan cara memotong, melukai
atau menghilangkan bagian yang ada dalam alat vital perempuan yang memiliki

fungsi reproduksi.**®

Musdah Mulia menjelaskan bahwasanya sunat perempuan di Indonesia
bervariasi, sunat perempuan menjadi tradisi jauh sebelum kedatangan Islam dan di
Indonesia sendiri praktik ini tidak separah dengan apa yang terjadi di Afrika Utara
yang memotong hampir seluruh bagian yang disebut labia mayora, bagian bibir

vagina. Musdah Mulia pun melihat bahwa ada kecenderungan untuk

136 Resume Kegiatan ICRP tahun 2011.

137 Pernyataan Publik Amnesty International, “Indonesia: Peraturan Menteri tentang Sunat
Perempuan harus dicabut”, diakses
https://www.amnesty.org/download/Documents/28000/asa210152011in.pdf, pada tanggal 26 Mei
2021.

138 Musdah Mulia, “Sunat Perempuan dalam Perspektif Islam”, dalam
http://www.jurnalperempuan.org/blog/sunat-perempuan-dalam-perspektif-islam,  diakses pada
tanggal 26 Mei 2021.
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mempraktikkan tradisi sunat perempuan ini setelah melihat kelompok-kelompok
fundamentalis yang sangat kuat dalam memandang sunat perempuan sebagai

bagian dari bentuk pengislaman seseorang.'3®

b. Kekerasan Perempuan dalam Regulasi

Pada tahun 2018 kekerasan pada perempuan memiliki beragam spektrum
mulai dari pemerkosaan baik dalam pernikahan, laporan terhadap perilaku inses
baik yang dilakukan ayah ke anak ataupun paman ke anak, kekerasan dalam pacaran
yang dilaporkan ke instansi berwajib, serta meningkatnya laporan pengaduan
langsung ke Komnas Perempuan terkait cyber crime berbasis gender.*° Catatan
Tahunan (Catahu) 2019 dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengalami
peningkatan setiap tahunnya terbilang dari 2015 sampai 2019 meskipun di tahun
2016 mengalami penurunan dan terus naik sepanjang tahun 2019 menjadi 431.471
kasus kekerasan perempuan.**! Di Tahun 2020 pun mengalami penurunan drastis
menjadi 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan meskipun Catahu 2020 ini
lebih merefleksikan kapasitas pendokumentasian daripada kondisi nyata selama

masa pandemi yang cenderung meningkat.'#2

Terlepas dari pasang surut jumlah kasus kekerasan pada perempuan setiap

tahunnya, ICRP pun selalu turut serta dalam memberikan advokasi terhadap

139 Fetty ~Wuryanti, “Sunat Perempuan Langgar Hak Asasi”, dalam

https://mediaindonesia.com/humaniora/27523/sunat-perempuan-langgar-hak-
asasi#:~:text=AKTIVIS%20perempuan%20Siti%20Musdah%20Mulia,tidak%20pernah%20meme
rintahkan%20sunat%20perempuan., diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

140 Komnas Perempuan, “Catahu 2019: Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara. Catatan Kekerasan Terhadap
Perempuan Tahun 2018, (Jakarta: Komnas Perempuan 2019), him. 1.

141 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2020, diakses di
https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-
kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019, pada tanggal 27 Mei 2021.

142 Friska Riana, “Komnas Perempuan: Ada 299.911 Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan Sepanjang 2020, dalam https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-
ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full&view=0k, diakses pada
27 Mei 2021.
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kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai latar belakang. Hal ini dapat dilihat
dari keikutsertaan ICRP bersama Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)
di kantor LBH Apik Jakarta pada pukul 14.00-17.00 WIB, tanggal 18 Oktober
2016. Rapat koordinasi menyusun agenda untuk mendesak agar dimasukkannya 7
RUU dalam Prolegnas 2017, adapun 7 RUU tersebut yaitu RUU PKS, RUU
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), RUU Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN)
yang berubah nama menjadi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI),
RUU ILO No. 189 untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja rumah
tangga (PRT), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU

Pertanahan.*®

Selain RUU PKS yang sampai sekarang masih butuh pendampingan, kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah diatur dalam UU No. 23 tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT dimaknai
sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau
penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga. Perlu digaris bawahi bahwa definisi tersebut memuat empat hal
penting: perbuatan, dampak, lingkup rumah tangga, dan subyek korbannya adalah
perempuan. KDRT dapat dirasakan oleh siapa saja di dalam rumah tangga, ibu,
isteri, suami, bapak, anak, atau bahkan pembantu rumah tangga rentang menjadi
korban. Pada banyak literatur, KDRT lebih dipersempit maknanya dengan hanya
mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam
rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga yang
lain. Dengan ungkapan lain, segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan
tidak enak, kesengsaraan dan penderitaan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah

pengabaian kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. KDRT merupakan

143 Resume Kegiatan ICRP tahun 2016.
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masalah sosial yang rumit dan kompleks, dengan jumlah kasus yang sangat besar
dan mirisnya yang tercatat hanya sedikit.44

ICRP bekerjasama dengan LBH Apik, Rahima, KPI, Jaringan Kerja
Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) membuat Workshop RUU Pornografi “Pokok-
Pokok Kritisi RUU Pornografi dan Pornoaksi”, yang dilaksanakan pada tanggal 28
Juni 2005, pukul 09.00-17.00 di Hotel Ibis Tamarin Menteng dengan pembicara,
Juniwati TM Sofwan (KIP3), Agus Pambagyo (Koalisi Media), Abdul Mogsith
Ghazali (Wahid Institute), KH. Husein Muhammad (Fahmina), dengan moderator
Smita Notosusanto, yang dilanjutkan dengan Perumusan Strategi Aksi dan
Kampanye, dengan fasilitator R. Valentina Sagala. Workshop ini dihadiri oleh
aktivis JKP3 dan membahas berbagai point krusial dalam RUU Pornografi dan
merumuskan/mengkritisi draft tandingan yang akan diajukan. Hal ini dilakukan
untuk mengkritisi RUU Pornografi versi pemerintah yang berkecenderungan
mengkriminalkan perempuan dan anak-anak. Dari workshop ini pun diharapkan
mampu untuk melobi RUU dengan cara mendesak agar pembahasan di tingkat

pemerintah tidak terburu-buru.4

10. Pernikahan Beda Agama dan UUP

Selama kurang lebih 40 tahun, UU Perkawinan (UUP) telah menuai
berbagai kontroversi, salah satunya adalah permasalahan Pernikahan Beda Agama
(PBA) yang telah menjadi suatu fenomena di masyarakat Indonesia yang plural,
sebab hal ini tidak diatur secara eksplisit di dalam UUP. Sah atau tidaknya
perkawinan ditentukan hukum agama masing-masing calon pengantin, sedangkan
dalam pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupaakan persyaratan formil
administratif. Pada kasus PBA secara tegas dalam UU Perkawinan bahwa

pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian. Hal ini dapat dilihat dalam

144 Tylisan Musdah Mulia, “Islam Menolak Segala Bentuk Kekerasan Terhadap

Perempuan” dalam file Tulisan Dukungan RUU PKS.

145 Resume Kegiatan ICRP tahun 2005.
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UUP, pasal 2 menyatakan bahwa: 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.'4®

Pada tanggal 7 Januari 2005, sekitar pukul 15.00-18.00 di ICRP diadakan
pertemuan “Perempuan untuk Amandemen UUP-Jaringan Komunitas Hak-hak
Sipil”. Pertemuan ini mendiskusikan bagaimana perlunya advokasi bersama atas
amandemen UU Perkawinan berangkat dari pengalaman CLD KHI. Dari pertemuan
ini pula upaya untuk menjajaki kemungkinan advokasi amandemen UU Perkawinan
dengan landasan pikir argumentasi Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum
Islam (KHI) bersama rekan-rekan LSM pemerhati perempuan. Yang kemudian
berlanjut pada 10 Maret 2005, pukul 14.00-17.00 di ICRP dilakukan follow up
untuk melanjutkan upaya advokasi amandemen UUP dan meninjau fatwa MUI
terkait perempuan khususnya TKW. Dalam kesempatan ini Wanita Katolik
Republik Indonesia (WKRI) mendelegasikan 2 anggotanya, Wendah Soetomo dan
Jeanny Widodo untuk menggantikan 2 anggota sebelumnya yang didisposisikan
untuk ICRP, Vien Suseno dan letje Sutanto.#

Pada 22 Desember 2006, diadakan rapat JKP3 untuk Konsolidasi Jaringan
atas amandemen UUP di Gedung PERWARI It.3 Menteng. Rapat ini dihadiri oleh
Arum (FPSI Reformasi), Atashendartini Habsjah (YKP), Dhanie M (YATRIWI),
Ema Mukarramah (ICRP), GKR Hemas, Hermandari K. (GPSP/ANBTI), Kencana
(KePPaK Perempuan), Musdah Mulia (ICRP), Nia Syarifudin (GPSP/ANBT]I),
Ratna Batara Munti (LBH APIK Jakarta), Setiaty Hanky (PERWARI), Sinta
Nuriyah Wahid (Puan Amal Hayati), Sisin (LBH APIK Jakarta), Yeni Rosa
Damayanti (SPM/ANBTI), Yuda Irlan (GPSP). Selain mengadakan konsolidasi

desakan amandemen UUP, juga agenda Audiensi dengan SBY dengan bahan

146 Muhammad Ashsubli, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agam
(Judical Review Pasal Perkawinan Beda Agama). Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2 (2015), him.
289-302.

147 Resume Kegiatan ICRP tahun 2005.



81

audiensi yakni dukungan kepada Pemerintah untuk merevisi UUP.1*® Tidak hanya
disitu saja, UUP yang merupakan salah satu kebijakan UU yang menuai
kontroversi, kembali di workshop kan pada tanggal 23-24 Agustus 2010, di Hotel
Ibis Tamarin. Pada workshop ini, ICRP diminta meneruskan keterlibatannya dalam
jaringan advokasi UU Perkawinan sebagai tim perumus. Pada workshop ini
direkomendasikan untuk penggunaan pendekatan kultural dan sosial ke berbagai
kalangan masyarakat dan kelompok keagamaan untuk memperoleh dukungan atas
rencana amandemen UUP. Pendekatan kultural ini dilakukan secara mutlak untuk
menangkal fundamentalisme dan radikalisme yang sangat melekat waktu itu.4°

Larangan untuk melakukan pernikahan beda agama ini seperti diatur pada
UU dikatakan bahwa tidak melanggar konstitusi sesuai dengan pernyataan
Mahkamah Konstitusi dalam penolakan uji materi terhadap isi UU tersebut atas
permintaan 4 orang warga negara, yaitu Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud
Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi. Penolakan ini didasari
bahwa negara berhak untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi
pembentukan keluarga yang sah.t>

Dalam keputusan MK ini bagi Ahmad Nurcholish, yang dikenal sebagai
pendamping dan penasehat PBA di ICRP dan pelaku PBA mengatakan, “Saya kira
(putusan MK) ini kemunduran, karena kelima pemohon itu hendak menandaskan
suatu hal penting, bahwa ada di antara hak-hak sipil warga negara terabaikan atau
terdiskriminasikan ”. Sedangkan, Nurcholish sejak Juni 2015 telah menikahkan
kurang lebih 638 pasangan beda agama dari seluruh Indonesia.®

148 Notulensi Rapat JKP3 Tentang Konsolidasi Jaringan Atas Amandemen UUP, tanggal
22 Desember 2006.

149 Resume Kegiatan ICRP tahun 2010.

150 ppC News, “MK Tolak Uji Materi Soal Nikah Beda Agama”, dalam
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618 indonesia_mk_nikah bedaAga
ma, diakses pada tanggal 29 April 2021.

151 Heyder Affan dan Cristine Fransiska, Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda
Agama”, dalam https://news.detik.com/bbc-world/d-2957268/ahmad-nurcholish-dan-pernikahan-
beda-Agama, diakses pada tanggal 29 April 2021.
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Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah melakukan klaim
bahwa: 1) Pernikahan Beda Agama adalah haram dan tidak sah. 2) Perkawinan laki-
laki muslim dengan Ahlul Kitab, menurut qaul mu tamad, adalah haram dan tidak
sah.1®2

Musdah Mulia sendiri mengajak untuk mensosialisasikan PBA, hal ini
menurut Musdah Mulia, “Masyarakatnya saja berbeda beda, mengapa pernikahan
berbeda agama dilarang? Toh kita tidak mengkampanyekan pernikahan beda
agama, kita hanya meminta hak di catatan sipil saja. Kewajiban Negara adalah
memfasilitasi rakyatnya untuk mendapatkan hak pencatatan sipil atas pernikahan
beda agama mereka,”, hal ini disampaikan dalam dialog publik yang
diselenggarakan oleh PGI dengan tema “Pernikahan Beda Agama ini Masalah dan
Solusinya”.1%3

Mohammad Monib, Direktur Eksekutif ICRP merespon hal ini melalui
Dialog Lintas Iman dengan komunitas keagamaan dan aliran kepercayaan yang
perwakilannya berada di ICRP. Bagi Monib, dari dialog PBA ini menghasilkan dua
pandangan. Pertama, secara keagamaan terdapat dua pendapat bahwasanya PBA
itu ada yang membolehkan dan ada yang melarang dengan catatan, baik dari tokoh
Islam maupun dari non-Islam. Kedua, secara kelembagaan ICRP akan membantu
untuk membantu memperjuangkan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Ul
dalam melakukan judicial review (JR ini selanjutnya akan ditolak oleh MK sesuai
yang telah dituliskan sebelumnya) ke MK terkait UU Nikah Beda Agama. Bahwa
negara apapun posisinya harus menjadi pengayom bagi warganya yang mencari

naungan terutama dalam legalitas hukum.>*

152 Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama, dalam https://mui.or.id/wp-

content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf, diakses pada tanggal 29 April 2021.

153 Cholis Akbar, “Musdah Mulia Ajak Masyarakat Sosialisasikan Nikah Beda Agama”,
dalam https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58018/musdah-mulia-ajak-
masyarakat-sosialisasikan-nikah-beda-Agama.html, diakses pada tanggal 29 April 2021.

154 Abi, Pandangan Alternatif ICRP Terkait,...
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Upaya yang dilakukan oleh ICRP tentu menjadi sebuah angin segar bagi
pasangan-pasangan yang terhalang keyakinan, meskipun tetap akan mendapatkan
kecaman dan diskriminasi ditengah masyarakat nantinya. Setidaknya ICRP tidak
hanya sampai disitu, program Konseling Pernikahan Beda Agama yang dilakukan
oleh ICRP kemudian dibentuk Komunitas PBA pada Brainstorming Program
Konseling Perkawinan Beda Agama yang diharapkan dapat mengadvokasi hak-hak
sipil pasangan-pasangan yang menikah beda agama. Konseling PBA di ICRP ini

pun berlangsung sampai sekarang.*®

C. Perlawanan Terhadap Rezim Diskriminatif Dalam Perspektif ICRP

1. Advokasi Hak-Hak Sipil Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

ICRP  menyelenggarakan  rangkaian  kegiatan  terpadu  dan
berkesinambungan untuk memulihkan hak kebebasan beragama dan
berkeyakinan kalangan pemeluk agama dan kepercayaan, terutama dari kalangan
minoritas. ICRP memberikan fasilitas diskusi dengan berbagai kelompok agama
dan kepercayaan, rapat-rapat, pengajuan petisi dan somasi serta audiensi ke
berbagai pihak terkait. Selain itu, ICRP turut aktif berjejaring memperjuangkan
hak-hak sipil melalui advokasi legislasi dalam berbagai isu krusial. Adapun

beberapa kegiatan ICRP dalam bahasan ini meliputi sebagaimana berikut ini:
a. Dialog Pasca Konflik Ambon, Maluku

Perlawanan ICRP terhadap rezim-rezim diskriminasi ditampilkan dalam
berbagai wacana, beragam kegiatan, dan aksi. Salah satunya adalah Pertemuan
Tokoh Agama merupakan program Hubungan Antar Agama dengan
penanggungjawab Ulil Abshar Abdallah. Pertemuan Tokoh Agama merupakan
program dari Bidang Hubungan Antar Agama dengan penanggungjawab Ulil
Abshar Abdallah. Pada Pertemuan Tokoh Agama I dilakukan seruan perdamaian

kepada 4 orang tokoh nasional, yaitu Presiden Rl (Abdurrahman Wahid), Wakil
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Presiden (Megawati Soekarnoputri), Ketua MPR (Amin Rais), dan Ketua DPR
(Akbar Tandjung) di Istana Negara dan Gedung DPR pada tanggal 19 April 2001.

Pertemuan Tokoh Agama pun memiliki beragam agenda seperti untuk
mempersiapkan seruan perdamaian yang akan dilakukan kepada 4 orang tokoh
nasional, yaitu Presiden Rl (Abdurrahman Wahid), Wakil Presiden (Megawati
Soekarnoputri), Ketua MPR (Amin Rais), dan Ketua DPR (Akbar Tandjung) di
Istana Negara dan Gedung DPR pada tanggal 19 April 2001. Pertemuan Tokoh
Agama terbilang sangat aktif dan sering dilaksanakan (2001-2014), sebab
pertemuan ini dilaksanakan setiap kali kebijakan atau RUU diproduksi
diskriminatif, seperti RUU Perlindungan Umat Beragama (RUB), RUU Kerukunan
Umat Beragama (KUB), ataupun membuka dialog dan kritik dengan Presiden dan

Pemerintah.

Pasca Konflik Ambon, Maluku ICRP pun sangat memberikan perhatian
terhadap konflik di Ambon, Maluku. Hal itu dilakukan dengan melakukan diskusi
bersama Pdt. Hans A. Annu, dosen STT GMIH Tobelo yang juga anggota Tim
Rekonsiliasi Halmahera Utara di Sekretariat ICRP, pada tanggal 15 November
2000.%° Diskusi dengan Pdt. Tonny Pariela dari Ambon, Ketua Delegasi Kelompok
Kristen pada Pertemuan Malino 11 pada tanggal 26 April 2002 yang diterima oleh
Ulil Abshar Abdalla di Sekretariat ICRP. Kedatangan Tonny ini untuk
mendiskusikan rekonsiliasi dan konflik resolusi, terutama pada kasus Ambon yang
coba dijembatani dengan pertemuan Malino [l tersebut serta bagaimana
penerapannya di lapangan.®” Selain itu, pertemuan dengan Tokoh Agama & DPRD
Ambon di ruang Sidang KWI, pada tanggal 8 Mei 2002. Pertemuan ini merupakan
sharing informasi dan pendapat tentang kondisi Ambon terkini dengan tokoh-
tokoh antar agama dan beberapa tokoh dari Ambon, antara lain: Ust. H. Abdul
Wahab Polpoke (Pj. Ketua Majelis Ulama Indonesia-Maluku), Mgr. P.C Mandagi,
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M.Sc.(Uskup Maluku), Pdt. Dr. I.W.J Hendriks (Ketua Sinode Gereja Protestan
Maluku), Ir. Nasir Rahawarin (Sekjen Badan Imarah Muslim Maluku) & Anggota
DPRD Maluku.*®®

ICRP juga menerima kunjungan Koalisi Perempuan Maluku di Sekretariat
ICRP, pada tanggal 20 Mei 2002 dan diterima oleh Sylvana Ranti-Apituley.
Pertemuan ini lebih menitikberatkan permasalahan dan kebutuhan akan pencerahan
untuk perempuan dan anak-anak di Maluku serta solusi untuk memperbaiki
keadaan yang ada.’™ Selain itu, Pertemuan Tokoh Agama dan Anggota DPRD
Ambon di Ruang Sidang KWI, pada tanggal 8 Mei 2002. Pertemuan ini merupakan
sharing informasi dan pendapat tentang kondisi Ambon terkini dengan tokoh-tokoh
antar agama dan beberapa tokoh dari Ambon, diantaranya Ustadz H. Abdul Wahab
Polpoke (Pj. Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku), Mgr. P.C Mandagi,
M.Sc.(Uskup Maluku), Pdt. Dr. 1.W.J Hendriks (Ketua Sinode Gereja Protestan
Maluku), Ir. Nasir Rahawarin (Sekjen Badan Imarah Muslim Maluku) & Anggota
DPRD Maluku.*®°

b. UU No. 1/PNPS tahun 1965 dan SKB Dua Menteri

Salah satu regulasi yang banyak mengundang kontroversi dan konflik, yakni
UU No. 1/PNPS tahun 1965 merupakan undang-undang yang memberikan larangan
terhadap pihak, aliran, atau organisasi kepercayaan yang melakukan penyimpangan
dari agama yang diakui di Indonesia. ICRP bersama dengan aliansinya melakukan
persiapan rapat judicial review terkait UU ini. ICRP kemudian menyampaikan
Pernyataan Sikap ICRP terkait Judicial Review UU No. 1/PNPS tahun 1965 pada
tanggal 17 februari 2010. Pernyataan sikap ICRP ditandatangani Musdah Mulia dan
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Johannes Hariyanto, yang kemudian disebarluaskan melalui fax ke +30 media

asing dan media nasional. %

Selain itu, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan (AKKBB) melakukan proses somasi kepada Menteri Agama, Maftuh
Basyuni terkait dengan pernyataannya agar Ahmadiyah keluar dari Islam dan
membentuk agama sendiri. Meskipun AKKBB tidak mendapatkan respon dan
merasa kecewa akhirnya mengancam akan menggugat Maftuh Basyuni secara
perdata dan pidana. Penyampaian somasi pada tanggal 17 April 2006 di Depag,
meskipun AKKBB tidak diterima dan pintu pagar tidak dibuka sehingga somasi
dibacakan diluar pagar dan berjalan dengan tertib, selain itu AKKBB pun
melakukan kritik terhadap SKB Dua Menteri terkait dengan “Kebebasan
Berkeyakinan”. Pada kasus ini ICRP turut andil dalam berbagai audiensi dan

konferensi pers yang dilakukan khususnya terkait masalah dengan Ahmadiyah.'6?

Selanjutnya, ICRP bekerjasama dengan Gemari melakukan sharing
pengalaman dan diskusi group dynamic di Sekretariat ICRP, pada tanggal 9-10
Oktober 2004. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan pemahaman
wawasan pluralisme dan kerukunan dan pencegahan tindak diskriminasi. Hasil
diskusi kemudian dijadikan rekomendasi pencabutan SKB Dua Menteri. Dilain
diskusi terkait SKB Dua Menteri, dilaksanakan pada tanggal 16 November 2005,
pukul 09.00-17.00 WIB di Komnas HAM Lt. 3. Diskusi ini dibagi menjadi dua sesi,
pertama diskusi, masukan dan komentar atas revisi SKB. Kedua, diskusi dan
perumusan rekomendasi ke depan. Peserta yang hadir sekitar 50 orang dari berbagai
lembaga HAM dan keagamaan.'63
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Tidak sampai disitu saja, upaya proses revisi SKB ini pun turut andil
Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dimana awal mencuatnya SKB ini, PGI turut
mengawal dan melakukan pemantauan dan pencermatan agar tidak terulang
peristiwa 1969, dimana setelah ditetapkannya SKB No. 1/BER/MDN-MAG/1969,
PGI yang masih bernama DGl membuat memorandum untuk ditandatangani oleh
Ds. W. J. Rumambi (Sekretaris Departemen Gereja dan Masyarakat DGI) dan
Pastor F.X. Danuwinata, SJ (MAWI) dan meminta dengan tegas untuk “Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/mdn mag/1969
itu ditinjau kembali.” yang ternyata diabaikan bak pepatah “Anjing menggonggong,
kafilah berlalu”. Permintaan PGI/MAWI tidak ditanggapi, dan SKB tetap
diberlakukan selama 37 tahun dengan segala permasalahan yang

ditimbulkannya.*64
c. Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Pornoaksi

Pada tanggal 7 Januari 2005, sekitar pukul 15.00-18.00 di ICRP diadakan
pertemuan “Perempuan untuk Amandemen UUP-Jaringan Komunitas Hak-hak
Sipil”. Pertemuan ini mendiskusikan bagaimana perlunya advokasi bersama atas
amandemen UU Perkawinan berangkat dari pengalaman CLD KHI. Dari pertemuan
ini pula upaya untuk menjajaki kemungkinan advokasi amandemen UU Perkawinan
dengan landasan pikir argumentasi Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum
Islam (KHI) bersama rekan-rekan LSM pemerhati perempuan. Yang kemudian
berlanjut pada 10 Maret 2005, pukul 14.00-17.00 di ICRP dilakukan follow up
untuk melanjutkan upaya advokasi amandemen UUP dan meninjau fatwa MUI
terkait perempuan khususnya TKW. Dalam kesempatan ini Wanita Katolik

Republik Indonesia (WKRI) mendelegasikan 2 anggotanya, Wendah Soetomo dan

164 Gomar Gultom, Seputar ljin Mendirikan Rumah Ibadah: Dari SKB ke PBM, (Jakarta:
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Jeanny Widodo untuk menggantikan 2 anggota sebelumnya yang didisposisikan
untuk ICRP, Vien Suseno dan letje Sutanto.®

Tahun 2005 menjadi tahun dimana ICRP sangat fokus dengan UUP,
terbukti dengan banyaknya pertemuan dan diskusi yang membahas UUP. Tidak
hanya disitu saja, UUP yang merupakan salah satu kebijakan UU yang menuai
kontroversi, kembali di workshop kan pada tanggal 23-24 Agustus 2010, di Hotel
Ibis Tamarin. Pada workshop ini ICRP diminta meneruskan keterlibatannya
dalam jaringan advokasi UU Perkawinan sebagai tim perumus. Pada workshop
ini merekomendasikan untuk penggunaan pendekatan kultural dan sosial ke
berbagai kalangan masyarakat dan kelompok keagamaan untuk memperoleh
dukungan atas rencana amandemen UUP. Pendekatan kultural ini dilakukan
secara mutlak untuk menangkal fundamentalisme dan radikalisme yang sangat

melekat waktu itu.66

ICRP bekerjasama dengan LBH Apik, Rahima, KPI, Jaringan Kerja
Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) membuat Workshop RUU Pornografi “Pokok-
Pokok Kritisi RUU Pornografi dan Pornoaksi”, yang dilaksanakan pada tanggal 28
Juni 2005, pukul 09.00-17.00 di Hotel Ibis Tamarin Menteng dengan pembicara,
Juniwati TM Sofwan (KIP3), Agus Pambagyo (Koalisi Media), Abdul Mogsith
Ghazali (Wahid Institute), KH Husein Muhammad (Fahmina), dengan moderator
Smita Notosusanto, yang dilanjutkan dengan Perumusan Strategi Aksi dan
Kampanye, dengan fasilitator R. Valentina Sagala. Workshop ini dihadiri oleh
aktivis JKP3 dan membahas berbagai point krusial dalam RUU Pornografi dan
merumuskan/mengkritisi draft tandingan yang akan diajukan. Hal ini dilakukan
untuk mengkritisi RUU Pornografi versi pemerintah yang berkecenderungan

mengkriminalkan perempuan dan anak-anak. Dari workshop ini pun diharapkan
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mampu untuk melobi RUU ini dengan cara mendesak agar pembahasan di tingkat

pemerintah tidak terburu-buru.®’
d. Pendampingan Jamaah Ahmadiyah

Setelah mendapatkan banyak bentuk diskriminasi dari berbagai pihak,
kembali lagi Jamaah Ahmadiyah dilaporkan ke Sentra pelayanan Kepolisian Polda
Metro Jaya oleh Habib Abdurrahman Assegaf dan 9 orang anak buahnya, pelaporan
ini terkait kelompok Ahmadiyah adalah aliran sesat yang masih tetap berjalan.
Menurutnya fatwa MUI telah melarang aliran ini sejak agustus 2005, selain
menuntut pembubaran dia pun mengajak untuk bertobat meskipun tidak ada titik
temu. Sebelum melakukan pelaporan ini, Assegaf pun telah mendatangi markas
Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah.68

Kedatangan kelompok Assegaf di Masjid Al-Hidayah di JI. Balikpapan No.
10, turut hadir ICRP dan AKKBB untuk memberikan pendampingan kepada
Ahmadiyah. Kelompok Assagaf meminta agar plang-plang Masjid Ahmadiyah
untuk segera ditutup dalam hitungan 3 x 24 jam, dan jika tidak dilakukan pasukan
Assegaf yang akan datang untuk menutupnya. Namun pada tanggal 26 November
2007, ICRP bersama AKKBB kembali Masjid Al-Hidayah Ahmadiyah pasca
mendapatkan ancaman, namun tidak ada aksi dari kelompok Assegaf atas

ancamannya 3 x 24 jam dan kondisi aman terkendali.*®°

Dalam pendampingan ICRP bersama AKKBB kemudian berlanjut kepada
kelompok Ahmadiyah di Masjid Al-Fadl Bogor pada tanggal 7 November 2007
didatangi kembali oleh Assegaf dan kelompoknya, dalam hal ini Assegaf

mengancam dalam waktu 7x24 jam untuk Masjid ditutup jika tidak akan datang
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pasukan yang lebih banyak lagi. Kemudian di Desa Manis Lor pada tanggal 11-13
Desember 2007, ICRP dan AKKBB ikut mendampingi Jemaat Ahmadiyah Cabang
Manislor dalam menghadapi kelompok anti ahmadiyah di Manislor. 3 rumah ibadah
(1 mesjid utama dan 2 musholah) diamankan dengan dilakukan penyegelan dengan
menggunakan kayu kaso dan paku setiap pintu dan jendela, juga mematikan arus
listriknya. Aksi ini dengan damai setelah kelompok perempuan berusaha

memperjuangkannya dengan membentuk pagar betis di sekitar Masjid.*"

Pendampingan ICRP terhadap Ahmadiyah pun masih berjalan sampai
saat ini terlepas dari penyerangan ataupun berbagai bentuk diskriminasi yang
didapatkannya, berbagai Program ICRP selalu memberikan kesempatan
Ahmadiyah salah satunya adalah kegiatan “Kongkow Bareng Gus Dur” pada
tanggal 15 Desember 2007. Ketua JAI Cabang Manislor dan Tokoh Agama
Manislor diundang untuk bersama Gus Dur live di Radio 68H untuk membahas
tentang kasus penindasan yang terjadi di manislor dengan ditutupnya 3 rumah
ibadah dari 9 aset milik JAI. Selain itu, Ahmadiyah pun dimasukkan dalam materi
Sekolah Agama ke-10 dengan narasumber Zafrullah Pontoh Zafrullah Pontoh
menerangkan berbagai hal seputar Ahmadiyah, namun untuk keyakinan tentang
kenabian narasumber mempersilahkan lihat di website alislam.org karena terikat

dengan SKB Menteri tentang Ahmadiyah.*"
e. Konseling Pernikahan Beda Agama

Salah satu hal yang menarik di ICRP adalah program konsultasi PBA yang
didasari oleh ketidaksediaan pelayanan pencatatan Pernikahan Beda Agama di
Catatan Sipil. ICRP bekerjasama dengan Komnas HAM kemudian melakukan
program “Pengkajian dan Penelitian Masalah Perkawinan Beda Agama Dalam
Perspektif HAM” pada bulan Mei-Oktober 2005. Kerjasama ini mengagendakan
pengkajian dan pendokumentasian terhadap doktrin-doktrin agama, pengalaman
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empirik dan kebijakan pemerintah tentang nikah beda agama dengan output hasil
penelitian yang akan dibukukan.'’?

Pada tanggal 13 Oktober 2006 di ICRP, dilaksanakan “Brainstorming
Program Konseling Perkawinan Beda Agama” dengan mengagendakan
pembentukan komunitas Nikah Beda Agama untuk mengadvokasi hak-hak sipil
pasangan-pasangan yang menikah beda agama. Konsultasi NBA pun dikenakan
biaya Rp.150.000 + Buku Figh Keluarga Beda Agama. Selain terbentuknya
komunitas PBA ini, konseling PBA pun masih berlangsung sampai sekarang di
ICRP.173

Selain itu, salah satu yang diupayakan oleh ICRP adalah Permohonan
Copyright Penerbitan Ulang Buku Nikah Beda Agama ICRP-Komnas HAM pada
tanggal 12 April 2010. Surat permohonan ini dikirimkan kepada Ahmad Baso,
anggota Komisioner Komnas HAM, dengan adanya izin dari KOMNAS HAM
maka ICRP memiliki peluang untuk mencetak ulang buku yang banyak dicari pasar
tersebut. Pada tanggal 4 Mei 2010, Pukul 18.00-19.30 di ICRP, dilaksanakan rapat
Rapat Program Penerbitan Ulang Buku Perkawinan Beda Agama. Pada rapat ini
hadir Romo Hariyanto, Inung Nugroho, Nurcholish, Ahmad Baso, Sugeng Prihatin.
Rapat selanjutnya, 11 Mei 2010, di kantor KOMNAS HAM dengan dihadiri oleh
Ahmad Baso, Nurcholish, Inung Nugroho, Kartu Mandiri, Sugeng Prihatin dengan
agenda rapat untuk Membahas pembagian tugas masing-masing peneliti setelah
naskahnya selesai diketik ulang (karena softcopynya tidak diketahui dimana).
Musdah Mulia akan dimintakan kesediaannya memberikan pengantar di edisi revisi
nantinya. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2010, 15.00-18.00 di Komnas HAM
Lt. 3, dilaksanakan FGD “Revisi Buku Perkawinan Beda Agama” yang
diselenggarakan oleh ICRP. Dari FGD ini menghasilkan cukup banyak masukan
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terkait revisi naskah untuk argumen keagamaan kristen; juga beberapa koreksi
seputar permasalahan penghayat kepercayaan.!’

2. Pengembangan Dialog Antar Iman dan Wacana Interfaith di Kalangan
Masyarakat Luas

ICRP membangun tradisi dialog antar iman dan kepercayaan terutama untuk
kalangan akar rumput sebagai salah satu bagian penting untuk membangun
masyarakat yang menghargai kebhinekaan bangsa. ICRP menyelenggarakan
pelatihan dalam kerangka pengembangan wacana interfaith, rekonsiliasi,
pluralisme, dan perdamaian. ICRP mengembangkan pendidikan pluralisme dan
multikulturalisme, serta menyelenggarakan pendidikan kuliah agama-agama
bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga lain yang memiliki visi

misi serupa.

3. Diskusi Bulanan

Diskusi bulanan merupakan kegiatan rutin ICRP yang berlangsung di tahun
2001 dengan penanggung jawab Ulil Abshar Abdalla. Dengan nama Diskusi
Bulanan ternyata tidak menjadikan kegiatan ini berjalan maksimal setiap bulannya,
diskusi ini hanya perjalanan selama tiga kali saja. Bahan diskusi bulanan terbilang
cukup berat, yaitu: Identitas Tionghoa dan ldentitas Agama, Voluntarisme dan

Transformasi Masyarakat, Persoalan ldentitas Komunitas Etnik.!"

Meskipun tidak berlangsung lama, program penggantinya terbilang sukses
dengan nama Diskusi Agama dan Dialog Lintas Iman dan Sekolah Agama,
meskipun pada Sekolah Agama dianggap perlu untuk dilakukan revitalisasi

kegiatan dengan diusulkan diskusi bulanan kembali dan short course.!’®
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4. Diskusi Agama dan Dialog Lintas Iman

Seri Diskusi Agama dan Dialog Lintas Iman merupakan program yang
dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2003, Seri ini membahas tentang “Pemahaman
dan Pengalaman Perempuan”, pada Putaran I dengan tema “Relasi Agama dan
Negara dan dampaknya bagi Perempuan.” Narasumber: Musdah Mulia dan Rm.
Eddy Kiristiyanto, OFM. Kemudian, pada pada Putaran VII mengambil
pembahasan yang sama dengan seri pertama, namun dengan tema ‘“Pendidikan
Agama Pluralis: Model Pendidikan Agama Alternatif di Tengah Konteks yang
Majemuk”, menggandeng Sr. Irene Handayani (Ketua Yayasan Adi Bhakti)
sebagai narasumber dan Yayah Nurmaliah (Staf Pengajar Sekolah Madania,
Parung). Pada catatan resume kegiatan ICRP tahun 2004, Seri Diskusi Agama dan
Diskusi Lintas Iman ini kembali dijadwalkan pada bulan selanjutnya dengan tema

lainnya, namun tidak ada lagi catatan keberlanjutan program ini.*’”

5. Sekolah Agama

Sekolah Agama awalnya merupakan kegiatan dengan konsep “Play Soccer
Make Peace (PSMP)” — Sepak Bola untuk Perdamaian antar Pelajar SMU yang
dilaksanakan pada pukul 14.00-17.00, setiap hari Sabtu, 30 April, 7 Mei, 14 Mei
dan 21 Mei 2005 di Lapangan Pulomas. Substansi program ini adalah untuk
menumbuhkan pluralisme dan perdamaian di kalangan muda melalui wahana
apapun, termasuk olahraga. Yang kemudian pemenang juara 1, 2, dan 3 wajib
menyelenggarakan kegiatan lanjutan bertemakan perdamaian.t®

Sekolah Agama kemudian berkembang dan bertahan cukup lama dengan
program mempelajari semua agama dan keyakinan yang ada di Indonesia dan
mendiskusikan banyak hal seputar perdamaian, konflik, dan kekerasan keagamaan
yang terjadi dengan pemateri langsung dari tokoh atau penganut keyakinan ataupun

aktivis yang bersangkutan dengan tema pertemuan. Catatan mengenai Sekolah
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Agama terakhir dilaksanakan di tahun 2017 dengan mengusung kegiatan Bazar
ICRP dan Launching Butik Baca yang dilaksanakan pada pukul 11.00-21.00, pada
hari Jumat, 24 Februari 2017 di Sekretariat ICRP yang dihadiri Musdah Mulia, Ulil
Abshar Abdalla, Justina Roostyawati, Amanda Suharnoko, Lucy, Mukhlisin,
Monib, Bobby. Diskusi Sekolah Agama bertema Perempuan dan Literasi dengan
narasumber Diskusi adalah 1bu Dete Aliyah dari Yayasan Prasasti Perdamaian dan

Ibu Debra Yatim.1"®

3. Pengembangan Komunitas dan Jaringan Antar Iman

ICRP mengembangkan dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan jaringan
komunitas lintas agama, fasilitasi penguatan komunitas berbasis agama dan lintas
agama, dan mendiseminasikan isu-isu menyangkut peran sosial agama dan
komunitas agama.

a. Religious Studies kerjasama UPJ

Religious Studies merupakan program mata kuliah yang dicetuskan oleh
Universitas Pembangunan Jaya dengan menggandeng ICRP sebagai fasilitator
untuk mengampu mata kuliah ini. Kerjasama antara UPJ dan ICRP ditandai dengan
rapat kedua belah pihak pada tanggal 12 Juli 2013 di ICRP, yang dihadiri oleh
Romeo Hariyanto.®® Namun sebelumnya telah dilakukan rapat di Kanisius, pada
tanggal 4 Januari 2012 dan dihadiri Ibu Musda Mulia, Romo Hariyanto, Pak
Chandra Setiawan, Bobby dan 2 orang perwakilan UPJ. Program ini kemudian
diperpanjang lagi pada tanggal 13 Agustus 2014 di UPJ yang dihadiri oleh
Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish sebagai perwakilan ICRP.'8! Religious
Studies merupakan mata kuliah agama yang dimulai dengan pendekatan reflektif
dimana mahasiswa menuliskan biodata dan pengalaman keagamaan yang mereka

yakini ataupun dari orang lain yang dilanjutkan dengan pendekatan ekskursi,
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kunjungan ke rumah-rumah ibadah seperti Masjid, Gereja, Katedral, Pura, Vihara,
Lithang, Klenteng, ataupun Gurdwara yang dibarengi dengan diskusi dengan tokoh
agama pada rumah ibadah yang dikunjungi. Kuliah ini kemudian di ujian akhirkan
dengan tugas mahasiswa membuat kampanye toleransi baik dalam bentuk poster,
baju, ataupun film dokumenter.'® Religious Studies kerjasama dengan UPJ ini
berlangsung sampai tahun 2019.183

b. Peace Train Indonesia (PTI)

PTI Pertama kali dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2017 dengan jalur
Jakarta-Semarang dengan peserta 27 orang dari target awal peserta sebanyak 30
orang. PTI pertama ini bekerja sama dengan Persaudaraan Lintas Agama (Pelita)
yang menggandeng ormas sosial yakni EIN Institute, Gereja JAGI Semarang,
Jemaat Ahmadiyah Semarang, LBH Semarang, eLSA Semarang, Hikmahbudbhi
Semarang, Komunitas Gusdurian Semarang, Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (GMKI) Semarang, Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan
Keuskupan Agung Semarang (Kom HAK-KAS), Institute of Peace and Security
Studies (IPSS), Peace Hub Community, MATAKIN Semarang, dan Peradah
Semarang. Yang kemudian berlanjut PTI selanjutnya dengan tujuan dan waktunya
sebagaimana berikut: PTI Pertama Jakarta-Semarang (15-17 September 2017), PTI
Kedua Jakarta-Surabaya (3-5 November 2017), PTI Ketiga Jakarta-Yogyakarta
(26-28 Januari 2018), PTI Keempat Jakarta-Bandung (23-25 Maret 2018), PTI
Kelima Jakarta-Wonosobo (25-27 Mei 2018), PTI Keenam Jakarta-Malang (24-26
Agustus 2018), PTI Ketujuh Jakarta-Banten (28-30 September 2018), PTI 8
Jakarta-Bogor (27-28 Oktober 2018), PTI Kesembilan Jakarta-Bangkalan, Madura
(16-18 Oktober 2019), dan PTI Kesepuluh Jakarta-Cirebon (24-26 Januari 2020).184

182 | ihat http://upj.ac.id/news/69/belajar-agama-belajar-toleransi, diakses pada tanggal 18
April 2021.

183 Resume Kegiatan ICRP Tahun 2019.

184 Ahmad Nurcholis, Peace Train Indonesia 3 dalam https://icrp-online.com/peace-train-
indonesia-3/ diakses pada tanggal 18 April 2021.
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4. Publikasi Wacana Interfaith & Pembangunan Pusat Database Pluralisme

ICRP mempublikasikan buku-buku hasil penelitian, website dan lainnya.
ICRP mengembangkan perpustakaan dan pendokumentasian berbagai informasi
relevan tentang dinamika pluralisme di Indonesia.

a. Majalah MaJemuk

Majalah MaJemuk merupakan media publikasi ICRP yang diterbitkan
secara berkala, di awal publikasi diterbitkan per-dua bulan. Penerbitan majalah
MaJemuk diharapkan dapat memperluas jaringan dengan signifikansi keberadaan
ICRP serta mempertegas kehadiran ICRP di lembaga terkait maupun masyarakat
luas. Majalah MaJemuk dipublikasikan dengan beragam tema, baik itu spiritual
agama yang bernuansa dialogis, toleran dan terbuka terhadap persoalan keagamaan
yang sedang menjadi isu utama, selain itu juga menampilkan agenda-agenda dan
kegiatan ICRP untuk diketahui oleh masyarakat luas. Majalah MaJemuk edisi 1
diterbitkan pada bulan November-Desember 2002 dibawah arahan Ulil Abshar
Abdallah.'8

Majalah MaJemuk memiliki beragam rubrik seperti rubrik Pandangan
Kami, Terawang, Agenda, Mancanegara, Tanggapan, dan Pendapat. Selanjutnya
berkembang menjadi rubrik Salam Redaksi, Surat Pembaca, Fokus Utama, Fokus,
Pojok Milis, Teologi Kontemporer, Lebih Dekat Dengan, Lembaga Interfaith,
Agenda, Opini, dan Resensi. Pun selanjutnya menyediakan rubrik Kkhusus

Perempuan, Newsletter Perempuan.
b. lcrp-online.com

Selain penerbitan MaJemuk, di tahun 2015 website ICRP mulai digarap
dengan mempersiapkan desk yang akan ditampilkan dalam website, content materi,

dll. Website ICRP kemudian dapat diakses melalui link berikut, https://icrp-

185 Resume Kegiatan ICRP Tahun 2002.


https://icrp-online.com/

97

online.com/ yang kemudian mempublikasikan profil, agenda kegiatan, opini dan
berita, serta publikasi terkait agama.

Dalam mengikuti perkembangan zaman website ICRP terus berbenah baik
dari bentuk tampilan, konten, dan berita publikasi. Wacana-wacana yang
dipublikasikan pada website ini pun memiliki beragam rubrik yang tidak berbeda
dengan media offline, Majalah MaJemuk dengan tetap memiliki rubrik yang sama
dan sedikit tambahan seperti tambahan rubrik berita, agama, dan kaderisasi.

c. Kabardamai.id

Meskipun telah memiliki icrp-online.com, ICRP sudah lama mengusung ide
untuk membuat media ini. ICRP dulu pernah punya media namanya majemuk tetapi
sudah selesai karena tidak punya dana lalu berlanjut ke icrp-online.com.
kabardamai.id dirancang sebagai media pertama di dunia yang focus di isu
perdamaian serta menjadi rumah bersama bagi semua lembaga. Menurut tim
Redaksi, kabardamai.id harus diisi dari berbagai jaringan, tidak dimiliki oleh ICRP

saja. Kabar damai harus jadi leader untuk media yang bergerak di isu perdamaian.*’

Berbeda dengan website sebelumnya, kabardamai.id memiliki rubrik yang
beragam dan bervariasi dengan tampilan yang lebih fresh dengan tagline “untuk
kebhinekaan & perdamaian” tepat di bawah tulisan kabardamai.id. berikut rubrik
yang ada dalam kabardamai.id, yaitu Kabar Utama, Kabar Budaya, Mimbar Agama,
Religipedia, Wawancara, Kabar Millennial, Kabar Puan, Opini, Kabar Tokoh,
Kabar Manca, Kabar Jaringan, Kabar Pustaka, Kabar Sinema, Peacetrain, Agenda,
Kabar Redaksi, Peace Editorial 1%

186 | ihat, https:/icrp-online.com/icrp/public/, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

187 Notulen Rapat Redaksi Kabardamai.id, tanggal 6 Maret 2021.

188 | inat, https:/kabardamai.id/, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
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BAB IV

UPAYA ICRP MENGAWAL KUASA ETIK DI INDONESIA

A. Biopoethics: Upaya ICRP Mengawal Kuasa Etik

Setelah melihat dan melakukan inventarisasi wacana dan aktivitas ICRP
terdapat kata-kata dalam beberapa wacana yang menjadi keterwakilan atas rezim
yang dihadapi oleh ICRP. Berikut akan ditampilkan kata-kata tersebut yang

menjadi kata kunci yang ada dalam wacana ICRP.

Teks Isu Pelaku

Persekusi e Agama e Negara

e Kelompok Radikal

Intervensi e Regulasi e |embaga Agama
e Administrasi e Negara

Diskriminasi e Negara e Negara

Eksploitasi e Gender a. Negara

b. Budaya Patriarki

(Tabel 1.1: Tabel Kata-kata Kunci dalam Wacana ICRP)

“Persekusi” dalam KBBI berarti perburuan sewenang-wenang terhadap
seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.*e°
Wacana yang menggunakan kata persekusi terjadi pada permasalahan keagamaan
yang dilakukan oleh kelompok radikal yang mendiskriminasi kelompok
Ahmadiyah di Tasikmalaya, persekusi dalam beberapa konflik keagamaan lainnya

189 KBBI Online, lihat, https:/kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Persekusi, diakses pada tanggal
29 Juni 2021.
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yang diekspresikan dengan menggunakan kata-kata “perusakan”, “pemaksaan”,

“pembakaran”, dan “penumpasan”.

“Persekusi” dalam isu-isu agama yang ditampilkan dalam wacana ICRP
sangat beragam, namun yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah
permasalahan rumah Ibadah, Jemaat Ahmadiyah, dan aktivitas lainnya terkait
Ambon, Maluku. Setelah dianalisis, perbuatan anarkis yang ditampilkan pada
permasalahan tersebut adalah ekspresi kelompok radikal dalam isu-isu keagamaan,
selain itu kelompok ini juga sangat fanatik dalam beragama sehingga isu-isu yang
ditampilkan dalam menggiring konflik adalah isu agama, perbedaan agama, tafsir,
mazhab, dsb. dan lebih mirisnya terdapat lembaga dan regulasi yang mendukung

tindakan tersebut.

Dalam isu-isu menyangkut negara, kata “intervensi” dalam wacana ICRP
terkait regulasi-regulasi yang diciptakan oleh pemerintah. Dalam KBBI, kata
intervensi memiliki arti campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang,
golongan, negara, dan sebagainya).'®® Sebelum kata intervensi muncul, wacana
dengan penggunaan kata “mengatur”, “menertibkan”, dan “menyatukan”
menarasikan peran lembaga yang dibentuk pemerintah, yaitu Menag dan MUI.
Sama dengan narasi penggunaan kata persekusi, kata intervensi ini menampilkan

ekspresi “mengacaukan”’, “merusak”, dan “dipaksa”.

Wacana dengan narasi kata “intervensi” menampilkan aktor negara yang
diwakilkan melalui perpanjangan tangannya pada lembaga-lembaganya, seperti
Menag, Mendagri, Mendikbud, serta MUI. Selain kata “intervensi”, penggunaan
kata “diskriminasi” pun muncul dalam isu-isu negara. Kata “diskriminasi’ dalam

KBBI berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan

190 kpBI Daring, lihat https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intervensi, diakses pada tanggal
29 Juni 2021.
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warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).’®! Kata
“diskriminasi” digunakan sebagai judul besar dalam kasus diskualifikasi Gus Dur
pada saat pencalonan dirinya dalam Pilpres 2004. Dibanding dengan kata-kata
kunci lainnya, kata “diskriminasi” terbilang acap kali muncul dalam kasus-kasus
umat Khonghucu ataupun penganut penghayat kepercayaan yang tidak
mendapatkan pelayanan optimal pada instansi-instansi publik.

Selanjutnya, kata “eksploitasi” muncul terkait isu-isu perempuan, dalam
KBBI kata “eksploitasi” diartikan sebagai pemanfaatan untuk keuntungan sendiri;
penghisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): — atas diri orang lain merupakan
tindakan yang tidak terpuji.!®? Kata-kata lainnya yang muncul dalam wacana
perempuan mencakup ‘“kekerasan”, “pelecehan”, “tamparan”, “pukulan”,

’

“penusukan”, dan bahkan “pembakaran”. Kekerasan berbasis gender dalam
beragam wacana ICRP terus tersuarakan, salah satunya adalah pemanfaatan
perempuan dalam kelompok radikal yang dimunculkan dalam Kkata

“fundamentalisme”.

Wacana-wacana yang disampaikan oleh ICRP memiliki kuasa etik, yang
secara sederhananya diartikan sebagai kuasa yang tidak diskriminatif dengan
menggunakan bahasa yang bersifat biopoethics atau biopoetika dimana dimensi
biopolitik melalui kata-kata/wacana merespon struktur kuasa. Sehingga wacana
ICRP tidak terpisahkan dari relasi kuasa antar Highest Structure vs Lower

Structure. Pergeseran bioetika menuju biopolitik ala Foucault ini terkait dengan

191 kBBI Daring, lihat, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskriminasi, diakses pada
tanggal 30 Juni 2020.

192 kBBI Daring, lihat https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi, diakses pada tanggal
29 Juni 2021.
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meningkatnya minat pada praksis sosial. Bioetika dibutuhkan dalam menolak rezim
eksploitasi ekonomi dan simbolik biopolitik pemikiran Foucault.1%

Pergeseran bioetika menuju biopolitik ala Foucault ini terkait dengan
meningkatnya minat pada praksis sosial. Bioetika dibutuhkan dalam menolak rezim
eksploitasi ekonomi dan simbolik biopolitik pemikiran Foucault dalam

konstitusinya.!%

B. Biopolitik dalam Perlawanan ICRP

ICRP yang memiliki nama dalam bahasa Indonesia “Konferensi Indonesia
untuk Agama dan Perdamaian” memiliki beragam kasus yang mengharapkan
perdamaian. Salah satunya adalah permasalahan kebebasan beragama, wacana
mengenai agama pada umumnya telah lama adanya bahkan sebelum bangsa ini
akan diproklamirkan di tahun 1945. Agama seharusnya memanusiakan manusia,
artinya dengan beragama manusia dapat dan mampu untuk meningkatkan
spiritualnya yang tercermin dari perilakunya sehari-hari, baik dengan Tuhan,
dengan sesama manusia, relasi dengan lingkungan dan makhluk lainnya di muka

bumi. Agama harus mampu menjadikan manusia yang manusiawi.*%

Ada tiga ranah masalah yang muncul dalam isu kebebasan beragama,
diantaranya: pertama, negara dengan aparaturnya (pemerintah, polisi, pengadilan,

dan lain-lain). Kedua, dalam ranah hukum, isu-isu yang terkait masalah hukum

193 Lihat, Andreas Weber, “Life as Meaning: Biopoetics as Paradigm for Living
Relationships, dalam  https://www.shareable.net/life-as-meaning-biopoetics-as-paradigm-for-
living-relationships/, diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

194 Juliette Yelin, “From Biopolitics to Biopoetics: a Hypothesis on the Relationship
between Life and Writing”, CLCWeb: Comparative Literature and Culture, Vol. 20, 2018, him. 1-
9.

195 Musdah Mulia, “Membangun dan Merawat Narasi Damai dan Kebangsaan dalam
Keberagamaan”, dalam Jimmy M.I. Sormin (dkk), Agama, Politik ldentitas, dan Keberpihakan
Negara (Jakarta: ICRP, 2020), him. 14.
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yang muncul, diantaranya mengenai penyiaran agama, bantuan asing, pendirian
rumah ibadah, pendidikan agama, dan perda-perda Syariat Islam. Ketiga, ranah
masyarakat sipil. Pada level ini tantangan paling serius adalah menguatnya arus
gerakan Islamisme di berbagai wilayah, serta yang patut diperhatikan adalah media
dan organisasi masyarakat yang seharusnya dapat membangun karakter pada
masyarakat yang lebih toleran.%

Biopolitik dijalankan dengan regulasi-regulasi yang memberikan jaminan
konstitusi melalui sebuah lembaga otoritas negara untuk menciptakan kebaikan
kepada seluruh warga negara. Pada permasalahan kebebasan beragama dan
berkeyakinan, terdapat jaminan yang telah diatur dalam sejumlah kebijakan,

yaitu:'%’

Pertama, UUD 1945 pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk dan
beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Kedua, UUD 1945 pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut

agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Ketiga, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil Politik pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan
berpikirm berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk
menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri,
dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama, dan baik di tempat
umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan

ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun

19 Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Naufan Pustaka, 2011), him.
41.

197 Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan
di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM, 2006), him. 4-5.
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boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima

suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Keempat, UU No, 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 22 ayat (1): Setiap
orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap
orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.

Kelima, UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan
Penyalagunaan dan /atau Penodaan Agama, pada penjelasan pasal 1 berbunyi:
“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confusius). Agama-agama ini
merupakan agama yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, hamun
agama dan kepercayaan lainnya mendapatkan jaminan dalam pasal 29 ayat 2 UUD,
mereka mandapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan

oleh pasal-pasal ini.

Pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengatur kebebasan
menjalankan agama dan kekepercayaan dalam pasal 70 UU No. 39 tahun 1999
tentang HAM dan tersurat dalam UU No. 12 tahun 2005, pasal 18 ayat (3) tentang
Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, maka
pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau

kepercayaan melalui Undang-Undang.

Selain regulasi yang memberikan jaminan kebebasan untuk beragama dan
berkeyakinan, sejumlah peraturan yang ada di masyarakat menciptakan ketegangan
dan saling tumpang tindih, bahkan adanya multitafsir seperti UU Perlindungan
Anak tahun 2002, UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, UU
Administrasi Kependudukan 2006, Keputusan Presiden No. 11/2003 tentang
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Penerapan Syariat di Aceh, Peraturan Daerah tentang Penerapan Syariat Islam,
PBM No. 8/9 tahun 2006 dan lain-lain.1%

Pada isu kebebasan keberagamaan, sepatutnya negara tidak ikut campur
dalam perdebatan antara ‘“agama” ataupun ‘“kepercayaan”. Tidak seharusnya
mendikte tafsiran agama kepada pemeluknya, sebab yang berhak untuk melakukan
hal tersebut adalah pemeluk agama tersebut, tidak perlu menetapkan mana jenis
agama dan kepercayaan yang diperbolehkan atau tidak tidak diperbolehkan, cukup
menjadi pengawas terhadap agama-agama yang mengajarkan permusuhan dan
kekerasan serta paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Selain
itu, perlindungan HAM hanya dapat terealisasi jika semua pihak mengambil
komitmen bersama, antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat yang
memiliki tujuan hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh agama yang dipeluknya.
Perlu digaris bawahi jika tanpa akar keagamaan, pengertian HAM dan komitmen
kepada nilai-nilainya hanya sebuah basa-basi belaka.'%°

Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bagaimana sekularisme
memberikan kesan, penekanannya adalah ide pluralisme dan ide persamaan hak
bagi semua orang, tanpa harus melihat perbedaan-perbedaan, baik antara laki-laki
dan perempuan, kelompok yang kaya dan miskin, dan tentu saja melihat perbedaan

agama dan budaya.?%

198 Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Naufan Pustaka, 2011), him,
55-56.

199 Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi, ... hlm. 75-76.

200 siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: Kibar Press,
2006), him. 36.
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C. Biopolitical: Wacana Melawan Diskriminatif

Menurut Musdah Mulia, pada Orba terdapat dua regulasi yang
mengintervensi kebebasan beragama.?®’ Pertama, campur tangan pemerintah
terhadap keyakinan dan kehidupan beragama masyarakat. Rezim banyak
melakukan pelarangan terhadap buku, perayaan, atau kelompok keagamaan tertentu
yang dianggap dapat mengganggu dan melakukan perlawanan atas kekuasaannya,
sehingga dua awal kekuasaan Orba telah melakukan pelarangan lebih dari seratus

aliran kepercayaan atau kebatinan yang berhaluan Kiri.

Kedua, pendefinisian terkait “agama resmi” dan “agama tidak resmi”.
Dengan cara ini Orba dapat mengontrol kelompok-kelompok keagamaan lain yang
berada diluar “agama resmi” yang tentu saja dianggap membahayakan
kekuasaannya sehingga labelisasi ini pun berfungsi sebagai perpanjangan tangan

pemerintah.

Sedangkan dalam pandangan Din Syamsuddin, ada tiga paradigma konsep
pemerintahan yang menandai hubungan antara agama dan negara. Pertama,
kecendrungan yang mengarah pada penyatuan agama dan negara, wilayah agama
juga meliputi wilayah politik. Pada pemahaman ini menjelaskan jika negara
merupakan kelembagaan politik dan keagamaan sekaligus. Selain itu pemerintahan
negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan llahi (divine sovereignty), sebab
kedaulatan itu ada dan berasal dari tangan Tuhan. Pandangan ini dipahami oleh
kelompok Syiah yang menganggap negara memiliki fungsi keagamaan. Kedua,
paradigma mengenai agama dan negara berhubungan secara simbolik, hubungan
timbal balik dan saling memerlukan (agama memerlukan negara, untuk
berkembang dan sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama,
negara dapat berkembang secara etika dan moral). Pandangan ini diwakili oleh
ulama Sunni, seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali yang memiliki karya-karya yang

mengandung pemikiran politik yang signifikan. Ketiga, paradigma yang

201 Njusdah Mulia, Islam dan Hak Asasi, ... him. 43-44.



106

sekularistik. Paradigma ini menolak hubungan yang integratik ataupun simbolik
antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak Islam
sebagai dasar negara, atau setidaknya menolak determinasi Islam dalam bentuk

tertentu dari negara.?®

Jika menelisik paham Djohan Effendi sebagai salah satu pendiri ICRP,
terdapat tiga poin penting dalam pemikirannya terkait keberagamaan, yaitu
kebangsaan, kebebasan, dan kemajemukan. Dalam masalah kebangsaan, maka
pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan adalah  seputar sekularisme
bermunculan, pemisahan agama dan negara. Sekularisme yang selalu menentang
agama tidaklah sebuah kebenaran bagi Djohan Effendi sebab ditekankannya
pemahaman kebangsaan yang “sekularisme” bersahabat dengan agama sehingga
beliau sangat menentang adanya campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan
ataupun masalah yang terkait dengan agama. Tidak seharusnya negara melakukan
keberpihakan terhadap agama tertentu sebab dalam negara yang demokratis semua
masyarakat itu sama didepan hukum, dan juga agama tidak seharusnya bermain
pada ranah politik karena nantinya akan menimbulkan praktik politik identitas.
Agama cukup pada bagian civil society sebagai sebuah moral reasoning bagi
pengembangan masyarakat, pada civil society lah agama dapat berpartisipasi aktif
dalam menyelesaikan problem masyarakat tanpa harus mendiskriminasi agama atau
keyakinan yang berbeda. Dengan demikian sekularisme akan memberikan tempat

yang luas bagi paham liberalisme dan pluralisme.?®

Jika berbicara mengenai sekularisme maka tidak dapat diputuskan untuk
tidak membahas mengenai liberalisme dan pluralisme, dimana ketiganya
berkelindan khususnya dalam paham kebebasan beragama. Masih dalam
pandangan Djohan Effendi, liberalisme bertolak dari paham kebebasan.
Liberalisme adalah kebebasan hak-hak sipil yang meliputi kebebasan berpikir,

202 pin Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik
Islam”, Ulumul Qur’an, No. 2, Vol. IV, 1993, him. 5-7.

203 E|za Peldi Taher, Merayakan Kebebasan Beragama,... hlm. xviii.
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berpendapat, beragama, dan berkeyakinan. Semangat liberal bagi Djohan Effendi
akan mendorong pada suatu keadaan dimana masyarakat tidak merasa takut
ataupun enggan untuk mengakui ekspresi keyakinan dan keberagamaannya, dan

juga harus disertai dengan upaya saling menghargai.?®

Sedangkan pluralisme muncul sebagai paham yang bertitik tolak dari
perbedaan, bukan persamaan. Mereka yang mengakui perbedaan, secara sekaligus
pun mengakui persamaan. Djohan Effendi dalam sepanjang hidupnya melihat
pluralisme bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing
mempunyai hak yang sama untuk eksis. Jika semua agama dianggap baik, maka
orang terdorong untuk saling belajar karena tanpa pluralisme itu orang pasti akan
bertahan atau defensif dengan agamanya sendiri-sendiri, dan tidak akan mau
mempelajari kearifan agama lain. Bagi Djohan Effendi, agama Islam menyediakan
tempat untuk pluralisme. Sehingga jika ada isu-isu diskriminasi seperti kasus
Ahmadiyah dizalimi oleh kelompok radikal, maka sangat jelas tindakan tersebut
tidaklah islami, dan melanggar harkat martabat manusia walaupun menggunakan

alasan pembelaan terhadap agama Islam.?%

Berbagai isu yang dihadapi oleh ICRP lebih banyak berhadapan dengan
regulasi-regulasi dan normalisasi yang dibentuk oleh rezim. Rezim diskriminasi
dalam pandangan Foucault tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi,
namun terutama melalui normalisasi dan regulasi. Pada pemahaman rezim
diskriminasi sebelumnya, penindasan tidak lagi berdasarkan kekerasan dan
penindasan dengan menggunakan alat tersebut telah mengakar sejak lama. Apa
yang terjadi saat ini tentu bukan hal baru lagi, diskriminasi telah mencuat ke

permukaan dalam berbagai ranah kehidupan lapisan masyarakat.

Pada pemahaman mengenai biopolitik pada dasarnya dirancang untuk
meningkatkan derajat kehidupan manusia dalam berbagai aspek melalui tindakan-

204 E|za Peldi Taher, Merayakan Kebebasan Beragama,... him. Xix.
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tindakan politik dengan menggabungkan dua konsep yang digagas oleh Foucault,
yakni biopower dan anatomi-politik. Biopower yang merupakan konsep secara
umum yang mengaitkan kehidupan serta rangkaian mekanismenya kedalam
kalkulasi eksplisit dan pembuahan pengetahuan dan kekuasaan (biopower-
knowledge) untuk transformasi kehidupan manusia. Eksistensi biologis dalam
konsep biopower merupakan target dari strategi kontrol dan intervensi politik.
Sedangkan anatomi-politik berkaitan dengan strategi politik yang secara kolektif
menganggap manusia sebagai spesies yang diharapkan tubuh manusia agar lebih
patuh dan produktif. Konsep sangat erat dengan hubungan biologis populasi, seperti
mengatur kelahiran, meningkatkan kualitas hidup rata-rata.?%

Berbagai regulasi yang diciptakan pemerintah tidak lain bertujuan untuk
memberikan normalisasi dan pendisiplinan kepada kumpulan individu dan sejalan
dengan tatanan-tatanan kenegaraan pada umumnya secara universal meskipun pada
akhirnya melahirkan diskriminasi-diskriminasi dalam berbagai bidang. Namun hal
ini berbeda dengan apa yang dihadapi oleh ICRP, berbagai isu-isu diskriminasi
berangkat dari konsep-konsep biopolitik yang memberikan jarak antara individu
populasi. Diskriminasi-diskriminasi muncul dari negara dengan perpanjangan
tangannya melalui lembaga-lembaga ataupun regulasi. Pada karya Michael
Foucault, Thomas Lemke mendapatkan tiga cara berbeda dalam membaca ide
ataupun gagasan biopolitik. Pertama, biopolitik adalah sebagian dari sejarah
pemikiran dan praktek politik yang dekat dengan ciri reaktikulasi kekuatan yang
berdaulat. Kedua, Foucault menetapkan mekanisme biopolitik yang memiliki peran
sentral dalam bangkitnya pemikiran rasisme modern. Ketiga, konsep biopolitik
mengarah kepada gaya pemerintahan yang khas, dimana secara historis nantinya

akan memunculkan regulasi sosial liberal dan pemerintahan-diri individu.2%’

208 Nyrul Maulina, “Interaksi Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Program
Penanggulangan Gizi Buruk di Kota Surabaya: Kajian Biopolitik, Jurnal Politik Muda, Vol. 2 No.
1, 2013, him. 147-157.

207 Thomas Lemke, Biopolitics An Advanced,... him. 3.



A
]

. 4
Qi)

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



	BAB II
	GENEOLOGI GERAKAN ICRP MELAWAN REZIM KETIDAKADILAN
	A. Konflik, Kekerasan dan Perdamaian di Indonesia
	B. Polemik dan Lahirnya ICRP
	C. Tokoh dan Pendiri ICRP
	1. KH. Abdurrahman Wahid
	2. Djohan Effendi
	3. Siti Musdah Mulia
	4. Chandra Setiawan
	5. Budi Santoso Tanuwibowo
	6. Michael Utama Purnama
	8. Sylvana Maria Apituley
	9. Muhammad Najib
	10. Sudhamek AWS

	D. Visi-Misi dan Prinsip Advokasi ICRP
	1. Visi Besar ICRP
	2. Misi Besar ICRP
	3. Prinsip Dasar ICRP
	4. Nilai Perjuangan ICRP


	BAB III
	MENAPAKI JEJAK PERLAWANAN DISKURSIF DAN GERAKAN PENGUATAN MASYARAKAT
	A. Inventarisir Wacana ICRP
	B. Pemetaan Perlawanan Diskursif ICRP
	1. Konflik Ambon, Maluku
	2. SKB Dua Menteri dan Penutupan Gereja
	3. Agama Khonghucu dan Pengakuan Hak-Hak Sipil
	4. Konflik Ahmadiyah
	a. Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan
	b. Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang

	5. Politisasi Agama dan Peraturan Daerah Syariat
	6. Posisi Departemen Agama dan Fatwa Sesat MUI
	a. Mengkaji Ulang Departemen Agama
	b. Fatwa Sesat MUI

	7. Pendidikan Agama dan UU Sisdiknas
	8. RUU Adminduk dan Penghayat Kepercayaan
	a. RUU Administrasi Kependudukan
	b. Status Penganut Penghayat Kepercayaan

	9. Perlindungan Perempuan
	a. Sunat Perempuan
	b. Kekerasan Perempuan dalam Regulasi

	10. Pernikahan Beda Agama dan UUP

	C. Perlawanan Terhadap Rezim Diskriminatif Dalam Perspektif ICRP
	1. Advokasi Hak-Hak Sipil Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
	a. Dialog Pasca Konflik Ambon, Maluku
	b. UU No. 1/PNPS tahun 1965  dan SKB Dua Menteri
	c. Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Pornoaksi
	d. Pendampingan Jamaah Ahmadiyah
	e. Konseling Pernikahan Beda Agama

	2. Pengembangan Dialog Antar Iman dan Wacana Interfaith di Kalangan Masyarakat Luas
	3. Diskusi Bulanan
	4. Diskusi Agama dan Dialog Lintas Iman
	5. Sekolah Agama

	3. Pengembangan Komunitas dan Jaringan Antar Iman
	a. Religious Studies kerjasama UPJ
	b. Peace Train Indonesia (PTI)

	4. Publikasi Wacana Interfaith & Pembangunan Pusat Database Pluralisme
	a. Majalah MaJemuk
	b. Icrp-online.com
	c. Kabardamai.id



	BAB IV
	UPAYA ICRP MENGAWAL KUASA ETIK DI INDONESIA
	A. Biopoethics: Upaya ICRP Mengawal Kuasa Etik
	B. Biopolitik dalam Perlawanan ICRP
	C. Biopolitical: Wacana Melawan Diskriminatif


